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SEKRETARIAT DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

MELALUI APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

:a. bahwa berdasarkan: Peraturan Gubernur Nomor 128 tahun

2017 telah diatur mengenai penyelenggaraan penanganan
pengaduan masyarakat melalui aplikasi citizen relation
management;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan késéragaman dalam

penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalul
Aplikasi Citizen Relation Management sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman atau standar teknis
pelaksanaanya bagi para Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah;

¢. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan
Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation
Management;

Mengiﬁgat: Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang

Menetapkan :

KESATU

Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui
Aplikasi Citizen Relation Management (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72071)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 128.
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan

‘Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Managément (Berita

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019
Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEDOMAN TINDAK
LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI
APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT.

: Menetapkan Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management dengan
alur dan mekanisme, standar operasional prosedur, rincian
pembagian tugas dan rincian kriteria ketuntasan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.






LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TANGGAL 20 Juli 2020

TENTANG PEDOMAN = TINDAK  LANJUT
PENANGANAN  PENGADUAN  MASYARAKAT
MELALUI  APLIKASI  CITIZEN  RELATION
MANAGEMENT

A. ALUR TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI
APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT

1. Kanal Pengaduan Resmi Pemerintah Daerah

a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penanganan
pengaduan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Sistem
Cepat Respon Masyarakat yang terdiri dari kanal pengaduan resmi
Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1} JAKI (Jakarta Kini);
2) Twitter @dkijakarta;
3) Facebook Pemprov DKI Jakarta;
4} Surat Elektronik/ Email dki@jakarta.go.id;
5) Media Sosial Pribadi Gubernur;
6) SMS 0811272206;
7) Balai Warga www.jakarta.go.id;
8} Qlue;
9) Pendopo Balaikota;

10). Kantor Inspektorat;

11) Kantor Walikota;

12} Kantor Camat;

13) Kantor Lurah; dan

14) LAPOR 1708.

b. Pengaduan masyarakat yang masuk dalam Sistem Cepat Respon
Masyarakat diintegrasikan dalam Aplikasi Citizen Relation Management
untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

2. Penanggung Jawab Kanal Pengaduan Resmi Pemerintah Daerah
a. Penanggung jawab kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah terbagi atas:

1) Penanggung jawab kanal pengaduan JAKI {Jakarta Kini) dan Qlue adalah
Lurah;

2) Penanggung jawab kanal pengaduan Twitter (@dkijakarta), Facebook
(Pemprov DKI Jakarta}, Surat Elektronik/ Email dki@jakarta.go.id, Akun
Media Sosial Gubernur, SMS (0811272206), Balai Warga
(www.jakarta.go.id) dan LAPOR 1708 adalah Kepala Unit Pengelola
Jakarta Smart City;

3} Penanggung jawab kanal pengaduan Balai Kota adalah Kepala Biro
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;

4} Penanggung jawab kanal pengaduan Inspektorat adalah Inspektur
Provinsi DKI Jakarta;

o} Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Walikota adalah Walikota
6) Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Camat adalah Camat;dan
7) Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Lurah adalah Lurah.






3

b. Pengaduan tidak berbasis lokasi (non geo—taggihg)

1) Kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah yang tidak dilengkapi dengan

fitur berbasis lokasi (non geo-tagging) antara lain: Twitter
Facebook (Pemprov DKI Jakarta), Surat
dki@jakarta.go.id, Akun Media Sosial Gubernur, SMS

Elektronik/
(0811272206),

(@dkijakarta),
Email

Balai Warga (www.jakarta.go.id), LAPOR 1708, Pengaduan Balaikota,
Pengaduan di Kantor Walikota, Pengaduan di Kantor Camat dan
Pengaduan di Kantor Lurah; dengan alur tindak lanjut pengaduan

scbagai berikut :

Administrator Kanal Pengaduan
mengklasifikasikan pengaduan-pengaduan

' ~

—

Kewenangan
Kecamatan/Kelurahan

Bukan Kewenangan
Kecamatan/Kelurahan

|

Administrator Kanal ‘ . l

Y

Pengaduan meneruskan Kewenangan
ke Akun CRM Kelurahan Perangkat Daerah| | Kewenangan I;i‘zf:r?ﬁig?
(PD) Provinsi BUMD Py g
DKI Jakarta sat / Swasta
Camat/Lurah mendisposisi ke
petugas (Aparatur Sipil Y Y Y
Negara/Penyedia Jasa Lainnya Administrator Administrator Administrator
Perorangan) untuk Kanal Pengaduan |{Kanal Pengaduan| |Kanal Pengaduan
menindaklanjuti mengoordinasikan | mengoordinasikan| |mengoordinasikan
ke akun CRM PD ke Akun CRM ke Akun CRM Biro
engaduan . A
pens ,I,  terkait BPBUMD Pemerintahan
— y ! !
engaduan - i
ditindaklaniuti Kepala PD | [Kepala BRBUMD| | _KePala Biro
— mendisposisi ke | | mendisposisi ke emtlari(ntle; an
l petugas terkait BUMD terkait L n;le asu dan
Verifikasi dan untuk untuk ol torhnit
Validasi oleh Biro ditindaklanjuti | | ditindaklanjuti | [P1PAS terxait untu
b . tabin ditindaklaniuti
emerin l l

Y

v y Pengaduan Pengaduan Pengaduan
Pengaduan TL Pengaduan ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti
selesai - ditolak dan $ f |
dikembalikan 7
untuk
ditindaklanjuti Verifikasi dan
kembali Validasi oleh Biro
Pemerintahan
i
v i
Pengaduan TL Pengaduan -
selesai ditolak dan h
dikembalikan untuk
ditindaklanjuti

kembali
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2) Kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah pada Inspektorat Provinsi
DKI Jakarta, dengan alur tindak lanjut pengaduan sebagai berikut :

Administrator Kanal Pengaduan menerima
dan memasukkan pengaduan ke aphka81
CRM

v

Inspektur mendisposisi ke petugas
(untuk tindak lanjut pengaduan)

Y

Pengaduan
ditindaklanjuti

\J

Verifikasl dan Validasi

oleh Biro
Pemer@ntahan
|
h 4 Y
Pengaduan TL Pengaduan ditolak
selesai dan dikembalikan
untuk ditindaklanjuti
kembali

B. MEKANISME TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT

1.

Mekanisme tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi
Citizen Relation Management sebagai berikut:

a. Administrator kanal pengaduan memiliki waktu paling lama 6 (enam) jam
untuk melakukan respons dengan cara menekan tombol ‘proses’ dan/atau
‘disposisi’ pada  Aplikasi Citizen Relation Management untuk
menindaklanjuti pengaduan dan/atau mengoordinasikan kepada Perangkat
Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;

b. Administrator kanal pengaduan harus memastikan detail permasalahan
pengaduan (tidak hanya melihat kategori pengaduan tetapi juga melihat foto,
keterangan dan/atau menghubungi pelapor jika dibutuhkan) sebelum
menindaklanjuti atau mengoordinasikan kepada Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;

¢. Penanggungjawab kanal pengaduan dengan fitur berbasis lokasi (geotagging)
harus melakukan pengecekan ke lokasi paling lama 6 (enam) jam setelah
pengaduan masuk untuk memastikan apakah bisa ditindaklanjuti atau
dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah lain sesuai dengan kewenangannya;

d. Perangkat Daerah vyang mendapatkan koordinasi pengaduan dari
administrator kanal pengaduan namun dinilai bukan kewenangannya dapat
memanfaatkan fitur ‘ticketing/salah koordinasi’ di Aplikasi Citizen Relation
Management dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
memutuskan Perangkat Daerah mana yang harus menindaklanjuti
pengaduan dimaksud;



o

e. Kelurahan vang menerima pengaduan berbasis lokasi namun bukan berada
di wilayahnya dapat memanfaatkan fitur ‘ticketing/salah lokasi’ di aplikasi
Citizen Relation Management dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta memutuskan Perangkat Daerah mana yang harus menindaklanjuti
pengaduan dimaksud; | .

f. Kelurahan dan/atau Perangkat Daerah yang menerima pengaduan yang
tidak jelas dapat memanfaatkan fitur “icketing/laporan tidak jelas’ di
Aplikasi Citizen Relation Management dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta akan melakukan pengecekan kepada pelapor;

g. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat menggunakan
fitur ‘Estimasi Waktu Selesai’ untuk memundurkan batas waktu
penyelesaian tindak lanjut pengaduan yang disesuaikan dengan tingkat
kesulitan pengaduan dan kesiapan anggaran serta sumber daya lainnya;

h. Pengaduan yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah akan dilakukan verifikasi administrasi dan/atau
verifikasi lapangan sebelum dilakukan validasi oleh Biro Pemerintahan
Setda Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan foto hasil tindak lanjut
aduan, penjelasan sesuai dengan aduan yang disampaikan dan kriteria
ketuntasan yang telah ditentukan; '

1. Biro Pemerintahan dalam melakukan verifikasi pengaduan yang telah
diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
paling lama 3 (tiga} hari dan/atau jika diperlukan waktu tambahan dalam
verifikasi hasil tindak lanjut bisa menggunakan fitur “verifikasi” pada
Aplikasi CRM. Selanjutnya Biro Pemerintahan melakukan validasi paling
lama 6 (enam) jam setelah verifikasi selesai dilakukan;

j. Jika lebih dari 3 (tiga) hari belum dilakukan verifikasi dan validasi maka
pengaduan tersebut otomatis sudah tervalidasi melalui Aplikasi Citizen
Relation Management;

k. Pengaduan dari Qlue yang telah divalidasi oleh Biro Pemerintahan tidak
dapat “di dor” (dimerahkan kembali} oleh pelapor;

1. Terhadap penyelesaian pengaduan yang tidak sesuai untuk divalidasi maka
laporan ditolak dan status pengaduan dikembalikan menjadi status “wait”
pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daecrah vyang
menyelesaikan aduan tersebut dengan perhitungan waktu dimulai dari
status “wait” penolakan validasi;dan '

m. Penyelesaian pengaduan yang telah ditolak sebanyak 2 (dua) kali oleh Biro
Pemerintahan, akan direkap dan dilaporkan kepada Inspektorat setiap
bulannya untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. -

2. Dalam menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat sesual dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1, Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mempunyai tigas :

1) menindaklanjuti pengaduan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;






C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUT APLIKASI CITIZEN RELATION
MANAGEMENT

1. Permohonan Pembuatan Akun CRM

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket
KA UPT JSC Kasatlak Tim Field (MRO) T Devy Kelengkapan Wakitu Output

1 MemerintahkanKazatfak untuk l ! ¢ f gi Isi

membuatakun CRA aurat permononan : 1spos

b ]

MemerintahkanTim: uniuk £t

2 membaat akun CRAE disposisi disposisi
h 4

Merekap kebuluhan permbuatan Informasi yang dicapal dard
3 akun CRM dan memberikannya disposist koordinasi SKPD bisa melalul surat,

ke TimOev messenger atau telepon

Membuatakun CIRM kemudian >

memberikaniya lalu melaporkan =
4 ke kasatiak gtk T - irordinasi akun CRM

memvakdaskan idak

Memeriksa akin CRM kemudian /\, ' 3
5 melaporkanmys kepada Kepata -~ e v akun CRM akun CRM

up Tidak \ /

Memvalidasi akun CRM dan \, Ya

memerintahkankasatlak unluk Terkalt dengan S0P
& memberikan akun GRM kepada akun CRM akun CRM Pembuatan Surat

SKPD dan membalas surat /

Memerintahkantim untuk -
7 Sm‘gpmopubish akun CRM kepada - akun CRM dan disposisi disposisi

h J akun CRM yang
8 ’g”;g‘g“bﬁs" akun CRM kepada l I akun GRM dan disposiai ' terpublish dan
terdokumentast




2. Koordinasi Laporan

Pelaksana it Balar
Ho, Kegiatan n Keterangan
Masyarakat Kelurahan Dinas/Sulu Admin JSC Keenglapan o :
sy DinasttKPDIBU M0 n eng Waidy utput
Memberkan ( ) Lapoman asyamkat
1 Laporan/aspirasi melaluf " i
Oak‘:: 30 f melsul Qe Reatime Laporan Masyarakat
- !éeﬂeriqa dan:\ Laporan dterma di 20 Menit informasi laporan di
memvern &asi aporan apkkasi CRA or Apikasi CRM
Hengidenti Bcas!i dan Aplikasi CRE akan
2 mengioodinasian inormasi iaporan di 30 Menit Koordinasi lapocan menampikan konfmast
isporan sesuai dengan Apikasi CRM " melalui Aplkasi CRI koordinast laporan ke
tupoksi SKPD SKPD yang dituis
Koprdinast laporan yang
. tidak sesua dengan
Menerima dan Laporan yang ltupokst SKPD dalam
4 memverifikadsi poran décordinaskan 1 dam Respon laporan melaui tindak lanjt diteruskan
vang dkoordinasikan kelumhan metalui ApEkasi CRM
kekirahan apikasi CRIM ke Admin JSC untuk
dipindahkan ke SKPD
yang bersenang
Hengidenliskasi dan Batagz maksimal 2 ka¥
mengkoomdinasikan . W
faporan ke SKPD lein Koordinasi dan terusan {perpindahan koordiaasi
sasuai dengan tupoksi Dala laporan Glae, laporan ke SKPD yang {jika mash tidak sesusl
s dan regulasi tindak lanjst e keterangan koordinasi 1 Jam diuju sesuai dengan maka akan denfukan
taporan dengan batas an apikasi CTRM tupoksi tindak lanjut oleh admin J5C sesuai
maksimal 2 Kok aduan dengan lupoks! dan
perpindah_an koordinast reguissi yang ku
Penentuan SKPD
tenantukan SKPD 1A Koondinasi dan terusan {diaksanakan
peneri_ma koordinasi e Data taporan Qlue, taporan ke SKPD yang (berdasarkan lupoks]
sesust dengarf tupoksi . keterangan koordinasi 30 Menit dikujs sesual dengan dac reguiasi yang
pelaksanaan tindak anjul S dan apikast CRM tupoksi ndak Bajut beriaku sesvaidengan
aduan aduan tndak taniut iaporan
yang dierima
- h 4
& Memprosas tindak fanjut el il """l,‘ _ \ Prosas lapofan di 1 Jam Pelaksanakan tindak Status faporan menjadi
lapoman peagsduan EE— b B apikasi CRM tanjut aduan kuning di aplikasi CRM
. Tindak lanjuk adfuan
+  |Menyetesairan tndax zf‘;‘l}?;mr‘:: gg‘::cmﬁ 12 sarm telah diaksanakan dan |Status lspormn menjadi
lanjut laporan pengaduan po diaporkan melalul hiau di apkkas! CRM
CRM .
apikasi CHRM




3. Respon Tindak Lanjut yang di "DOR" Sebelum Validasi

! Pelaksana Mutu Baku
No, Kegiatan SKPD : Keterangan
User Qlue (Kelurahan/Dinas/Sudi Admin JSC Kelengkapan Waktu Output !
nfUKPD/BUMD)
“Dor™ adalah proses tindak lanjut [aporan
yang telah difakukan SKPO ke posisi awal
Mefakwkan “Dor” (D—?m . . laparan sehingga harus dilaksanakan tindak
terhadap tindak lanjut Lapotan Masyaraka . Tindaklanut SKFD lanjut ulang. "Dor” ditakukan oleh
1 A Realtime dikembalikan ke posisi o
pengaduan yang tekh imalalui Qlue awal meniadi merzh sekelompok masyarakat yanq remiiki akun
ditaksanakan SKPD ) user aplikasi Qlue dan dipilih oleh PT.Qlue
[Parforma Indonesia untuk mempunyai
wewenang “Dor”
. SKPD yang merasa tindak lanjut pengaduan
Menenm_a dar} ; -Lapo@ " Penggduan dan Respontindaklanpt  |sudah sesuai tetapi tetap di "Dor” dapd
2 |menverfikasi tindak data tindak lanjut yang 1 Jam tali CRM s fom A TL ke admin JSC
laniut yang di “Dor” i D™ melalui mengisi form kesesuain adrin
melalui aplikasi CRM
Menerima, Form laporan -
menwerfikasi, dan kesesuaﬁ:n TL dan data tdentifikasi dan verfikasi |Admin JSC menwerifikasi TL berdasarkan
3 |mengidentiikasiform tindak fanjut & apiikasi 30 Menit tindak lanjut yang kesasuaian fote TL dan berkoordinast
kelurahan terkai J dilakukan oleh SKPD  jdengan admin Qiue
- CRM
kesesuaian TL Ya
Memprosesulang fndak : . . . . .
4 |tanut faporan Laporan pengaduan 1 dam Pelaksanakantindak  [Tindak lanjut yang fdak sesvai akan
po masyarakat fanjut aduan dikembalkan ke status awal untuk di proses
pengaduan
: . . Tindak fanjut aduan  |Tindak lanjut yang telah diverifikasi
5 If;i:;ﬂyelfaesar;k:n tindak e ]Z fpﬁ:sal:: i;in?;lkkasi 13 Jam telah dilaksanakan dan Jkesesuaiannya berdasarkan folo TL dan
penga dtf:n CR?# pot dilaporkan melalui dinyatakan benar dikembalikan kedalam

aplikasi CRM

status selesai




4. Validasi terhadap pengaduan masyarakat yang mengalami ticketing “Salah Koordinasi dan Salah Lokasi”

ticketing “Salah
Koordinasi dan Salah
Lokasl” telah disetujui

¥a

Koordinas! dan Salah Lokast”
disetujul

notifikasi  tcketing
“Salah Koordinasi dan
Salah Lokast”
disetujul

No. Kegiatan Pelaksana ‘ Mutu Baku Keterangan -
Masyarakat Administrator Kanal Biro Pemerintahan Kelengkapan Waktu Output
Pengaduan {UP J5C/Biro
Pemerintahan/Walikota
fCamstflurabh/
Inspektorat

1. Memberikan laporan Laporan masyarakat melalul | Realtime Laporan masyarakat

melalui kanal kanal pengaduan

pengaduan
2. iMenerima dan W Laporan diterima di aplikasi CRM | 6jam Respon faporan | Status laporan menjadi

memveriftkas ¥a melalui aplikasi CRM | kuning di aplikasi CRM

faporan

Tidak

3. Menginput ticketing taporan masyarakat melfalul | 6jam Laporan ticketing

“Salah Koordinasi dan h 4 kanal pengaduan “Salah Koordinast dan

Salah Lokasi” - Salah Lokasi”
3. Menyefesaikan Penyelesaian tindaklanjut di | <7 hari Pelaksanaan

Tindak lanjut sesuai aplikasi CRM: tindaklanjut

laporan pengaduan 3 1. Foto pengaduan

’ 2. Data/ informasi TL
A 3. Kriteria ketuntasan vyang
telah ditetapkan

4, Menerima ticketing ¥ Laporan ticketing "Salah | 6 jam Laporan Ticketing

“Salah Koordinast dan Koordinasi dan Salah Lokasi”

Salah Lokasi”
5. ielakukan  wvalidasi ! W Validasi Laporan ticketing "$Salah | 3 harl Pelaksanaan validast

ticketing “Salah Tigak / Koordinasi dan Salah Lokasi” di di aplikasi CRM

Koordinasi dan Salah aplikast CRM

tokasi” \
6. Menerima notifikasi Notifikasi validasi ticketing “Salah | 30 menit Kelurahan menarima
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5. Verifikasi dan validasi pengaduan yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

MNo. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Masyarakat Prx Biro Pamerintahan Kelengkapan Waktu Output

1. fMembertkan Laporan masyarakat | Realtime Laporan masyarakat

laporanfaspirasi melalul kanal pengaduan

melalui kanal | l

pengaduan
2, Menerima dan Laporan diterima di | 1jam Respon laporan | Status laporan menjadi

memuverifikasi h 4 aptikasi CRM melalui aplikasi CRM | kuning di aplikast CRM

laporan
3. Menyelesaikan Penyelesaian tindaklanjut | <7 hari Pelaksanaan

Tindak lanjut sesual A 4 di aplikasi CRM: tindaklanfut

laporan pengaduan 1. Foto pengaduan

2. Data/ informasi TL
N 3. Kriteria ketuntasan
yang telah ditetapkan

4, Menarima dan Proses Laporan TL di | 3 harl Laporan Verifikast TL

memverifikasi hasil TL aplikasi CRM: Pengaduan ofeh PD

Laporan Pengaduan 1. VerfHfikasi Administrasi

2. Verifikasi Lapangan
s, Melakukan validasi Vafldasi taporan TL di | 6jam Pelaksanaan validasi | 2 x gagal validasi, TL
Tidak ) 4 aplikasi CRM di apitkasi CRM difaporkan ke
/ Inspektorat
N
Ya

6. Menerime notifikasi Notifikasi validast | 30 menit PO menerima

validasi telah disetuju disetujui notifikasi validasi

disetujut




D. RINCIAN PEMBAGIAN TUGAS TINDAK LANJUT PENGADUAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI CRM

Kewanangan

Acuan Yariabel Waktu {dalam satuan jam)

No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rinclan Ma:salah Bobot 100% 80% 60% 40%
: Lo Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
1. [Pendidikan Karty Jakarta Pintar (KJP) / Kartu{lnformasi KJP/KJMU Infarmasi mengenal KIP/KJMU 2 Dinas Pendldikan 0 43 49 "72 73§ 120 | 124
o z;mfba) Mahasiswa Unggul Kesuiitan Mendapat KJPRIMU _ |Kesulitan mendaftanmendapalkan KJP danfatau 2 Dinas Pendidikan 0 | 48 | 49 | 72 | 73 | 120 | 121
KM
' [ KJIPKJIMU tidak dapat digunakan {KJP/KIMU bermasalah (tidak dapat digunakan) 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
Kesalahan Data Kasalzhan data penerima KJP/KIMU 3 Dinas Pendidikan 0 72 73 108 | 109 | 180 | 181
Kesalahan Penerima Kesalzhan penerima KJP/HKJIMU 3 Dinas Perdidikan 0 72 73 108 | 109 | 180 | 181
o Penyslewangan Dana Panyelewengan dana KJP/KJMU 3 Dinas Pendidikan 0 72 73 108 | 100 | 180 | 181
Pendaftaran Peserta Didik Pendaftaran Sakolah Keluhan mengenai proses pendaftaran 2 Dinas Pendidikan o0 | 48 49 72 73 120 | 121
. sekolah/Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDE)
Zonasi Sekolah Keluhan mengenai Zonasi sekolah 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 | 120 | 121
Anak Pulus Sekolah Anak putus sekolah 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
Gedung sekolah Bangunan Rusak Gedung sekolah rusak 3 Dinas Pendidikan 0 72 73 108 | 109 | 180 | 181
. ! Fasititas Sekolah Rusak/Kurang Fasilitas sekalah tidak lengkap/rusak 2 Cinas Pendidikan 0 72 73 108 | 109 | 180 | 181
Tenaga kependidikan Perilaku Gunu/Staf Peritaku guru/staf sekolah 2 Dinas Pendidikan 0 48 43 72 73 | 120 | 121
: . Cara Mengajar Keluhan mengenai cara guru mengajar 2 Dinas Pendidikan -0 48 | 49 | 72 | 73 {120 | 121
Konflik Sekolah & Walt Konflik antara sekclah dengan orang tua murid 2 Binas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
Pungutan Sekolah Punguianfiuran kepada orang tua murid 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 | t21
Bantuan Pendidikan Informasi BOP/BOS Informasi mengenai BOP/BOS 2 Dinas Pendidikan 0 413 49 72 73 120 | 129
Bantuan Siswa Bantuan kepada siswa tidak mampu 2 Dinas Pendidikan 0 43 49 72 73 120 | 121
Info Beasiswa Informasi beasiswa 2 Dinas Pendidikan 0 43 49 72 73 120 | 121
Infc Blaya Sekolah Infcrmasi mengenai biaya (iuran) sekolah 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 1120 | 121
ljazah Ditahan ljazah ditahan pihak sekolah 2 Dinas Pendidikan 0 43 49 72 73 120 | i1
Permasalahan Siswa Perilaku Siswa Perilaku siswa terhadap guru/staf sekolah 2 Dinas Pendidikan -0 48 49 72 73 120 | 121
Anak sekolah berada diluar jam sekalah/bolos 1 Saluan Palisi Pamong Praja 0 36 37 54 55 90 91
Konflik Siswa Kenfiik antar siswa 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
Tawuran Pelajar Tawuran palajar 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
. |Pendidikan Anak Usia Dini Info PAUD Informasi mengenai PALD 2 Dinas Pendidikan ] 48 49 72 73 120 | 121
(PALD) Pembinaan PALUD&PKBM Pembinaan penyslenggaraan PAUD dan PK8M 2 Dinas Pendidikan 0 [ 48 | 490 [ 72 ] v3 {120 [ 121
Bantuan untuk PAUDGPKBM Permohonan banluan untuk PAUD dan PKBM 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 { 121
Prasarana PAUD/TPA Keluhan terkait prasarana TPA yang berada di 3 Biro Umum dan Administrasi Q 98 a7 | 144 | 145 | 240 | 241
. Gedung Balalkota Sekretariat Daerah .
Keluhan terkait prasarana TPA yang berada di Kantor 3 Kota/Kabupaten Administrasi ] 98 87 144 | 145 [ 240 | 241
Walikota/Bupatt
Keluhan terkait prasarana TPA yang berada di Kantor N 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Kecamatan
. Keluhan terkait prasarana TPA yang berada di Kantor, 3 N 0 95 o7 J44 | 145 | 240 | 244
Kelurahan
Sertifikasi Guru Info Sertifixasi Informasi mengenai serifikast guru 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 | 120 | 14
Dana Sertifikasi Pencairan dana sedifikasi guru 2 Dinas Pandidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
Kurikulum dan Kegiatan Sskolah |Keluhan Kurikulum Keluhan ferkait kurikulurm atau pelajaran 2 Dinas Pendidikan 0 48 4¢ 72 73 [ 120 | 121
' : Keluhan Peraturan Sekalah Keluhan terkait paraturan sekolah 2 Dinas Pandidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
Info Extrad&intra Kurikuler Informasi terkait kegiatan intra dan ekstra kurikuler 2 Oinas Pendidikan 4] 48 49 72 73 120 | 1241
Parlaku Guru ke Siswa Keluhan terkait peritaku guru terhadap siswa 2 Dinas Pendidikan 0 72 73 108 | 109 | 180 | 131
R Disiplin Pegawai Pelanggaran Disiplin Pegawai : 2 Dinas Pendidikan 0 48 49 72 73 120 | 121
Fasilitas Pendidikan Milik Fasititas Pendidikan Swasta dan Parmasalahan prasarana, sarana, kebersihan, 3 Biro Pemerintahan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Pemerintah Pusat/Swasta Pusat keamanan, pelayanan, parparkiran dan lain-lain di
S ' fasilitas pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah
. Pusat danatau Swasta .
. |Perizinan Perizinan Bidang Pendidikan Informasi dan Keluhan terkait Perizinan Bidang 3 Dinas Pananaman Modal dan 4] 120 | 121 | 144 | 145 | 192 [ 193
Pendidikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rekomendasi Penelitian Informasi dan Kefuhan permehonan Rekamendasi 3 Dinas Penanaman Modal dan o 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
Penelitian Palayanan Terpadu Satu Pintu
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Acuan Varlabel Waktu {dalam satuan jam)

No. Katagori " Sub Kategor! Rinclan Masalah Keterangan Rincian Masalah Bohot Kewenangan 100% 80% 50% 0%
Lurah| Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
2 |Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasignal Informasi Kepasertaan JKN berupa |Informasi mengenai KIS/BPJS Kesehatan 2 Dinas Kesehatan 0 72 73 96 97 144 | 145
(JKN) berupa Kartu Indonesia  [KISIBRJS Kesehatan o
Sehat (KIS)BPJS Kesehatan Keluhan Kepesertaan JKN berupa  |Belum terdaftar sebagal peserta KIS/BPJS Kesehatan 2 Dinas Kesehatan 0 48 49 72 73 {120 | 121
) KIS/BPJS Kesehatan : .
Jarinan Kesehatan Nasional Keluhan Kepesertaan JKN berupa  [Keluhan terkait pelayanan peseria BPJS 3 Dinas Kesehatan 0 96 a7 120 1 121 | 168 | 169
(JKN) berupa Kartu Indonesia  |KIS/BPJS Kesshatan Peserta PBI APBD Pindah ke KIS/BPJS Mandid 2 Dinas Kesehatan 0 F 72 | 73 ]9 | 97 [ 144 | 145
: Sehat (KIS)BPJS Kesehatan : Pesarta KIS/BPJS Mandir Pindah Ke PBI APBD 3 Dinas Kesehatan 0 | 96 | o7 | 120 | 121 | 168 | 169
Keluhan terkait kepesertaan JKN dalam KIS/BPJS 2 Dinas Kesehatan 0 72 73 96 97 144 | 145
Kesehatan {PBI APBD)
Kesalahan Data Kesalahan data JKN (PBUAPBD) 2 Dinas Kesehatan 0 72 73 98 97 | 144 | 145
Keluhan Pefayanan JKN Keluhan terkait pelayanan kesehatan penerima JKM 3 Dinas Kasehatan 0 96 97 120 | 121 | 168 | 169
Demam Berdarah Dengue (DBD} [Demam Berdarah Dangus (DBD)  [Pencegahan DBD melalui PSN 2 v 0 72 73 96 97 144 | 145
Permintaan fogging karena adanya kasus DBD 2 Dinas Kesehatan 4] 72 73 96 97 144 1 145
Sarana Jumantik Sarana Petugas Jumantik kurangitidak memadai 2 v 0 72 73 98 97 144 | 145
Keluhan Jumantik Petugas Jumantik tidak rutin melakukan PSN 1 v 0 48 49 72 73 120 | 121
Posyandu Keluhan Posyandu Kurangnya anggaran PMT dar/atau sekretariat 2 ¥ . 4] 72 73 95 97 144 | 145
Posyandu
Imunisasi Keluhan Imunisasi Keluhan terkait imunisasi 2 Dinas Kesehatan 0 72 73 96 97 144 | 145
Puskesmas Keluhan Pelayanan Keluhan terkait pslayanan di Puskesmas 2 Dinas Kesehatan 0 72 73 96 97 144 | 145
Kaluhan terkait pelayanan Sertifikat Layak Kawin 2 Dinas Kesehatan 0 72 73 96 97 | 144 | 145
Keluhan Fasllitas Keluhan terkait prasarana dan sarana di Puskesmas 3 Dinas Kasehatan o 96 97 | 120 | 121 | 168 | 169
kategori ringan
Keluhan terkait prasarana dan sarana di Puskesmas 4 Dinas Kesehatan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 183
kategori sedana/berat
Akses Puskesmas Akses menuju Puskesmas (jalan sempit, tidak masuk 4 Dinas Kesahatan 0 120 | 121 | 168 | 169 | 288 | 289
: mobil)
RSUD Keluhan Pelayanan Keluhan terkalt pelayanan di RSUD 2 Dinas Kesehatan 4] 72 73 96 97 144 | 145
Keluhan Fasilitas Keluhan terkaft prasarana dan sarana di RSUD 4 Dinas Kesehatan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 183
Ambulans Gawat Darurat Keluhan Fasilitas Ambulans Keluhan terkait penggunaan Ambulans 2 Dinas Kesehatan a 72 73 96 97 | 144 | 145
Pendataan Kesehatan Pendataan Gizi Buruk Pendataan terkait anak gizi buruk 1 N 0 48 49 72 73 120 | 121
Fasllitas Kesehatan Milik Pelayanan Kesehatan di Rumah Permasalahan pelayanan di fasilitas kesehatan yang 4 Dinas Kesehatan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
Pusat/Swasta/Klinik Swasta Sakit Swasta/Klinik Swasta dikelola oleh swasta
Fasilitas Kesehatan Milik Permasalahan prasarana, sarana, kebersihan, 3 Biro Pemerintahan 0 96 a7 144 | 145 | 240 | 241
Pusat/Swasta/Klinlk Swasta keamanan, pelayanan, perparkiran dan lain-tain di
fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah
pusat {RSCM, RS Faimawati, RSPAD, RS Charmals,
: S Harapan Kita, dil}
Perizinan Perizinan Bidang Kesehatan [nfarmasi dan Keluhan terkait Perizinan Bidang 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 72 73 | 108 | 109 | 180 | 181
Kesshatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. |Pekerjaan Umum |Jalan Jalan rusak dan berlubang Keluhan terkait dengan jalan rusak dan berlubang Dinas Bina Marga ] 48 49 72 73 120 | 121
dan Penataan Keluhan jalan rusak di Kawasan  |[Jalan rusak di lokasi yang merupakan kewenangan 3 Biro Pemerintahan 168 | 169 | 192 | 183 | 216 | 217
Ruang Pemerintah Pusat dan Swasta Pemerintah Pusat dan/atau swasta (seperti area
dalam Kawasan G8K, Kawasan Kemayoran,
pelabuhan, bandar udarsg, jalan tol, kawasan PT KA,
Mabes TNLPalr, pusat perdagangan, perkantoran,
sarana ibadah khusus, ¢ll)
Keluhan jalan rasak di Keluhan terkait Jalan rusak di area/kawsasan yang 3 " |Badan Pembinaan BUMD 0 96 97 144 | 145 | 192 | 193
araafkawasan yang dikelola oleh  |dikelala oleh BUMD :
BUMD
! Keluhan jalan rusak di Kawasan Jalan rusak di Taman Kota, Hutan Kota, TPU 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 T2 73 108 | 109 [ 180 | 181
Ruang Terbuka Hijau {RTH)
Bergelombang, Retak, Ambles Jalan bergelombang, retak dan/atau ambles 3 Dinas Bina Marga 1) 72 73 108 | 109 | 180 | 181
Separator/Kanstin Kotor Kanstin/separator pembatas Jalan kotor, bergeser, 1 ¥ 0 36 37 54 &5 90 9
banyak corstan
Separator/Kanstin Rusak KanstinfSeparator rusak, MCB di Jalur Busway rusak 2 Dinas Bina Marga ] 43 49 72 73 120 {124
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Acuan Variabel Waktu (datam satuan jam)

No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masaiah Keterangan Rinclan Masalah Bobot Kewenangan 100% 80% 0% 40%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max { Min | Max | Min | Max | Min | Max
Pekedaan Umum  [Jalan Proyek Mangkrak Proyek pelebaran jalan mangkrak 4 Dinas Bina Marga 0 144 | 145 | 240 | 24% | 365 ]| 366
dan Penalaan
Ruang
C Ganguan dan Sisa Proyek Sisa Proyek Sisa proyek pembangunan/pelebaran jalan 2 Dinas Bina Marga 0 48 49 72 73 120 § 121
menimbulkan sampah . )
Ganguan dan Sisa Proysk Gangguan dan sisa proyek BUMD  |Keluhan terkait dengan gangguan dan sisa proyek 3 Badan Pembinaan BUMD 0 ¢33 a7 144 | 145 | 192 | 193
dibawah pengelolaan BUMD
Jembatan Jembatan Penyebrangan Crang JPO dan/atau halte kotor, ada sampah, 1 ¥ 0 36 37 54 55 80 a1
1 {JPQ)WHalte Kotor coretanflempelan, material sisa spanduk, dil.
Jembatan Rusak Ringan Jembatan rusak ringan {eg. Lubang di jalan, cat 3 Dinas Bina Marga 0 72 73 08 | 10¢ | 180 | 181
sandaran pudar, lonangan rusak, expantion joint
rusak)
Jembatan Rusak Berat Jembatan rusak berat {eg. Jalan Longsor, amblas; 4 Dinas Bina Marga 0 144 | 145 | 240 | 241 | 365 | 366
Substructure (Pendasi, Abutment dan Pier) rusak)
Jembatan Penyebrangan Orang JPO danfatau halte rusak 2 Dinas Bina Marga 1] 48 49 72 73 120 | 12%
(JPOYHalte Rusak
' Permintaan Jembatan Parmintaan warga yang membutuhkan JPO dan/atau 4 Dinas Bina Marga a i44 ] 145 | 240 | 241 | 365 | 366
Penyebrangan Crang (JPO)Halte (halte
' Trotoar Trotoar Berlubang Tratoar kerlubang 3 Dinas Bina Marga 0 96 97 144 | 145 | 240 [ 241
i Guiding Block (Disabilitas) Trotoar belum ada guiding block atau guiding block 3 Dinas Bina Marga 0 72 73 108 | 409 | 180 | 181
rusak
Tutup Saluran Tutup Saluran Bergeser Tutup saluran bargeser 1 ¥ 0 36 37 54 55 90 91
Tutup Saluran RusakiHilang . Tutup saluran U-Ditci/Crossing saluran (Gril manhofs) 3 Dinas Sumber Daya Air 4] 120 |1 121 168 | 169 | 216 | 217
pecah/rusak atau hilang
Tutup saluran (L <1m )} Vangkom/Manhole Ulititas 2 Dinas Bina Marga 0 48 49 72 73 120 | 121
pecahfrusak atau hilang
Saluran Air, Kall/Sungal Tersumbat Sampah/Llumpur Saluran air tersumbat sampah/lumpur dengan lebar 1 N 4] 36 37 54 55 90 91
antara0-0,5 meter (L<05m)
Saluran air tersumbat sampah/lumpur dengan lebar 3 Dinas Sumber Daya Air 4] 120 | 121 | 168 | 169 | 216 | 217
: antara0-05m (L >05m)
Tal/Malut Air Tersumbat Tali air dan mulot air tersumbat sampah atau 1 Dinas Bina Marga 0 36 37 54 55 90 91
: pasitftanah '
Tersumbat Pipa/Kabel Saluran air tersumbat pipa atau kabel Jaringan utilitas 3 Dinas Bina Marga 0 144 | 145 | 240 | 241 | 365 | 366
Nermalisasi Sungai Daya tampung KalifSungai belum maksimal, 4 Dinas Sumber Daya Air Q 168 | 189 | 336 | 337 | 720 | 721
Sungaikali belum di sheet pilefturap atau dinding
Kali'sungat butuh penguatan, sungalkali mengalami
pendangkalan ‘
Sheet Pile/ Rusak Sheet File/Turap Kal¥Sungal Rusak atau Roboh 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 [ 192 | 193 | 216 | 217
Pompa Stasioner Rusak Pempa stasioner tidak berfungsi (Pompa rusak, 4 Dinas Sumber Daya Air a 168 | 969 [ 192 [ 193 [ 216 | 217
Genset rusak, dil.)
Pintu Air Tidak Berfungsi Pintu air idak berfungsi karena rusak dan hutuh 4 Dinas Sumber Daya Air a 63 | 169 | 336 | 337 | 720 | ™
perbaikan
Belum Ada Pintu Air Belum tersedia pintu air, padahal keberadaan pintu air| 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 336 | 337 | 720 | 21
dibutuhkan untuk menghindari banjir
' Turap Waduk Rusak/Roboh Turap Waduk mengalami kerusakan atau longsor 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 336 | 337 | 720 | 21
| Pendangkalan Waduk Waduk mengalami pendangkalan yang 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 336 | 337 | 720 | 71
mengakibatkan daya tampungnya tidak sesual
dengan vang direncanakan
, Pompa Mobile Rusak Pempa mobile tidak dapat berfungs! karena 4 Dinas Sumber Daya Alr a 168 | 162 | 192 | 193 [ 216 | 217
mengalami kerusakan dan membutuhkan perbatkan
Saluran Rusak Saluran air tidak berfungsi secara maksimal dan 4 Cinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 192 { 193 | 216 | 247
membahayakan karena mengalami kerusakan,
sepertl: dinding $aluran roboh/ tutup saluran rusek
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Acuan Varlabel Waktu {dalam satuan jam)

No. Kategorl Sub Kategar Rincian Masalah Keterangan Rincian Masatah Bohot | . Kewenangan 100% 50% 60% 40%
" |Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Pekerjaan Umum  |Saluran Air, KaliiSungai Belum Ada Saluran Air Di lokasi tersebut tidak tersedia saluran air, sehingga 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 1689 | 336 | 337 | 720 | 721
dan Penataan air hujan menggenangi jalan _
Ruang Alat Berat Tidak Berfungsi Afat berat tidak berfungsi karena mengalami 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 92 | 193 | 216 | 217
kerusakan dan membutuhkan perbaikan
SWRO {Sea Water Reverse SWRO tidak mampu memproduksi air bersih karena 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 336 | 337 | 720 | 721
Osmaosis) Rusak nssak dan membutuhkan perbaikan
BWRO {Backrish Water Reverse  |BWRO tidak mampu memproduksi air bersih karena 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 336 | 337 | 720 | 721
Osomosis) Rusak nisak dan membutuhkan perbaikan o
IPAL {Instatasi Pengolahan Air IPAL yang menjadi kewenangan Dinas SDA tidak 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 336 | 33r | 720 | 721
Limbah) Rusak berfungsi karena mengalami kerusakan
Tanggul Pengaman Pantai Rusak  |Tanggul pengaman panltal yang mencegah air rob 4 Dinas Sumber Daya Air 0 168 | 169 | 336 | 337 | 720 | 721
mengaiami kerusakan/kebocoran
Keluhan Saturan air tersumbat Saluran alr tersumbat sampah/lumpur/sedimen di 3 Biro Pemerintahan 0 168 { 169 | 192 | 93 | 216 | 217
sampahflumpur/sedimen di Iokast yang merupakan kewenangan Pemerintah
Kawasan Pemerintah Pusal dan Pusat dan/atau swasta (seperti area dalam Kawasan
Swasta GBK, Kawasan Kemayoran, pelabuban, bandar udara,
Jalan tol, kawasan PT KA, Mabes TNI/Pold, pusat
perdagangan, perkantoran, sarana ibadah khusus, dl)
Keluhan Saluran air tersumbat Saluran air tersumbat sampah/lumpur/sedimen di 3 Badan Pembinaan 8UMD 0 86 97 144 | 145 192 | 193
sampah/sedimoan di area’kawasan |area/kawasan yang dikelola oleh BUMD :
yang dikelala oleh BUMD
Keluhan Saluran air tersumbat Saluran air lersumbat sampatv/sedimen di Taman 3 Dinas Pertamanan dan Hutan ota 4] 26 97 144 | 145 | 192 | 193
sampah/sedimen di Kawasan Kota, Hutan Kota, TPU
Ruang Terbuka Hijay (RTH)
Sumur Resapan Tidak Ada Sumur Resapan Tidak ada sumur resapan 3 Dinas Sumber Daya Air 0 120 | 129 | 144 | 145 | 192 | 193
Informasi Sumur Resapan Parmintaan kajiart dan konsullasi sumuz resapan 4 Dinas Sumber Daya Air 0 188 | 169 | 336 | 337 | 720 | 721
Perawatan Sumur Resapan Parbaikan sumur resapan 3 Dinas Sumber Daya Air 4] 168 | 169 | 336 | 337 | 720 | 721
Jaringan Listrik Tiang PJU/Gardu Listik Kotor Merapikan tiang PJU/Gardu Listrik yang kotor, 1 ¥ 0 36 37 54 85 80 91
' panvak coretan/tempelan '
Tiang PJU Rusak Tiang PJU miring atau roboh periu diganti 3 Dinas Bina Marga 4] 144 | 145 | 240 | 241 | 365 | 366
Arus bocor pada tiang PJU Ada aliran listrik bocor pada tiang PJU yang 3 Dinas Bina Marga ] t44 | 145 | 240 | 241 | 365 | 366
berbahaya bila tersentuh
Permechonan lampu PJU Usulan penambahan titik lampu dart masyarakat 3 Dinas Bina Marga ] 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Lampu PJU menyala siang hari Lampu PJU menyala diliuar jam operasioanal (18:00 3 Dinas Bina Marga 0 946 97 | 144 | 145 | 240 | 241
s.d 06:00)
Lampu PJU:Padam atau rusak Lampu PJU padam malam hari 3 Dinas Bina Marga 0 72 73 98 97 120 | 121
’ Lampu PJU Padam atau rusak pada Jembatan 3 Dinas Bina Marga 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
penyebrangan erang (JPO)
Lampu PJU Padam atau rusak pada Fly over (FO) 3 Dinas Bina Marga 0 98 97 144 | 145 | 240 | 241
Lampu PJU Padam atau nisak pada Under pass (UP} 3 Dinas Bina Marga 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Lampu PJU Padam atau rusak pada Halle bus. 3 Dinas Bina Marga 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Lampu PJU Padam afau rusak pada High mast pole 3 Dinas Bina Marga 0 144 | 145 | 240 | 241 | 365 | 366
{H = 20 s.d 256 meler)
: : Lampu PJU Padam atau rusak pada Pedestrian 3 Dinas Bina Marga 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
'[Kabel PJU Semravut Kabel PJU yang melintang/semraut zntar tiang PJU 3 Dinas Bina Marga 0 a6 a7 144 3 145 | 240 | 241
Panel PJU rusak/keropositidak ada |Panei PJU rusak/keroposftidak ada pintu 3 Dinas Bina Marga 0 144 | 145 | 240 ] 241 | 365 ] 366
pintu
Kabal Utilitas Udara Putus Kabel {aringan ulilitas) mengganggu pengguna jatan 3 Dinas Bina Marga [H 72 73 96 97 120 | 124
" [Keluhan PLN Keluhan terkait mati lampu di area lingkungan 3 ¥ o 144 | 145 | 240 | 241 | 365 | 366
perumahan
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Acuan Yariabal Waktu (dalam satuan jam}

No. Kategorl Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Bobot Kewenangan 100% 0% 60% 0%
. Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Pekerjaan Umum  [Jaringan Listik Galian Kabel Galian kabel tefantar atau tidak rapi setelah pekerjaan 3 Dinas Bina Marga 0 144 | 145 | 240 | 241 | 365 | 366
dan Penataan selesai, sampah bekas galian
Ruang
Jaringan Air Bersth Instalasi Rusak/Bocor Pipa atau instalasi air bersih rusaki/bocor 3 Badan Pembinaan BUMD 0 20 | 121 | 168 | 169 | 216 | 217
Permintaan Instalasi air bersib/PAM [Permohonan instalasi atau pemasangan PAM Baru 4 Badan Pembinaan BUMD o 168 | 169 | 252 | 253 | 336 | 337
Jaya
Jaringan Air Bersih Instalasi Katcr Pipa atau instalasi air bersih banyak coretan/tempelan i ¥ 0 36 37 54 45 %0 91
atau kotor .
Tata Ruang dan Bangunan Bangunan Tidak Berizin - |Bangunan tidak beszin dan Tidak Sesuai lzin (IMB) 3 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan| 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Perlanahan
! Rencana Tata Ruang dMenanyakan informasi RTRW/RDTR 2 Dinas Cipta Karya, Tata Ruangdan| 0 72 73 86 87 104 | 105
Wilayahv/Rencana Detail Tata Pertanahan
Ruang (RTRW/RDTR) Pensntukan bangunan tidak sesuai zonasi 3 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan| 0 96 | 97 | 144 | 145 | 240 | 241
RTRWIRDTR Pertanahan
Pelanggaran Petugas Pengawas  [Adanya indikasi Petugas Pengawas Pelaksanaan 3 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan| 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Bangunan Pemanfaatan Bangunan yang menarima Punguian Pertanahan
Liar
Gangguan dalam Proses Adanya gangguan dalam proses pelaksanaan 3 Dinas Cipta Karya, Tata Ruangdan| 0 95 97 144 | 145 | 240 | 244
Pealaksanaan Pembangunan pembangunan gedung Pertanahan
Bangunan
Parmasalahan SLF Bangunan yang belurn memiliki, Habis Masa Berlaku K] Dinas Cipta Karya, Tata Ruangdan| 0 a6 a7 144 | 145 | 240 | 241
. SLE Perlanahan
N Fasilitas SosialFasilitas Umum  |Penagihan SIPPT Kewajiban pengembang sesuat SIPPT belum 3 KotaKabupaten Administrasi 0 168 | 169 [ 192 | 193 | 216 | 217
(Fasos/Fasum} diserahkan kepada Pemprov DK Jakarta
FasosiFasum belum diserahkan Fasosffasum belum diserahkan ke Pemerintah 3 Bire Pembangunan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Provinsi DK Jakarta Lingkungan Hidup
Penyalahgunaan aset Pemerintah Provinsi DKl 4 Badan Pengelolaan Aset Daerah 0 168 | 169 | 192 { 193 [ 216 | 247
Jakaria oleh pihak lain
Aset Pemerintah yang belum dimanfaatkan 4 Badan Pengelolaan Aset Daerah a 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKl Jakarta 4 Badan Pengelolaan Aset Daerah 0 168 | 169 [ 192 | 193 [ 216 | 217
idak sesual dengan peruntukkan
|kelvhan mengenai Brandgang yang disalahgunakan 4 Badan Pangslolaan Aset Dasrah 0 168 | 168 | 192 | 193 | 236 | 217
Informasi kepemilikan Aset Penyalahgunaan kendaraan dinas 3 Badan Pengelolaan Aset Dasrah 0 95 97 144 | 145 | 240 | 241
Pemarintah Provinst DKI Jakarta
Papan'Nama Aset Pemerintaha Provinsi DKI Jakarta 3 Badan Pengelolaan Aset Dasrah 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Rusak/BHilang .
Reklame Reklame Besar Kator Tiang reklame/biliboard kotar, banyak 1 N 0 35 37 54 55 90 91
coretan/tempelan dengan ketinggian < 0-2 mater
Tiang reklame/billboard kotor, banyak 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 96 97 144 | 145 | 92 | 193
coretan/tempelan dengan ketinggian 20-2 meter
Reklame Rusak Periu Reklame rusak, miring, disege! belum tuntas 3 Satuan Polisi Pamong Praja 0 96 97 1 144 | 145 | 240 | 241
Dibongkariembahayakan dibongkar dan membahayakan pengguna falan
Heklame Tidak Berijin Rektame tidak berizin 3 Saluan Polisi Pamong Praia 0 96 97 44 | 145 | 240 | 241
Reklame Tidak Bayar Pajak - Rekiame resmi {(berizin) namun belum membayar 3 Badan Pendapatan Daerah 1] 120 | 121 | 168 | 169 | 216 | 217
pajak
Batas Wilayah Pilar Batas Wilayah Koter Pilar batas wilayah kotor, banyak coretan/tempelan 1 ¥ 0 36 37 54 85 80 91
Pilar Batas Wilayah Hilang * Pilar batas wilayah rusak danfatau hilang 3 Biro Pemerintahan ¢ 120 | 921 | 144 | 1485 | 192 | 193
! Penegasan Batas Wilayah Ketidakjelasan batas wilayah (antar kelurahan, 4 Biro Pemerintahan 0 168 | 169 [ 192 | 193 | 216 | 217
kecamatan, kotafkabupaten danfatau provinsi)
Rupabumi Pembakuan nama rupabuml . Rupabumi unsur alami dan buatan belum diber rama 4 Biro Pemarintahan 0 168 | 169 [ 182 | 193 | 216 | 217
I/ berubah nama
' Penataan dan Pengembangan  [Penghapusan/Penggabungan Permintaan pembentukan/pemekaran dan/atau 4 Biro Pamerintahan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
| Wilayah Wilayah penghapusan/penggabungan kelurghan danfatau
kecamatan
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Acuan Variabel Waktu (dalam satuan jam)

Ne. Kategori Sub Kategori Ringian Masalah Keterangan Rincian Masalah Bohot Kewenangan 100% B0% 60% 40%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Kax
Pekerjaan Umum  |Perizinan Perizinan Bidang Pekerjaan Umum |Informasi dan Keluhan terkait Perizinan Reklame, 3 Dinas Pananaman Modal dan ¢] 120 | 121 [ 144 | 145 { 192 | 93
dan Panataan dan Penataan Ruang Menara Mikrosel/Makrosel, KRK, IMB, 1zin Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ruang Membangun Prasarana, SLF, lzin Galian, '
B : Peanebangan Pohon Pelindung, dil.
4 |Perumahan dan Rumah Susun/Hunian Vertikal  {Informast terkait pengajuan Informasi terkait permchonan/pengajuan Rusunawa 1 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 36 37 54 55 20 a1
Kawasan Rusunawa Kawasan Permukiman '
Parmukiman Fasilitas Rusak Kerusakan fasilitas dl Unit Rusunawa kategeri ringan 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 48 49 72 73 | 120 | 121
Kawasan Permukiman
Kerusakan fasilitas di Unit Rusunawa kategori berat 4 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 168 | 169 [ 193 { 193 | 216 | 217
Kawasan Permukiman '
Sarana Prasarana Rusak Kerusakan prasarana dan sarana umum di Rusunawa 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 48 49 72 73 120 | 121
katego ringan Kawasan Permukiman
Kerusakan prasarana dan sarana umom di Rusunawa 4 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 168 | 189 | 193 | 193 | 216 | 217
kategori berat Kawasan Permukiman
Kebersihan dan Keamanan Keluhan ferkait kebersitan dan keamanan di 1 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 36 37 54 55 80 91
i Rusunawa Kawasan Permukiman
Keluhan Tarif Rusun Keluhan terkait tarif sewa Rusunawa 1 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 36 37 54 55 90 91
Kawasan Permukiman
Calo, Pungli, Curang Adanya calo, pungli atau prakiek curang lainnya di 1 Dinas Parumahan Rakyat dan 0 36 37 54 55 20 91
Rusunawa Kawasan Perrmukiman
Peralihan Hak Sewa Peralihan Rusunawa kepada yang tidak berhak 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Q 36 37 54 55 80 9
: Kawasan Permukiman )
Tunggakan Sewa Tunggakan sewa Rusunawa 2 Dinas Parumaban Rakyat dan 0| 48 49 72 73 120 | 121
Kawasan Perinukiman
Pelanggaran Penggunaan Rusun  [Pefanggaran peruntukkan ponggunaan Rusunawa 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 4] 48 49 72 73 120 | 124
Kawasan Permukiman
Keluhan Terhadap Pengelola Keluhan terkaif P3SRS danfatau Badan Pengelola 4 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Kawasan Permukiman
Konflik Konsumen dan Pengelela  |Kenflik antara penghuni Apartemen dengan 4 Dinas Perumahan Rakyat dan o 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Pengembang Kawasan Permukiman
Parkir liar sekitar Parkir liar ¢i Rusanawa/Rusunami 3 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Kawasan Permukiman
Alih Fungsi Unit Alih Fungsi Unit Rusunawa 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 36 37 54 55 90 99
Kawasan Parmukiman
Pembangunan Rusun Keluhan terkait Fisik Rusun pada masa Pembangunan 3 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 il 97 144 | 145 | 240 | 241
dan perawatan Kawasan Permukiman
Keluhan terkait Terhadap Campak Lingkungan 3 Dinas Pervmahan Rakyat dan 0 95 o7 144 | 145 | 240 | 244
Pembangunan_Fisik Rusun Kawasan Permukiman
Kriminalitas Kriminalitas {(narkoba, prostitusi, dll) di area - 2 Satuan Polisl Pamong Praja 0 48 49 72 73 120 | 124
rusunawafrusunamlapartemen
Penatzan Permukiman Pambangunan Kampung Derat Pambangunan kampung deret terkendala luasnya 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Q 48 49 72 73 120 | 121
{Kampung Deret, Bedah Rumabh, tahan dan tanah yang dipakai untuk kampung deret Kawasan Permukiman
L 1dil} tidak dalam sengketa
: Potangan Subsidi&Pungli Adanya pemotongan subsidi biaya pembangunan 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 43 49 72 73 120 | 121
oleh oknum / Ketidaksesuaian antara subsidi yang Kawasan Permukiman
diberikan darl pemerintzh dengan bangunan yang
sudah berdiri
Keluhan Lingkungan Kost Keluhan Lingkungan Kost Keluhan terkalt penghuni kest-kostan (narkoba, 2 Satuan Polisi Pamong Praja 0 48 49 72 73 120 | 121
prostitusi.dil)
DP Rp. 0,- Info DP Rp. 0,- Informasi mengenai DP Rp. Q,- 1 Dinas Perumahan Rakyat dan 4] 33 34 65 66 97 98
Kawasan Permukiman
Keluhan Proses DP Rp. 0,- Keluhan terkait proses DF Rp. 0,- 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 48 49 72 73 120 | 1214
: Kawasan Parmukiman
Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rusak Kerusakan prasarana dan sarana umum di CIP 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 43 49 | 72 73 120 | 121
Permukiman kategori Ringan Kawasan Permukiman .
o Kerusakar prasarana dan sarana umum di CIP 4 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
kategori Berat Kawasan Permukiman
Sarana dan Prasarana RPTRA Kerusakan Sarana dan Prasarana RPTRA dalam 2 Dinas Perumahan Rakyat dan 0 48 49 72 73 120 | 121
masa pembangunan dan pemeliharaan Kawasan Permukiman
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Acuan Variabel Waktu (dalam satuan Jam)

No. Kategarl Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot Kewenangan 100% 30% 50% 40%
Lurah| Gamat Parangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Perumghan dan  |Keluhan Sarana dan Prasarana |Keluhan Sarana dan Prasarana Keluhan terkait prasarana, sarana, kebersihan, 2 Biro Umum dan Administrasi 0 72 73 96 g7 | 120 | 129
Kawasan pada Gedung Pameritahan pada Gedung Pemeritahan keamanan, perparkiran dan lain-lgin area Gedung Sekretariat Daerah
Permukiman Balatkota
Keluhan Sarana dan Prasarana  |Keluhan Sarana dan Prasarana Keluhan terkait prasarana, sarana, kebarsihan, 3 Kota/Kabupaten Administrast 0 72 73 108 | 109 [ 180 | 181
pada Gedung Pemeritahan pada Gedung Pemeritahan keamanan, pelayanan, perparkiran dan lain-lain area -
Gedung Kantor Waltkota/Bupati
Keluhan terkait prasarana, sarana, kebersihan, 2 Y 4] 48 49 66 a7 102 | 103
keamanan, pelayanan, perparkiran dan lain-lain di
area Kantor Kecamatan
Keluhan terkait prasarana, sarana, kebersthan, 2 v 0 48 49 66 67 102 | 107"
keamanan, pelayanan, perparkiran dan lain-lain di
area kantar kelurahan
Perizinan Perizinan Bidang Perumahan dan  {Informasi dan Keluhan terkait Perizinan Remah Kost 3 Dinas Penaraman Modal dan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
Kawasan Permukiman dan Izin Perumahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rekomendasl ljin Prinsip Rumah  (Informasl terkait dengan Rekomendasi ljin Prinsip 2 Biro Pendidikan dan Mental 0 96 97 144 | 145 | 240 | 244
Ibadah Rumah lbadah Spiritual
Keluhan mengenal Pembuatan jjin Prinsip Rumah 3 Biro Pendidikan dan Mental 0 168 | 169 | 192 | 183 | 216 | 217
Ihadah Spiritual
Infarmasi Hibah Lembaga Informasi mengenai prosedur pemberian Hibah 2! Biro Pendidikan dan Mental 0 98 97 144 | 145 | 240 | 249
Keagamaan Lembaga Keagamaan Spiritual
5 |Ketenteraman, Gangguan Ketenteraman dan - {Keluhan Pengeras Suara Tempat (Kebisingan suara dari speakes/TOA rumah ibadah 1 ¥ 0 36 37 54 55 40 91
Ketertiban dan Ketertipan Ibadah :
Periindungan Kebisingan Akfifitas Warga Kebisingan akibat aktivitas/kegiatan warga (resepsi, 1 v 0 38 | a7 54 | 55 Q0 91
Masyarakat acara musik, dil.}
Pelanggaran Area Publik Area publik dijadikan tempat nongkrong 2 Satuan Polisi Pamong Praja 0 48 49 66 &7 102 | 103
Kriminalitas Pencurian, penjambretan dan ksiminal umum lain 2 Satuan Polisi Pamong Praja 0 48 49 66 67 102 | 103
Keluhan terkait ondel-ondel dan Keluhan terkait endel-ondel dan pertunjukan keliling 2 Satuan Polisl Pameng Praja 0 72 73 90 a1 126 | 127
pertunjukan keliling tainnya lainnya
PKL Liar PKL liar di fasos/fasum atay area publik 2 Satuan Polisi Pamong Praja 0 23 24 47 48 72 73
Hunian Liar Hunian Jiar di atas fasos/fasum alau arga publik 3 Satuan Polisi Pamong Praja 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Bangunan Liar Bangunan liar di atas trotoar/salurar/sungai 3 Satuan Polisi Pamong Praja 0 96 97 144 | 146 | 240 | 241
Pelanggaran Merokok Merokok di ruang/bangunan publik 2 Satuan Polisi Pamong Praja 0 72 73 96 97 120 | 121
Spanduk/fiklan liar Spandukiiklan liar {non komersil: bendera/spanduk 2 Satuan Polisi Pamong Praja 0 72 73 96 97 120 | 121
parpol dan Ormas)
Adanya spanduk iklan rokok di area publik 2 Satuan Palisi Pamang Praja 0 48 49 72 73 120 | 121
Iklan di transportasi umum/ pribadi 3 Biro Pemerintzhan 4] 168 | 169 [ 192 | 193 | 216 | 217
Pungutan Liar Pungutan liar (Pungli} di Kanter Pungutan fiar (Pungli) pada pselayanan pemesintahan 3 Inspektorat 0 168 | 189 | 192 | 193 | 216 | 2%7
Pemerintah
Pungutan lizr (Punglijoleh Oknum  |Pungutan liar (Pungli)r oleh lembaga kemasyarakatan 1 N 0 36 37 54 55 90 N
Lembaga Kemasyarakatan {RT/RWY, LMK, dIL.)
Pungutan liar (Pungli) Ormas Pungutan liar {Pungli) oleh Organisasi Masyarakat 1 Badan Kesatuan Bangsa dan 0 96 97 120 | 121 | 144 | 145
Palitik
Penanganan Banjir Penanganan Banjir Keluhan terkait dengan permohonan perahu karet 2 1 |Cinas Penanggulangan Kebakaran 0 48 49 66 67 102 | 103
dan Panyelamatan
Laporan Banjir Terjadi genangarnvbanijir di suatu lokasi yang 3 Dinas Sumber Daya Alr 0 120 | 121 | 144 [ 145 | 192 | 183
disebabkan karena berbagai macam hal, seperti:
kapasitas saluran tidak memadai, {urap kali jebol, [
daerah cekungan sehingga butuh pempa air,
sungaikali yang ada belum di nosmalisasi,
sunaal’saluran menaalami pendanakalan. dst
Penanganan Korban Banjir Penanganan Korban Banjir : 1 Dinas Sosial 0 24 25 45 49 72 73
Penanganan Kebakaran Keterlambatan Penanganan Unit terlambat datang, penangan kebakaran lambat - 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran 0 24 25 48 49 72 73
Kebakaran dan Penyelamatan ]
Sulit Melaporkan kejadian Namor telp sulit dihubungi, panggilan tidak dijawab 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran 0 24 25 48 49 72 73
kebakaran dan Penyelamatan
Pelanggaran etika olsh petugas tindakan arogan, pungli, pencurian 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran 0 24 25 48 49 72 73
dilokasi kejadlan kebakaran dan Penyselamatan
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Acuan Yariabel Waktu {dalam satuan jam)

No. Kategori Sub Katagor! Rincian Masalah Keterangan Rinclan Masalah Bobot Kewenangan 100% 0% % 1| 40%
. Lurah | Camat Porangkat Daarah Min | Max [ Min | Max | Min | Max | Min Max
Ketenteraman, Penanganan Kebakaran Penanganan Kerban Kebakaran Penanganan Korban Kebakaran 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 49 72 73
Keterliban dan '
Perlindungan
tasyarakat e
Panyelamatan Keterlambatan Penanganan Petugas lambat Menangani Korban 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran 0 24 25 43 49 72 73
Penyelamatan dan Penyelamatan
Pelanggaran etika ateh petugas Tindakan arogan, pungli, pencurian 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran | 0 24 25 43 49 B 7 R T B B
dilokasi kejadian kebakaran dan Penyelamatan
={Pelayanan Bidang = z{Pengurusan Rekomendasi:: - {Proses rekemendas] lama atau berbelit- o 4 Dinas Penanggulangan Kebakaran | - 0 120 {121 ] 144 | 145 | 192 | 193,
Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Kebakaran Gedung dan Penyelamatan y
Penyelamatan
Kerjasama dalam rangka Proses layanan Kesjasama dalam rangka 3 Dinas Penanggulangan Kebakaran 0 96 97 193 | 194 | 290 | 2
Pencegahan dan Penanggulangan [keselamatan kebakaran terkesan berbelit dan Penyelamatan
kabakaran
Pelayanan Bidang Pelayanan pelatinan dan simulasi, [Proses Pelayanan pelatihan dan simulasi, evakuasi 2 - |Dinas Penanggulangan Kabakaran 0 72 73 96 a7 120 | 121
Pananggulangan Kebakaran dan (evakuasi kebakaran gedung kebakaran gedung terkesan barbelit dan Penyelamatan
Penyalamalan
Prasarana dan Satana Hydrant rusak Kopling Hydrant hitang, Bak dan Pilar terimbun dan 3 Dinas Penanggulangan Kebakaran 0 96 97 193 | 194 | 2980 | 291
Penanggulzngan Kebakaran Pilar Rusak dan Penyelamatan
Pengisian ulang APAR Permintaan pengisian Ulang APAR, Kerusakan Spare 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran 0 72 73 96 97 120 | 121
[ Part dan Tekanan Tabung Habis dan Penyslamatan
Perizinan Perizinan Bidang Ketentaraman, Informas! dan Keluhan Perizinan Sertifikat 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 | 121 | 144 | 145 ] 182 | 193
Keteriban dan Perlindungan Keselamatan Kebakaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Masvarakat
6. [Soslal Bantuan Sosial Informasi mengenal bantuan soslal {informasi mengenai bantuan sosial (KLJ, Kartu 2 Dinas Sosial g 48 49 66 67 02 | 103
Penyandang Disablitas Jakarta, dif)
Saldo Kartu Bantuan Pangan Mon  {Karlu BPNT kesong/tidak ada szldo 2 Dinas Soslal 0 72 73 90 91 i26 | 127
Tunai {(BPNT) kosongftidak ada
salda
Bantuan Fakir Miskin Fakir miskin tidak mendapat bantvan 2 Dinas Sosial 0 48 49 66 67 102 | 103
Bantuan Sosial Dipeteng Bantuan tidak diterima / bantuan dipotong 3 Dinas Sosial 0 72 73 90 91 126 | 127
Warga Tidak Terdaftar dalam Tidak terdaftar sebagai penerima baniuan sosial 3 Dinas Sosial 0 72 73 90 9§ 126 | 127
:|bantuan sosial (KLY, Kartu (KiJ, Kartu Penyandang Disablitas Jakarta, dil}
Penyandang Disablitas Jakarta, dfl)
Proses Bantuan Bermasalah Bantuan lama tidak keluar 3 Dinas Sosial 0 120 | 121 | 144 | 145 | 168 | 169
Kariu bantvan soslal tertelan di Kartu bantuan sosial terlelan di ATM danfatau Hilang 3 Dinas Sosial 0 120 | 121 | 144 | 145 | 168 | 163
ATwhilang
Datla MPM Tidak Sesuai Lapangan {Data MPM tidak sesuai dengan kriteria di lapangan 2 Dinas Sosial 0 72 73 90 91 126 | 127
{DTKS/DTFEM OTM tidak sesuai)
Pungutan liar Pungutan fiar yang dilakukan oleh oknum untuk 3 Dinas Sosial ] 120 | 121 | 144 | 145 | 168 [ 169
memperoleh bantuan soslal
Penyandang Masatah Gangguan PMKS Gangguan oleh pengamen, pengemis, anak punk di 2 Dinas Sosial ¢ 48 49 66 a7 102 | 103
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lampu merah/di lingkungan perumahan/area publik
Anak Tedantar Ada bayl dibuang / balita tedantar 3 Dinas Sosial 0 120 | 121 144 | 145 | 168 | 169
Anak yatim piatu terlantar!/ anak ditelantarkan orang 3 Dinas Sosial 0 120 | 121 144 | 145 | 168 | 169
tua
; Anak Downsyndrome/fautis terlantar 2 Dinas Sosial 0 43 49 66 67 102 | 103
Kebutuhan Disabilitas Penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang 2 Dinas Sosial 0 72 73 90 91 i26 | 127
disabilitas
Penyediaan bantuan usaha bagi penyandang 2 Dinas Sosial a 72 73 90| 9N 126 | 127
disabilitas i
Lansia Terlantar Lansia tidak punya penghasilan 2 Dinas Soslal 0 48 49 66 67 102 | 103
Lansia demensia terdantar 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 49 72 73
Prostitusi Jalanan Tuna susila Jalanan 1 Dinas Sosial 0 38 37 54 55 g0 a1
Manusia Gerobak Manusia garobak 1 Dinas Sosial 0 24 25 43 49 72 73
Konflik Sostal Konflik Antar Warga Perselisihan/tawuran antar warga/ antar kampung 2 Satuan Polisi Pamong Praja 0 50 51 61 62 T2 73
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Acuan Variabel Waktu (dalam satvan jam)

Ki
No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot ewenangan 100% 8% 0% 0%
Lusah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Sasial Konfilk Sosial Konflik Antar Ormas Perselisihan antar ormas 2 Badan Kesatuan Bangsa dan 4] a6 a7 120 | 121 | 144 [ 145
Konflik Ormas dan Warga Perselisihan ormas dengan warga 2 Badan Kesatuan Bangsa dan [ 96 97 120 | 121 | 144 | 145
Kekerasan Kelompok Kekerasan terhadap kelompok minoritas 3 Dinas Sosial 0 120 | 121 144 | 145 | 168 | 169
Penanganan Korban Kenflik Sosial |Korban Kerusuhan 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 49 72 73
Perlindungan Korban Tindak ‘|Penanganan warga negara migran {Penanganan warga negara migran korban tindak 3 Dinas Soslal 0 120 | 121 144 { 145 | 168 § 169
Kekerasan korban tindak kekerasan kekerasan
Tindakan Asusila Kecanduan Pormografi Anak kecanduan pornografi 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 49 72 73
Tindakan Asusila Pelecehan Seksual di Lingkungan [Pelecehan seksual di lingkungan perumahan 2 Dinas Sosial 1] 48 49 66 iy 102 | 103
Penyakit Masyarakat Perjudian Perjudian / sabung ayam 2 Satuan Pelisi Pamong Praja 1] 50 51 61 62 72 73
Penjualan Miras lllegal Penjualan miras danfatau narkoba di permukiman 2 Satuan Pelisi Pamong Praja o] 50 51 61 62 72 73
Penyakit Masyarakat Miras Supermarket Penjualan miras di minimarket, supermarket dan 1 Satuan Pelisi Pamong Praja Q 50 ] 61 62 72 73
sejenisnya
Orang Hilang Lansia Hilang/Pikun Lansia Demensia/ Pikun hilang 1 Dinas Sosial [y 24 25 458 49 72 73
Difabel Hilang . Penyandang disabilitas meatal hilang 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 49 72 73
Anak Hilang Anak kecil hitfang 1 Dinas Sosial 1] 24 25 48 49 72 73
Pengangkatan Anak Pengangkatan Anak Informasi permechonan pengangkatan anak 1 Dinas Sosial 0 24 25 45 49 72 73
Pemberdayaan Sosial: Permohonan pemeliharaan makam |Permohonan pemelikaraan makam pahlawan 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 49 72 73
pahlawan
Perizinan Perizinan Bidang Sosial Informasi dan Keluhan Perizinan Bidang Scsial 3 Dinas Penanaman Modal dan o 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. |Tenaga Kera Hubungan Pekerja-Pengusaha |PHK Tidak Sesuai Pemuiusan Hubungan Kerja (PHK} tidak sesual 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigras! 0 72 73 96 97 120 | 121
aturan dan Energl
Keluhan Hak Pesangon Hak karyawan terkena PHK tidak dibayarkan 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 72 73 96 97 120 | 124
dan Energi
Pelanggaran Upah Keluhan terkait Upah tidak sesuai Upah Minimum dan 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 72 73 96 97 120 1 124
Hak Karyawan Lainnya dan Enerql
Keluhan THR Keluhan terkait Tunjangan Hari Raya 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 72 73 95 97 120 | 121
dan Energi
Permasalahan kepesertaan BPJS  [tidak dikutsertakan datam BPJS Kelenagakerjaan 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasl 0 72 73 26 a7 120 | 121
Ketenagakesdaan cleh perusahaan dan Energi
Kartu Pekerja Jakarta Keluhan terkait Proses Kartu Pekerja 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 72 73 96 a7 120 | 21
dan Enerqi
Permintahan Pelathan Tenaga Parmintaan Pelatihan Tenaga Kerja 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 72 73 | 96 a7 120 | 121
Kerja dan Enerqi
PKT {Jakpreunsr) Informasi Pregram Jakpreunsr 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 72 73 96 97 120 | 121
dan Energi
info Lowongan Pekedaan Permintaan Informasi Lowongan Kerja 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi 0 72 73 96 97 | 120 | 121
dan Energi
Hubungan Kepegawaian Infa Tugas Belajar Pemprov DKI Informasi mengenai Pegawai Tugas Belgjar Pemprov 1 Badan Pengembangan Sumber a 36 37 54 55 90 91
Jakarta DKl Jakarla Daya Manusia
Keluhan Pegawai Tugas Belajar Keluhan terkait Pegawal Tugas Belajar Pemprov DKI 2 Badan Pengembangan Sumber 0 48 49 72 73 120 | 121
Jazkaria (administrasi, tunjangan, dil.) DCaya Manusia
Layanan Kepegawaian dan Keluhan terkait kegiatan pelayanan kepegawaian dan 2 Badan Kepegawaian Daerah G 43 49 96 a7 144 | 145
Kunjungan Kerja kunjungan kerja darl lzar Instansl
'|Pemeliharaan dan Perawatan Keluhan terkait pemeliharaan dan perawatan dalam 2 Badan Kepagawaian Daerah 0 48 49 96 97 144 | 145
Kantor BKD Provinsi DK Jakarta  [hal keberslhan, kelndahan, keamanan dan keiertiban '
kantor BKD Provinsi DKI Jakarta
Keluhan CPNS, Pegawai Keluhan terkalt Pegawal Pemerintah dengan PPPK 2 Badan Kepegawalan Daerah 0 72 73 144 | 145 | 216 | 217
Pemeriniah dengan Perjanjlan danfatau Pagawai Tidak Tetap
Kerja {PPPK) danfatau Pegawal
Tidak Tetap
Keluhan terkait pelaksanaan seleks! penerimaan dan 2 Badan Kepegawalan Daerah 4] 72 73 144 | 145 | 216 | 247
rosas pengangkatan CPNS dan PPPK
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No.

Kategori

Sub Katagori

Rinclan Masalah

Keterangan Rincian iasalah

Bobot

Kewenangan

Acuan Variabel Waktu {dalam satuan jam}

100%

80%

60%

40%

Lurah

Camat

Perangkat Daerah

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Tenaga Kerja

Hubungan Kepegawalan

DKl Jakarta

Keluhan PNS Pemerintah Provinsi

Keluhan terkait proses verifikast dan validasi terhadap
perubahan Jabatan Pelaksana PNS

Badan Kepegawaian Daerah

0

72

73

142

145

216

217

Keluhan terkail proses penerbitan Kartu |dentitas
Pegawai dan/ atau Kartu Pegawai Negeri Sipil dan/
atau Kartu Istri dan / atau Kartu Suami

Badan Kepegawalan Daerah

0

72

73

144

145

216

217

Keluhan terkait pelaksanaan mutasi pegawai daerah
intern danatau antar PD7 UKPD termasuk pegawai
titipan

Badan Kepegawalan Daerah

72

73

144

145

216

217

Keluhan terkait proses pengangkatan, pemindahan
dan pemberhientian dalam dan dari Jabatan

Badan Kepegawaian Daerah

72

73

144

145

218

217

Keluhan terkait pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan
Struktural

Badan Kepegawalan Daerah

72

73

144

146

218

217

Keluhan terkait proses kenaikan pangkat PNS

Badan Kepegawalan Daerah

72

73

144

145

216

217

Keluhan terkait pelaksanaan kegiatan ujian
penyasuaian fjasah, ujlan peningkatan pendidikan,
dan ujian dinas

K1 Jakarta

Keluhan PNS Pamerintah Provinsi

Badan Kepegawaian Daerah

120

121

240

241

360

361

Keluhan proses pengangkatan, pemindahan,
permbebasan sementara, pemberhentian, kenaikan
jabatan dan pembinaan pejzbat fungsional tidak tepat
wakiu

Badan Kepegawaian Daerah

72

73

144

145

218

217

Keluhan terkait penetapan Surat Keputusan petikan
pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara,
pemberhentian dan kenalkan jabatan pejabat
fungsional ingkat provinsi dan jabatan fungsional
jenjang tingkat ahli

Badan Kepegawaian Daerah

120

124

240

241

369

361

Keluhan terkait kegiatan pelayanan dan fasilitasi
kess|ahteraan pegawai

Badan Kepegawaian Dasrah

72

73

144

145

216

217

Kaluhan terkait pelaksanaan pemberian penunjang
kesajahteraan pegawai dan pensiunan pegawal
antara laln Jaminan kecefakaan Kerja dan jaminan
kecelakaan/kematian pegawal

Badan Kepagawaian Daerah

72

73

194

45

216

217

Keluhan terkait penetapan pemberian Cuti PNS yang
meniadi kewenangan Gubernur

Badan Kepegawaian Daerah

72

73

144

145

216

217

Keluhan terkait pelaksanaan penetapan pensfun
pegawal dan pemberian kenatkan pangkat
pengabdian

Badan Kepegawaian Daerah

120

121

240

241

360

381

Keluhan terkait Laporan Penerdmaan Pajak Pribadi
dan Laporan Harla Kekayaan Penyelenggara Negara

Badan Kepegawaian Daerah

72

73

144

145

218

217

Keluhan terkait proses penjatuhan hukuman disiplin
\pagawai

Badan Kepegawaian Daerah

72

73

144

145

216

2i7

Keluhan terkait proses izin perceralan, menjadi
anggota parpel, usaha swasta, dan pefabat

Badan Kepegawaian Dasrah

72

73

144

145

216

217

Kaluhan terkait penilalan kinerja pegawai, budaya dan
etos kerja pegawai

Badan Kepegawalan Daerah

72

73

144

145

216

217

Keluhan kekurangan dan kelebihan pembayaran yang
terkait dengan administrast kepegawalan,

Badan Kepegawaian Daerah

72

73

144

145

116

217

Kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan konsultasi
hukum bagi PNS

Badan Kepegawalan Daerah

120

124

240

241

360

361

Sistem Informasi Kepegawaian

Keluhar terkait proses pemukiahiran data pegawai ko
sistem informasi kepegawaian

Badan Kepegawaian Dagrah

72

73

144

145

216

Kaluhan terkait pengelolaan Sistem Infarmasi
Kepegawalan

Badan Kepegawaian Daerah

72

73

144

145

216

217

Pekerja Penanganan Prasarana

dan Sarana Umum Kelurazhan

PPSU

Pefanggaran Prosedur Rekrutmen

Rekrutmen PPSU yang diselenggarakan kelurahan
tidak sesual atau menyimpang dari prosedur

Biro Pemerintahan

120

i21

168

169

216

217
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Acuan Variabel Waktu (dalam satuan Jam)

No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rinctan Masalah Bobat Kewenangan 100% 30% 0% 40%
) . Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max [ Min | Max
Tenaga Kerja Pekerja Penanganan Prasarana |Permasalahan Pekerja PPSU Permasalahan pekerja PPSY (kinerja, kedisiptinan, 3 Biro Pemerintahan a 120 | 12t | 168 | 169 | 216 | 217
i dan Sarana Umum Kelurahan dll. yang tidak blsa diselesaikan di kelurahan)
Perizinan Perizinan Bidang Tenaga Kerja Informasi dan Keluhan Perizinan Bidang Tenaga Kerda 3 Dinas Penanaman Modal dan 4] 120 | 12 144 | 145 | 182 | 193
: : \ Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. |Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Info Keglatan PKK Informast terkait kegiatan PKK Kelurahan 1 ¥ 0 50 51 61 62 72 73
' Pere.zmpuan dan C ’ Perempuan korban Kekerasan -+ {Perempuan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah 2 Dinas Pemberdayaan, 0 48 49 72 73 120 | 121
Perlindungan Anak Dalam Rumah Tangga (KDRT})  [Tangga Perlindungan Anak dan :
< ; s Pengendalizn Penduduk
' |Pedindungan Anak Perlindungan anak kerban Anak menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah 2 Dinas Pembardayaan, 0 48 49 72 73 120 | 121
Kekarasan Dalam Rumah Tangga (Tangga Perlindungan Anak dan
{KDORT) ] Pengendalian Penduduk
Narkoba Anak Anak keluarga miskin ketergantungan Napza 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 40 72 73
Pedindungan Anak Anak yang terkena ODHA (Orang  [Anak keluarga miskin tertular HIV/AIDS 1 Dinas Sosial 0 24 25 48 49 72 73
Dengan HIV AIDS)
Korban Trafficking Korban Trafficking Korban Trafficking 2 Dinas Pemberdayaan, 0 48 49 72 73 120 | 121
. Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Konseling Keluarga Konsseling Keluarga Keluarga Bermasalah secara Psikologis 2 Dinas Pemberdayaan, 0 43 49 72 73 120 | 121
: Perlindungan Anak dan
Pegngendalian Penduduk
9, |Pangan Sanitasi dan Keamanan Pangan |Pemeriksaan Kelayakan Pangan  |Pemeriksaan terhadap kelayakan makanan / 3 Oinas Kesehatan 0 120 ¢ 121 | 144 | 145 | 192 | 193
keamanan pangan
Laporan terkait penyuluhan keamanan pangan -3 Dinas Kesehatan 0 120 | 121 [ 144 [ 145 § 192 | 193
Keluhan Pengolahan dan Limbah  [Lapaoran terkait kebersihan pengofahan makanan 4 Dinas Kesehatan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 21s | 217
Laporan terkait limbah pengolahan makanan 3 Dinas Lingkungan Hidup 0 72 73 83 84 94 25
Sembilan Bahan Polkok Keluhan Stok Sembako Keluhan tarkalt stok sembako di pasar (langka, 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 96 97 120 | 121 144 | 145
mahal, dll} Koperasl, Usaha Kecil dan
: Menengah
Laporan Penimbunan Sembake Laporan terkait dugaan penimbunan sembako 3 Dinas Perindustran, Perdagangan, 0 120 | 121 | 240 | 241 | 360 | 361
Koperasi, Usaha Kecil dan
tdenengah
10. jPertanahan Pzjak Bumi dan Bangunan (P8B) |Permintaan Info PBB-P2 Pesmintaan informasi larkait PBB-P2 2 Badan Pendapatan Daerah 0 48 49 72 73 120 | 121
{Tarif, Pengurangan, Peraturan}
Parmasalahan PBB-P2 Permasalahan {erkait PBB-P2 3 Badan Pendapatan Daerah 0 120 | 121 168 | 1689 | 216, 217
{NJOP, Denda) {Tarif, Pengurangan, Peraturan} )
Bea Perolshan Hak atas Tanah  |Pesmintaan Info BPHTS Permintaan Infosmast terkait BPHTB 2 Badan Pandapatan Daerah 0 45 49 72 73 120 { 121
dan Bangunan (BPHTB} (Tarlf, Paraturan)
Permasalahan PBB-P2 Parmasalahan terkait BPHT8 3 Badan Pendapatan Daerah 4] 120 | 121 168 | 189 | 216 | 217
{Tarif, Peraturan, Keringanan)
Sertifikat atau Dokumen Permasalahan Dokumen Permasatahan girik dan/atau dokumen kepemilikan 2 K 0 48 49 72 73 | 120 [ 121
Kepemilikan Pertanahan lahan
Sangketa Lahan *  |Sengketa kepemilikan lehan 14 Biro Hukum 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Pungli, Cale Pungli cleh calo danfatae cknum pemerintah 2 Inspektorat Y] 48 49 72 73 120 | 121
Pengaduan terkalt Kepemllikan Klaim Kepemilikan terkait surat tanah di atas tanah 3 Dinas Perumahan Rakyat dan v} 98 97 t44 | 145 | 240 | 241
Surat Tanah aset pamda Kawasan Permukiman
Pambebasan [ahan Keluhan Pembebasan L.azhan Penggantian pembebasan lahan tidak sesual harga 3 Inspektorat 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Keluhan Penggusuran Penggusuran tidak sesual prosedur 3 Biro Hukum 5 120 | 121 | 168 | 169 | 216 | 217
Perizinan Perizinan Bldang Partanahari yang |Infarmasi dan Keluhan Perizinan Bldang Pertanahan 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 | 121 | 144 | 145 [ 192 | 193
menjadi kewenangan Daerah yang menjad! kewenangan Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu
i1. |Lingkungan Hidup |Sampah Sampah Trotoar Badan jalan / trotoar banyak sampah atau kotor 1 v ! 0 36 37 54 55 20 91
' Sampah Lingkungan Timbunan sampah liar darvatau ceceran sampah di 2 Y 0 48 49 72 73 120 | 121
lingkungan permukiman atau area publik dengan
volume = 4 m* (1 mobil hilux)
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Acuan Variabal Waktu (dalam satuan jam)

No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot Kewanangan 100% . 0% 50% 0%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min { Max | Min | Max | Min | Max
Lingkungan Hidup [Sampah Sampah Ruang Publik Ceceran material padat dan sampah yang berserakan 1 N 0 36 37 54 55 j¢] 91
. . ' di jalan, saluran, taman, falur hijau, area pantal,
Lokasi Binaan/l.okasi Sementara UKM, bangunan
dan/atau ruang publik
. Sampah Lingkungan Besar Timbunan sampab liar dan/atau ceceran sampah di 2 Dinas Lingkungan Hidup 0 48 49 72 73 120 | 121
' | fingkungan permukiman atau area publik yang :
volumenya meleblhi kapasitas kendaraan pengangkut !
PPSU Kelurahan
Sampah Reklame Keclt Sampab sisa material spanduk (tali plastik, kawat, 1 Iy Q 36 37 54 55 e} 91
bambu} :
' Sampah Sungai Sampah di kali/sungai 3 Dinas Lingkungan Hidup 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
\ Sampah Got Sampah di saluran/got 1 y 0 36 37 54 55 90 a1
Sampah Pasar Sampah di pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya 3 Badan Pembinaan BUMD 0 96 97 144 | 145 | 192 | 03
Sampah LokbinflL.oksem Sampah di lokasi binaaniokasi samentara pedagang 2 Dinas Perindustian, Perdagangan, 0 72 73 108 | 109 | 180 | i1
blnaan UMKM Koperasl, Usaha Kecil dan
Menengah
Keluhan terkait sampah di Keluhan terkait sampah di lokasi yang merupakan 3 Biro Pamerintahan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
1 Kawasan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemedntah Pusat danfatau swasta
Swasta (seperti area dalam Kawasan GBK, Kawasan
Kemayoran, pelabuhan, bandar udara, jalan 1o,
kawasan PT KA), Mabes TNUPolri, pusat
' perdagangan, perkantoran, sarana ibadah khusus, dil}
Keluhan terkait sampah di Keluhan terkait sampah di area/kawasan yang 3 Badan Pembinaan BUMD 0 96 97 144 | 145 | 192 [ 193
areafkawasan yang dikelola oleh  |dikelola oleh BUMD (Halte Transjakarta, MRT, LRT,
BUMD dily
Keluhan terkait sampah di Sampah di Kawasan Ruang Terbuka Hijau (Taman 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Q 72 73 108 | 109 | 180 | 181
Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota, Hutan Kota, TPU)
{RTH)
Rumput Liar Kecll Rumput liar di pinggir paritiselokan/sungalfatan (skala 1 Y 1] 36 37 54 55 90 91
kecil)
Rumput Llar Besar Rumput liar di pinggir paritfselokan/sungaifjatan (skala 3 Dinas Lingkungan Hidup 1] 72 73 83 84 94 95
{oesar)
Taong Sampah Rusak/Hilang Tong sampah rusak/hilang 2 Dinas Lingkungan Hidup 0 48 49 72 73 120 { 121
Keluhan TPSILPS Keluhan terkait lokasi TPSAPS 2 i 0 48 49 72 73 120 | 121
. Keluhan Truk Sampah Keluhan terkalt iruk sampah 2 Dinas Lingkungan Hidup 0 48 49 72 73 120 1 121
- |Pencemaran lingkungan Kebisingan Tahap Pembangunan  |Kebisingan akibat pembangunan pabrik /hotel 4 Dinas Lingkungan Hidup o 96 97 144 | 145 | 240 | 241
: Iqedung fapartemen / keglatan usaha
Kebisingan Tahap Cperasional Kabisingan akibat operasional pabrik /hotel /gedung 4 Dinas Lingkungan Hidup ¢ 98 97 144 | 145 | 240 | 241
fapartemen / keglatan usaha
Limbah Usaha/Pabrik Pembuangan limbah calr domestik dari pabrik /notel 4 Dinas Lingkungan Hidup 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Igedung fapartemen / keglatan usaha
Pencemaran Limbat B3 dari pabk Mhotel /gedung 4 Dinas Lingkungan Hidup 0 96 97 | 144 | 145 | 240 | 241
/apartemen { keglatan usaha
’ Pencemaran Kebauan dari pabrik fhotel /gedung 4 Dinas Lingkungan Hidup 0 98 97 144 | 145 | 240 | 241
/apartemen / kegiatan usaha
s Pencemaran KallSungall/PHB/Situw/Danayu 4 Dinas Lingkungan Hidup 0 96 97 144 | 145 | 240 | 241
Pembakaran sampah skala Keglatan Usaha 3 Dinas Lingkungan Hidup 0 72 73 83 84 94 95
Limbah Rumah Tangga Air limbah rumah tangga dibuang sembarangan 2 Dinas Lingkungan Hidup a 48 49 72 73.| 120 | 121
Keluhan Asap Rumah Tangga Asap hasil pembakaran sampah rumah tangga 1 v [i] 36 | 37 54 | 55 90 | ¢
; Keluhan Asap Pabrik/Usaha Pencemaran UdarafAsap dari pabrik /hotel fgedung 4 Dinas Lingkungan Hidup ] 96 97 144 | 145 | 240 | 241
lapartemen / kegiatan usaha )
* {Perizinan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup|Proses lzin LIngkungaanMDAUUK}.—UPL 3 Dinas Lingkungan Hidup 0 72 73 83 84 94 95
Informasi dan Keluhan Perizinan Lingkungan Amdal, 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 | 129 | 144 | 145 | 192 | 193
UKL-UPL, 1zin Pembuangan Air Limbah,dl Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. |Administrasi KTP Elektronik (KTP-¢el) Info Persyaratan KTP-el Informasi tentang persyaratan KT#-el 2 Dinas Kependudukan dar 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 247
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan Sipil Pencetakan KTP-el luar daerah Pencetakan KTP-el permohonan luar daerah 3 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 183 | 216 | 217
Pencatatan Sipit
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Acuan Variabel Wakiu (dalam satuan jam)

No. Kategor! Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Bohot Kewenangan 100% - 0% 50% 0%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min [ Max
Administrasi KTP Elektronik (KTP-el) Lamanya Penyelesaian Pelayanan |Bigmetrik, Duplicate Record, Dalica 4 Dinas Kepandudukan dan o) 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Kependudukan dan KTP-el Pencatatan Sipil
Catatan Sipit
Print Ready Recard (PRR) 4 Dinas Kependudukan dan 0 168 t 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Pencatatan Sipil
Lamanya uji ketunggalan 4 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 [ 192 [ 193 [ 216 | 217
Pencatatan Sipil .
Jaringan sedang bermasalahferror 4 Dinas #ependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 93 | 216 | 217
Pencatatan Sipit
Ketersadiaan Blanko KTP-al 4 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 493 | 216 | 217
Pencalatan Sipif
Lamanya Penyslesaian Pelayanan [KTP-el Hilang/Rusak 4 Dinas Kepandudukan dan 0 168 | 169 [ 192 | 193 | 216 | 217
KTP-el Pencalalan Sipi
Informast Persyaratan KIA Informasi tentang persyaratan KIA 2 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 189 | 192 | 193 | 216 | 217
Pencatatan Sipit
Kartu Identitas Anak (KIA) Waktu penyelasaian Wakiu penyelesaian KIA 2 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 183 | 216 | 217
Pencalatan Sinil
Akta Kelahiran Informasi Persyaratan Akta Informasi tentang Persyaratan Akta Kelahiran 2. Dinas Kependudukan dan 0 168 | 189 | 192 | 193 | 218 | 217
Kelahiran Pencatatan Sipl!
Duplikat Akta Kefahiran Permohonan duplikat akta yang diterbitkan di dalam 3 Dinas Kependudukan dan 1} 168 | 169 | 192 | 93 | 216 | 217
DKl Pencatatan Sipil
Duplikat Akta Kefahiran Permohonan duplikat akta yang diterbitkan di luar DK 4 Dinas Kependudukan dan 1} 168 | 1689 | 192 | 193 | 218 | 217
Pencatatan Sipi
Waktu penyelesalan Lamanya waktu penyelesatan Akfa Kelahiran 2 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 160 | 192 | 93 | 216 | 217
Pencatatan Sipil
Dokumen Administrasi Informasi Persyaratan Dokumen Informasi Persyaratan Dokumen administrasi 3 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 [ 218 | 217
Kependudukan administrasi kepandudukan kependudukan {Legalisir, Keabsahan, dil} Pencatatan Sipil
Waktu Penyetesaian Lamanya waktu Penyelesaian Dokumen administrasi 41 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 168 | 192 | 493 | 216 | 217
kependudukan { Legalisir, Keabsahan, dll} Pencalatan Sipil
Nomor Induk Kependudukan NIK tidak terdaftar NIK tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, Provider, 3 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
(NIK) PPOB, Samsat, Registrasi CPNS dil Pencatatan Sigi
NIK dalain KTP-el berbeda NIK datam KTP-e! berbeda dengan di dalam KK 3i Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
. Pencatatan Sipil
Pendatang Baru (PB) Informasi Persyaratan Pendatang |Informasi teniang Persyaratan Pendatang Baru 2 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Baru ) Pencatatan Sipil )
Waktu penyelesaian Waktu Penyslesaian Pelayanan Pendatang Baru 3 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 189 | 192 | 193 | 216 | 2i7
Pancatatan Sipil
Pindah dan Datang Dalam DK |Infermasi Persyaratan Pindah dan  |Informasi tentang Persyaratan Pindah dan Dalang 2. Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 [ 192 [ 193 [ 216 | 217
Datang Dalam DK} Dalam DXI Pencatatan Sipil '
Wakiu Panyelesaian Lamarnya Waktu Penyslasaian Pindah dan Datang 3 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Datam DKI Pancatatan Sipil
Pindah Luar DKI Informasi Persyaratan Pindah Luar nformasi tentang Persyaratan Pindah Luar DK 2 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 [ 216 | 217
DK! Pencatatan Sigil
Waklu Penyelesaian Waktuya Penyslesaian Pelayanan Pindah Luar DK 2! Dinas Kependudukan dan 1] 168 | 169 § 92 { 193 | 216 | 217
Pencatatan Sipil
Akta Perkawinan Informasi Persyaratan Akta Informasi tentang Persyaratan Akta Perkawinan 2 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Perkawinan ' Pencatatan Sipii
Waktu Penyelesalan Lamanya wakiu penyelesalan Akta Perkawinan 2, Dinas Kependudukan dan ) 1685 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Pencatatan Sipil
Kartu Keluarga (KK} Pencetakan KK Syarat dan waktu penyelesaian 2 Dinas Kependudukan dan t] 1685 | 189 | 192 | 193 | 218 | 217
Pencatatan Sipil
Perbedaan data di KK Nama fidentitas beda dgn di KTP 2 I Dinas Kependudukan dan G 168 | 169 | 192 | 193 | 218 | 217
Pencatatan Sipil
Pegah KK Pecah KK terutama warga umum 2 Dinas Kependudukan dan [ 168 | 169 | 192 | 193 | 218 | 217
, : Pencatatan Sipil
Permohonan KK Terhambat Permohanan KK tidak mendapat ijin dari pemifik 3 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169, 192 | 193 | 218 | 217
rurnah Pencatatan Sipil
Akta Kemalian Informasi Persyaratan Akta Informasi tentang persyaratan Akta Kematian 2 Dinas Kepandudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Kematiar Pencatatan Sipil
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Acuan Variabel Waktu (dalam satuan fJam)

No. Kategori Sub Kategorl Rinclan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Bobat Kewenangan 100% 30% 50% 0%,
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max [ Min | Max § Min | Max | Min | Max
Administrasi Akta Kematian Waktu Penyelesaian Lamanya wakiu penyelesatan Akta Kematian 2 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 [ 192 § 193 | 216 | 217
Kependudukan dan ' Pencatatan Sipil
Catatan Sipil
Pandataan Penduduk Non Persyaratan penerbitan Surat Informasi Persyaratan penerbitan Surat Keterangan 2 Dinas Kependudukan dan 0 i68 | 169 [ 192 § 193 | 216 | 217
Permanen Keterangan Penduduk Non Penduduk Non Permanen Pencatatan Sipil
Permarnen
Waktu Penyelesalan Lamanya wakiu Penyslesaian 3 Dinas Kepandudukan dan [i] 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Pencatatan Sipil
Pendataan Penduduk Rentan Persyaratan Pendataan Penduduk }Informasi Persyaratan Pendataan Penduduk Rentan 3 Dinas Kependudukan dan 1] 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Adminduk Renlan Adminduk Adminduk. Pencatatan Sipil
Wakiu Penyelesaian Lamanya wakiu Penyalesaian 4 Dinas Kependudukan dan 1] 68 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Pancatatan Sipil
Dokumen Administrasi Pérsyaratan penerbitan dokumen {Informasi Persyaratan penerbitan dokumen 3 Dinas Kependudukan dan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Kependudukan dan Pencatatan  JAdmindukeapi! Orang Asing - |Admindukcapil Orang Asing Pencatatan Sipil
Sipii Orang Asing
Waktu Penyelesaian Lamanya wakiu Penyelesaian 4 Dinas Kepandudukan dan ] 68 | 169.1 192 | 193 | 216 | 217
Pencatatan Sipil
Keluhan Pelayanan Keluhan Pelayanan Keluhan pelayanan terkait sikap pelugas Disdukeapll 2 Dinas Kependudukan dan ] 168 | 169 | 992 | 193 | 216 | 217
Pencatatan Sipil
13. |Pemberdayaan Lembaga Kémasyarakatan Regulasi Lembaga Pelanggaran iImplementasi aturanfregulasi terkatt 3 Biro Pemerintahan 0 68 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
Masyarakat dan Kamasyarakatan fembaga kemasyarakalan
Desa Permasalahan Lembaga Permasalahan terkalt pemilihan dan konflik lambaga 3 Kota/Kabupaten Administrasi 0 i68 | 189 | 192 | 193 | 218 | 217
Kemasyarakatan Kelurahan kemasyarakatan di kelurahan )
Pembiayaan Lembaga Permasalahan keuangan lembaga kemasyarakatan 3 Kota/Kabupaten Administrasi 0 168 | 169 | 192 § 193 | 216 | 217
Kemasyarakatan {uang tidak/betum dicairkan, nominal tidak sesual, dil)
Keluhan Cperasional Dasawisma  [Keluhan lerkait dasawisma (uang operasional tidak 2 Dinas Pemberdayaan, 1] 72 73 97 a8 122 | 123
keluar, teriambat, dlly Perlindungan Anak dan
: Pengendalian Penduduk
Infa Pemilihan Keanggotaan Informasi mengenai mekanisme pemilihan Lembaga k] ¥ 0 35 37 54 55 90 91
Lambaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Cugaan Kecurangan Pemilitan Dugaan kecurangan dalam pemilihan tembaga 2 vy o 48 49 72 73 120 | 121
Lembaga Kemasyarakatan kemasyarakatan
Info Rembuk Warga Informasi mengenai rembuk warga 1 v 0 36 37 54 55 90 91
Pemberdayaan masyarakat Info Program Pemberdayaan Informasi terkait program/ikegialan pemberdayaan 1 Dinas Pemberdayaan, 0 36 37 54 55 g0 91
Perlindungan Anak dan
. Pengendatian Penduduk
Keluhan Kegiatan Pembardayaan |Keluhan terkait program/xegiatan pemberdayaan 2 Dinas Pemberdayaan, 0 45 49 72 73 120 | 121
masyarakat Perfindungan Anzk dan
Pengendalian Penduduk
Kerja Sama Dalam Negeri fLuar |Fasllilasi Kerja Sama Dalam Informasi mengenal prosedur fasilitasi penyusunan 3 Biro Kerja Sama Daerah 0 96 a7 120 | 121 | 144 | 145
Negeri dan/atau dengan Pihak  [Megeri ALuar Negerl danfatau Naskah Kerja Sama Datam Negeri /Luar Negeri
Ketiga/Swasta dengan Pihak Ketiga/Swasta danfatau dengan Pihak Ketiga/Swasta
14, |Pengendalian Keluarga Berencana Info Pelayanan KB Informasi untuk mendapat pelayanan KB 1 Dinas Pemberdayaan, 0 48 49 73 74 98 99
Penduduk dan Parlindungan Anak dan
Keluarga Pangendalian Penduduk »
Berencana Keluhan Pelayanan KB Kaluhan terkait pelayanan KB 2 Dinas Pemberdayaan, 0 72 73 a7 98 | 122 [ 123
Periindungan Anak dan
- . Pengendalian Pendudulk
Keterbatasan Sarana Penggerakan (Opesasional dan Sarana Kelompok Kegiatan BKB, 3 Dinas Pemberdayaan, o] 72 73 a7 93 122 | 123
Ketahanan Keluarga : BKR, BKL dan UPPKS Periindungan Anak dan
. Pengendalian Penduduk
Keluhan PPKB RW ! Operasional PPKB RW 3 Dinas Pemberdayaan, o 72 73 97 a8 122 | 123
! Periindungan Anak dan
Pangendalian Penduduk
Tidak tersedianya Formulir Formutir K1. K4, Inform consent di fasilitas kesehatan 3 Dinas Pemberdayaan, 0 72 73 a7 98 | 122 | 123
Pelayanan Kontrasepsi Perdindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
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Acuan Variabe! Waktu (dalam satuan jam)

No. Kategorl Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rinclan Masalzh Bobot Kewenangan 100% 0% 0% 0%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min { Max | #in | Max
Pengendalian Keluarga Berencana Kesizpan Rumah Dataku Tidak tersedianya Data Kependudukan yang lengkap 2 Dinas Pamberdayaan, 0 48 49 73 74 98 93
Penduduk dan Pérlindungan Anak dan
Kaluarga Pengendalian Penduduk
Berencana :
Internal Dinas Pemberdayaan, |Keluhan PJLP DPPAPP Permasalahan rekrotmen, ketedambatan gaji, 2 Dinas Pemberdayaan, 0 48 49 73 74 98 99
Perindungan Anak dan kedisiplinan, dlf. Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk S . Pengendalian Penduduk
Keiduhan ASN DPPAPP Parmasalahan kepegawatan, perencanaan, laporan 2 Dinas Pemberdayaan, 0 48 49 73 74 98 98
keuangan, dil. e et Perindungan Anak dan
] i Pengendalian Penduduk
15. [Perhubungan Parkir liar Parkir Liar Fasos {Tempat Jbadak, |Parkir Liar pada Fasos sehingga mengganggu jatan / 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 | 168 | 169
Sekolah, Puskemas, Pasar, dlil} arus laly lintas
Parkir Liar Fasum {Area Publik, Parkir liar di bahw jalan, trotoar / area publik lainnya 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 | 120 | 121 | 168 | 169
Jalan Lingkungan, Taman, Rumah
Makan, dli)
Parkir Liar Cjol / Clek Parkir Liar Ojol/ Ojek 2 Dinas Perhubungan 4] 72 73 | 120 1 121 | 168 | 169
Parkir Liar Dikelola Kelompok Parkir liar dikelola oleh oknum crmas atau lembaga 2 Badan Kesatuan Bangsa dan 0 98 97 120 | 121 | 144 | 145
kemasyarakatan Palitik
Perhubungan Parkir liar Keluhzn terkait sampah di Sampah di lokasi yang merupakan kewenangan 3 Biro Pemerintahan 4] 168 | 169 [ 192 | 193 | 216 | 217
Kawasan Pemeriniah Pusat dan Pamerintah Pusat danfatau swasta (seperti area
Swasta dalam Kawasan GBK, Kawasan Kemayoran,
pelabuhan, bandar udara, jalan tol, Mabes TNUPalr,
pusat perdagangan, perkantoran, sarana lbadah
khusus, dl)
Keluhan terkait parkir di Kelihan terkait parkir di area’kawasan yang dikelola 3 Badan Pembinaan BUMD 1] 96 97 144 | 145 | 192 | 193
area/kawasan yang dikelola aleh  |oleh BUMD (Halte Transjakarta, MRT, LRT, dii)
BUMD
Kawasan Wisata Permasalahan perparkiran di kawasan wisata Jakarta 3 Dinas Pariwisata dan Ekonemi 0 } 96 97 144 | 145 | 240 | 241
{antara [aln Monas, Kota Tua dan laindain} Kreatif
Keluhan terkait sampahdi Kawasan [Sampah di Kawasan Ruang Terbuka Hijau {Taman 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 94§ a7 144 | 145 | 240 | 241
Ruang Terbuka Hijau {RTH} Kota, Hutan Kota, TPU)
Arus Lalu Lintas Permintazan Marka Kejut Permintaan penghambat laju kendaraan road hump 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 168 | 216 | 247 | 264 | 265
(speed trap / Pita Penggaduh)
Keluhan Marka Kejut Kefuhan terkait polisi tidur/speed bump liar 3 Kota/Kabupaten Administrasi 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
Pak Ogah Kemacetan yang disebabkan Pak Ogahy' di LU-Tumn 2 Satuan Palisi Pamong Praja 0 48 49 73 74 98 99
atau lckasi lain
Angkot Ngetem Arus Jalu lintas terganggu kendaraan umum yang 2 Dinas Perhuburigan 0 72 73 120 | 121 168 | 169
ngetem
Tilik Rawan Kemacatan Titik Rawan Kemacetan Arus Lalu Lintas 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 168 | 169
' Pelanggaran Angkutan Barang QOver Dimension Gver Loading {ODOL) 3 Dinas Perhuburngan 0 168 | 168 | 216 | 217 | 264 | 285
Lampu Lalu Lintas Rusak dan Kemacsetan akibat lampu [alu lintas rusak dan durasl 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 | i68 | 169
Durasi
Penambzahan Lampu Lale Lintas  |Pembanguaan untuk Lampu Lalu Lintas 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 169 [ 216 | 217 { 264 | 285
Pergeseran Lampu Lalu Lintas, Akibat adanya pembaruan trotoar 4 Cinas Perhubungan Q.| 1688 | 160 | 216 | 217 | 264 | 265
Pelican Cross, Warning Light
Pembuatan Pelican Crosing / Permahanan pembuatan Pelican Crosing / Lampu 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Lampu Lalu Lintas Penysberangan |Lalu Lintas Penysberangan Crang
Qrang
Lampu Lalu Lintas Penyeberangan [Kerusakan Lampu Lalu Lintas Penyeberangan Orang 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | ¥21 | 168 | 169
|Crang Rusak
Putaran Balik (U-Turn} Permintaan pembukaan atau penutupan putaran balik 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
{u-turn}
Parmintaan Marka Jalan Parmintaan marka Jalan 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Permintaan Fasilitas Penyebrangan |Permintaan zebra cross 4 Dinas Perhubungan 1] 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Permintaan Rambu Lalue Lintas Permintaan pembuatan rambu lalu lintas 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 189 | 216 | 217 | 264 | 265
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Acuan Yariabal Waktu {dalam satuan jam)

Ho. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot Kewenangan 100% 80% 50% 0%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Permintaan Cermin Cembung Permintaan pambuatan dan penggantian kaca cermin 4 Dinas Perhiubungan 1} i68 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
cembung
Rambu Rusak / Hilang Permintaan Penggantian Rambu lalu lintas yang 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
rusak / hilang
Kebijakan Ganjil Genap Permohonan Stiker Disabilitas dan ruas jalan Ganjil 3 Dinas Perhubungan 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Gena :
Info Ruas Jalan Ganjil Genap lnfoﬁl::las Jalan Ganjil Genap yang barlaku 2 Dinas Perhubungan 4] 72 73 120 | 121 168 | 169
Kebijakan Jalur Sepeda Permohonan pembuatan Jalur Sepeda 4 Dinas Perhubungan 4] 188 { 169 | 216 | 217 | 264 | 265
. nfeJalurSepeda s AlnfojalurSepedayangbedaky . 0o 4 2 ] .. |Dinas Perhubungan. Q.. 72 73 120 | 121 | 168 | 169
Kenddraan Bermotor masuk jalur  JKendaraan Bermotor masuk jalur 3 Biro Pemerintahan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
Transjakarta/besalan diatas trotoar | Transjakarta/berjalan diatas trotoar
Tindakan kriminalitas {ranjau paku, [Tindakan kriminalitas 3 Biro Pemerintahan 4] 120 | 121 144 | 145 | 92 | 193
dll}
Pelanggaran Lalu Lintas Pelanggaran Lalu Lintas 3 Biro Pemerintahan 0 120 | 121 144 | 145 | 192 | 193
(kendaraan lawan arus, dll)
Penutupan Jalan Penutupan jalan cleh individu/kelompek warga/badan 2 v 0 72 73 120 | 121 168 | 169
usaha
Perhubungan, Transpartasi Publik Tarif Angkutan Umum Keluhan terkait kendaraan umum Angkutan Tidak 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 168 | 169
Dalam Trayek (Tanf tidak sesuai ketentuan taxi, taxi
online, Bajal/Angkutan fingkungan)
Keluhan terkait kendaraan umum Angkutan Dalam 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 t 168 | 169
Trayek (Tarif tidak sesuai ketentuan Bus Besar, Bus
Sedang)
Info Traysk / Rute Infermasi terkalt rayek kendaraan umum 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 | 168 | 169
Permohonan rute Jaklingke Penambahan Usulan Baru Rute Jaklingko 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Info Trayek Kapal Dishub Infarmasl terkait pelayanan Kapal penyeberangan 3 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 168 | 169
Sarpras Pelabuhan Keluhan terkait Sarpras Palabuhan 4 Dinas Perhubungan 4] 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Fasilitas Terminal Keluhan terkait fasilitas di terminal 4 Dinas Perhubungan 0 168 | 168 | 216 | 217 | 264 | 265
Pungli Terminal Pungli df terminal 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 168 | 169
Terminal Bayangan Aktivitas angkutan umum jalan raya diluzr Terminal 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 | 188 | 169
Resmi
Layanan Transjakarta, MRT dan Keluhan layanan Transjakarta, MRT dan LRT 3 Badan Pembinaan BUMD 0 96 a7 144 | 145 | 182 | 193
LRT
Pelayanan Perhubungan Keluhan Pelayanan KIR Prases Uji Kir, Potensi Pungli 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 | 168 [ 169
Pelayanan Parkir Tarif Parkir yang tidak sesuai dengan peraturan 2 Dinas Perhubungan 0 72 73 120 | 121 | 168 | 169
Petayanan Rute (Kendaraan Bus Sekolah Udak lalk Jalan, Permchionan 3 Dinas Perhubungan 0 168 | 168 | 216 | 297 | 264 | 265
rute Bus Sekolah, Gangguan Sarana dan prasarana
Bus Sekolah, seperti : Halte, Rambu papan rute bus
sekolah)
Perilaku Awak Bus Kendaraan Bus Sekolah {ugal2an, bus tidak layak, 3 Dinas Pearhubungan Q 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
menvrunkan panumpang fidak sesuai pada
tempatnya, masuk jalur TJ, awak bus fidak
mengenakan seragam dan ldentilas, berbleara tidak
ramzh dan tidak sopan kepada penumpang, bertindak
asuslla kepada penumpang, dil terkait peritaku negatif
awak bus sekolah)
Parizinan Perizinan Bidang Perhubungan Infarmasi dan Keluhan Perizinan Bidang Perhubyngan 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 1 121 144 | 145 | 192 | 193
| Pelayanan Terpadu Satu Piniu
16. |Komunikasl dan Komunikasl Publik Kaluhan tarkait Surat-Menyurat Keluhan terkait jejak surat pada E-Office 2 Birg Kepala Dasrah o] 96 97 144 | 145 | 192 | 193
Informatika kepada Pimpinan Dasrah -
[Gubsernur dan VWakil Gubernur)
Permohonan Audiensi dengan Permahonan Audienst dengan GubernuriWakil 2 Biro Kepala Daerah 1] 96 97 144 | 145 [ 192 | 193
Pimpinan Daerah Gubemur
[Gubernur dan Wakil Gubernur)
Komunikasi Pemaerintah Waebslte Pemarintah Provinsi DKI  [Website dihack/website tidak tampil 2 Dinas Komunikasi, Informatika dan o) 48 49 72 73 120 § 121
Jakaria tidak bisa diakses Statistik
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Acuan Varlabel Waktu (dalam satuan jam)

No. Kategori Sub Kategori Rincian hasalah Keterangan Rincfan Masalah Bobot Kewenangan 100% B0% 0% 40%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Komunikasi dan Komunikasi Pemerintah Informasi Website Pemerintaf Kesalahan redaksional/kenten tidak updale 2 Dinas Komunikasl, Informaltika dan 0 48 49 72 73 | 120 | 121
Informatika Provinsi DKI Jakarta Statistik
Media Sostal Pemerintah Provinsi  [Media Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakaria tidak 2 Dinas Komunikasi, Informatika dan 0 48 49 72 73 | 120 | 121
DKl Jakaria sasuai Stalistik
Pos Pelayanan Teknologi Tidak tersedianya layanan alat teknelogi pada 2 Dinas Pemberdayaan, 0 48 49 72 73 | 120 [ 121
Posyantek Perlindungan Anak dan
- Pengendalian Penduduk .
Jaringan Kamunikasi Menara BTS Mengganggu Menara telekomunikasi (iang mikroseluter) 3 Satuan Polist Pamong Praja 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 [ 193
. menggangguw/membahayakan
Infra Tefekomunikasi Rusak ~ “|Tiang, gardi darifafali kabel jaringan telekKomonikasi =37 "|8ifo Pemérntatian TI687]TMB9 T T192 7 93T 216 217
rusak
: Infra Telekomunikasi Kotor Tiang, gardu danfatau kabel jaringan telekamunikasi 1 N 0 36 37 54 55 90 91
banyak coretanflempelan
Keluhan Jaringan Provider Keluhan terkait pelayanan provider komunikasi 3 Bira Pemerintahan 0 168 | 169 | 192 | 193 | 216 | 217
({Tetkom, Indosat, XL, Belt, dll.)
Perizinan Perizinan Bidang Komunikasi dan  |Infarmasi dan Keluhan Perizinan Bidang Komuntkasl 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 | 121 | 144 [ 145 | 192 [ 183
Infermatika dan Infermatika (Menara telekomunikasi) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. [Kopersasi, Usaha |Lokasi Binaan dan Lokasi Keluhan Harga Harga jual lebih mahal 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 48 49 72 73 | 120 | 121
Kecil dan Sementara : Koperasi, Usaha Kecil dan ’
Menengah Menengah
L.gkasi Binaan dan Lokasi Kualitas Dagangan Kualitas barang buruk 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 48 49 72 73 120 | t21
Sementara : Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Kualitas Dagangan Timbangan tidak sesuai 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 43 49 72 73 {120 | 121
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Fasilitas Rusak Fasilitas di Jokbin/Toksem rusak 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan, a 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
' Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
ljiin Berjualan Permohanan tzin berjualan di Lokbin/Loksem 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, | Q 48 49 72 73 [ t20 | 121
Kaperasi, Usaha Kecil dan
Menengah .
Loksemn pada Jalur pedestrian Keluhan pejalan kaki terkait pedagang dt lokasi 3 Dinas Pesindustrian, Perdagangan, | 0 96 97 120 | 121 | 444 | 145
sementara karena akses jalan terganggu Kapearasi, Usaha Kacil dan
henengah
Loksem yang diperjualbelikan Keluhan terkait tempat usaha loksem yang diperjual 3 Dinas Perndustrian, Perdagangan, | 0 96 a7 120 | 121 | 144 | 145 i
balikan Koperast, Usaha Kecil dan
Meanengah
Koperast Rapat Anggota/Tahunan Koperasl |Koperasi tidak melaksanakan rapat anggotafrapat 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 72 73 120 | 121 | 168 | 189
tahunan Koperasl, Usaha Kecil dan
Menengah
Pengelolaan Koperasi Kecurangan pengelolaan koperasi, data fiktif, 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 72 73 120 | 121 | 168 | 168
melanggar ketentuan parkoperasian Koperasi, Usaha Kecil dan
Mensngah
Informasi Koperasi Menanyakan persyaratan cara mendirikan koperasi 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 36 37 54 55 90 H
atau informasi taln terkait koperasi Kaoparasl, Usaha Kecil dan
Menengah
Fasilitasi Pembuatan Akta Menanyakan bantuan biaya netasis pambuatan Akta 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 1] 96 97 120 | 121 | 144 | 145
Koperasi Koperasi, Usaha Kecil dan
tMenengah
UMKM Fasilitas Tempat JCH Pelaku usaha industri kreatif tidak mendapatkan 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, | 0 48 49 72 73 120 | 121
tempat di JCH Koperasl, Usaha Kecil dan
Menengah
Fasllitas Pemasaran Pelaku usaha tidak mendapat akses pemasaran 3 Dinas Parindustrian, Perdagangan, 0 96 97 120 | 121 | 144 | 145
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Jakpreneur Pengaduan terkait Informasi pendaRaran Program 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 48 49 72 73 120 | 121
Jakpreneur dan lainnya Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Perizinan Perizinan Bidang KUMKMP Informasi dan Keluhan Perizinan Jzin Usaha Mikro dan| 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 § 12 | 144 | 145 + 192 | 193
Kecil {IUMK) Pelayanan Terpadu Satu Pinty
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Acuan Variabel Waktu {dalam satvan jam)

Ho. Katagori Sub Kategorl Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot Kewenangan 100% B0% 0% 40%
Lurah] Camat Parangkat Dagrah Min | #ax [ Min | Max | Min | Max | Min | Max
18, |Penanaman Modal |Perizinan Perizinan Bidang Penanaman Informasi dan Keluhan Perizinan PMDN, PMA, dll 3 Dinas Penanaman Moedal dan 0 20 | 123 144 | 145 | 192 | 193
Medal Pealayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan P dan PTSP Layanan PTSP Infarmast dan Kefuhan Pelayanan Surat Domisili, 3 Dinas Penanaman Modal dan ] 120 | 121 | 144 | 145 } 192 | 193
Keluhan Pelayanan di Loket PM dan PTSP, Pungli Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan terkait pengajuan perizinan di Dinas PM dan
PTSP
18. [Kepemudaan dan [Fasilitas Olahraga Keluhan infrastruktur Olahraga Kerusakan infrastrukiur meliputi jalan, trotoar, 3 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 96 a7 120 | 121 { 144 | 145
olahraga pambalas jatan, saluran air, listrik, telekomunikasi, air
bersih, sampah, parparkiran dan lain-lain di sarana -
olahraga mifik Dinas Pemuda dan Olahraga (seperti:
GOR dan sejanisnya)
Keluhan Infrastruktur Clahraga Kerusakan infrastrukiur pada fasilitas olahraga di 3 Dinas Pemuda dan Clahsaga 0 98 97 120 | 121 [ 144 | 145
bawah pengelolzan Dinas Pemuda dan Olahraga
fingkat ringan (GOR, Lapangan Terbuka, dil)
Keluhan Infrastruktur olahraga milik swasta 2 Dinas Pamuda dan Qlahraga 0 72 73 | 120 | 121 | 1456 | 146
Penyalahgunaan fasilitas clabhraga 2 Dinas Pemuda dan Clahraga 0 72 73 120 | 121 | t45 | 146
indikasi penyalahgunaan retribusi pada GOR ) 2 Dinas Pemuda dan Qlahraga 0 72 73 120 | 121 | 145 | 146
Permohonan Alat Olahraga Permohonan bantuan zlat olahraga maupun 2 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 72 73 120 | 121 | 145 | 148
perbaikan alal olahraga seperti meja tenis meja, net,
ring basket, dii
Permohonan Fasilitas Olahraga Permahonan pembuatan fasllitas clahraga di 2 Cinas Pernuda dan Qlahraga 0 72 73 120 | 121 | 145 | 148
lingkungan masyarakat (Aspirasi Masyarakat). Conlch
Pembangunan Lapangan QOlahraga seperi Voliey,
Bulu Tangkis, dsb di lahan kosong
Keluhan penerbitan serlifikat Keluhan penerbitan sertifikat olahraga yang 2 Dinas Paemuda dan Olahraga 0 72 73 120 | 121 | 145 | 1486
olahraga yang disslenggarakan diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Keluhan terkait pelaksanaan event |Keluhan terkaitl pelaksanaan event olahraga rutin 2 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 72 73 120 | 121 | 145 | 146
olahraga rutin tahunan yang tahunan yang diadakan Dinas Pemuda dan Olahraga
diadakan Dinas Pemuda dan {Conteh : FORST, dll) o
Olahrana
Kepemudaan Bantvan Fasilitas Kepemudaan Permintaan bantuan prasarana dan sarana Karang 4 Dinas Sosial 1] 1688 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
; Taruna
Psembentukan Pengurus Karang Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan, 4 Dinas Soslal G 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 285
Tarzna Kecamatan, Kota danfatau Provinsi belum dibentuk
Keluhan Kegiatan Kepemudaan Keluhan terkait pelaksanaan pembinaan kepemudaan 2 Dinas Pemuda dan Olahraga 4] 72 73 120 | 121 | 145 | 146
{contoh : Pramuka, Paskibra, dan Organisasi
Keperudaan)
Perizinan Perizinan Bidang Kepemudaan dan (Informasi dan Keluhan Perizinan Bidang Kepemudaan 3 Dinas Penanaman Moedal dan 0 120 | 121 | 144 | 145 [ 192 | 193
Qlahraga dan Clahraga Palayanan_Terpadu Satu Pintu
20. |Stalistik Statistik Daerah Kebutehan Data Kebutuhan data statistik 2 Dinas Komunikasl, informatika dan 0 48 49 72 73 120 | 121
Statistik
Konfirmasi Data Konfirmasi data Statistik 2 Dinas Komunikasl, Informatka dan 0 48 49 72 73 120 | 129
Statistik
Data Laporan Penyelenggaraan Parmintaan data dalam LPPD '3 Biro Pemerintahan ] 120 | 121 | 182 | 193 | 216 | 217
Pamerintafian Daerah !
Statistik Pusat Kefuhan data statistik pemerntah  |Keluhan mengenal konten publikasi data statistik 3 Bire Pemerintahan 0 i68 | 169 | 192 | 183 § 216 | 217
pusat Pemerintah Pusat )
21, |Parsandian Parsandian Lain-lain Berbagal parmasalahan mengenai persandian 3 Dinas Komunikasi, Informatika dan o 48 49 72 73 120 | 121
Statislik
22. |Kebudayaan Keglatan Seni dan Budaya Info Kegiatan Seni dan Budaya Informasi terkait pertunjukan seni dan budaya 1 Dinas Kebudayaan 0 24 25 72 73 120 | 121
Keluhan pelayanan museum Pengaduan terkail pelayanan museum {(kebersihan, 3 Dinas Kebudayaan 0 72 73 96 97 120 | 121
keramahan pelayanan, keamanan, dsb) pada
museun-museuwn dJdi bawah pengelolaan Dinas
Rebudayaan
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Acvan Variabal Waktu {dalam satuan fam})

K
No. Kategori Sub Kategori Rincian Masatah Keterangan Rincian Masalah Bobot ewenangan 100% 0% 50% 0%
: Lurah | Camat Perangkat Daerah Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Kebudayaan Kegiatan Seni dan Budaya Keluhaa penyelenggaraan kegiatan |Pengaduan tarkait penyelenggaraan kegiatan seni 3 Dinas Kebudayaan 0 72 73 96 97 120 | 121
seni budaya budaya di tempal-tempat yang dikelola Dinas
Kebudayazn (PBB Setu Babakan, PKJ TIM, dan .
gedung-gedung pertunjukan di bawah UP GPS8)
Keluhan pelatihan seni budaya Pengaduan terkait penyelenggaraan pelatihan seni 3 Dinas Kebudayaan 0 72 73 96 o7 120 | 121
budaya yang diselenggarakan Dinas ,
Kebudayaan/Suku Dinas Kebudayaan
_|Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Keluhan ketidaksesuaian jam operasional di 1 {Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [ 0 48 49 72 73 | 120 | 121
. perpustakaan umum i : ) i i
Keluhan terkait penataan buku tidak sesuai susunan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 48 49 72 73 120 | 121
klasifikasi dan tidak rapi
Ketuhan belum adanya titik layanan perpustakaan 1 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan | 0 48 49 72 73 120 | 121
kelitingflayanan permaia
Keluhan belum adanya Katalog Penerbit 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 285
Belum tersedianya data update jumlah judul dan 3 Dinas Parpustakaan dan Kearslpan| 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
jurndah eksemnplas keleksi perpustakaan
Keluhan mengenai kerusakan koleksi bahan 2 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan| 0 72 73 96 97 120 [ t21
perpustakaan
Keluhat terkait dengan koleksi buku yang tidak 4 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan| 0 168 | 169 | 216 [ 217 | 264 | 265
tersedia
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Keluhan lembaga perpustakaan atas hasil Akreditasl 3 Dinas Perpustakaan dan Kearslpan| 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 285
Perpustakaan
Keluhan atas administrasi angka kredit pustakawan 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 168 | 169 [ 216 | 217 | 264 | 265
Keluhan atas penilaian apresiasi perpustakaan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| @O 48 49 72 73 120 | 124
Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) |Keluhan kurangnya sosialisasi pelaksanaan KCKR 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Keluhan terkait tidak adanya pstugas di reang KCKR 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 48 49 72 73 120 | 121
Sarana dan Prasatana Kurang bersihnya fasilitas ruang perpustakaan 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [ 0 72 73 96 a7 120 | 121
Keluhan terhadap rusaknya sarana dan Prasarana 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 120 | t21 | 144 | 145 | 192 | 183
fisik/gedung kategod ringanfsedang
Keluhan terhadap rusaknya sarana dan Prasarana 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 168 | 169 | 218 | 217 | 264 | 265
fisik/gedung kategesi berat
Pelayanan Perpustakaan Keluhan terkait sikap/penampilan petugas 1 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan| 0 48 49 72 73 120 | 121
perpustakaan
Keluhan atas kurangnya dukungan 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 72 73 26 a7 120 | 12i
kerjasamarkolaborasi keqiatan perpustakaan
Keluhan terkait koneksi internet bagl pemustaka di 1 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan| 0 43 49 72 73 | 120 [ 129
perpustakaan umum
Aptikasl perpustakaan tidak dapat digkses 2 Dinas Porpustakaan dan Kearsipan| 0 72 73 96 a7 120 121
24, |Kearsipan Kearsipan Kaluhan belum terlaksananya Keluhan PD/UKPD, BUMD, Organisasi Masyarkat dan 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan{ 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Sosiallsasi, Pembinaan, Konsuitas}, |Organisasi Palitik terkail dengan belum teriaksananya
Infermasl, dan Edukasi (KIE) serta |Sosialisasi, Pernbinaan, KIE dan Monev pengelolaan
Monitoring dan Evaluasi kearsipan
pengelolaan kearsipan
Pangelolaan Arsip ‘| Sulitnya penyerahan arsip InaktifiStatis 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 72 73 96 97 120 | 121
Rusaknya berkas arsip InaktifiStatis 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 72 73 86 o7 120 { 1214
Permohonan penitipanfpenyusutanirestorasi arsip 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
Sarana dan Prasarana Kurang bersihnya fasilitas ruang penyimpanan Arsip 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 72 73 96 97 120 | 21
Dinamis/Statis :
Keluhan terhadap rusaknya sarana dan Prasarana 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| ¢ 120 | 121 | 144 § 145 | 182 | 193
fisli/gedung kateqori ringan/sedang
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Acuan Varlabel Waktu {dalam satuan jam)

No. Kategorl Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot Kewenangan 00% 80% 60% 0%
Lurah | Camat Perangkat Daerah Min { Max § Min | Max | Min | Max | Min | dlax
Kearsipan Kearsipan Ketuhan terhadap rusaknya sarana dan Prasarang 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 168 | 169 | 216 | 217 | 264 | 265
fistk/gedung kategori berat
Pelayanan Bidang Kearsfpan Keluhan terkait sikap/penampilan petugas kearsipan 1 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan| 0 48 49 72 73 120 | 121
Kurangnya informasi tentang layanan kearsipan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 48 49 72 73 20 | 121
Kurang jolasnya prosedur pelayanan arsip dan 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 72 73 96 a7 120 | 12
pembayaran retribusi
Aplikasi kearsipan tidak dapat diakses 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan| 0 438 49 72 73 120 | 121
25, |Kelautan dan Pengolahan [kan Bau pengolahan ikan Bau dari lokasi pengolahan tkan 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan| 0 28 29 50 5i 72 73
Pearikanan dan Pertanian
Kebersthan pengelahan ikan Kebersihan di lokasi pengolahan ikan 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautanf 0 36 37 54 55 jels] 91
dan Pertanian
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  [Keluhan Fasilitas 721 Kerusakan prasarana dan sarana di lokasi 2 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan] 0 72 71 96 97 | 120 [ 121
dan Pertanian
Keluhan Timbangan TPI Timbangan yang curang 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan| 0 36 37 54 55 20 a1
dan Pertanian
¥eluhan Harga TPI Harga terlalu mahal 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan| 0 36 37 54 &5 80 a1
dan Pertanian
Keluhan Kelangkaan Stock Kelangkaan ikan i Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan{ 0 36 37 54 &5 90 91
dan Pertanian
- Keluhan Kualitas Stock Kuzlitas ikan yang buruk 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan| 0 36 37 54 55 o0 M
dan Pertanian
Permasalahan Tengkulak Keberadaan tengkulak 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan| 0 35 37 54 55 a0 91
dan Pertanian
Pungutan liar Pungutan liar di TRI 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan| 0 35 37 54 55 90 91
dan Pertanian
Parizinan Perizinan Bidang Kelautan dan Informasi dan keluhan perizinan Bldang Kelautan dan 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 [ 193
Perikanan Perikanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. |Pariwisata Tempat Wisata Keluhan Tempat Wisata Permasalahan infrastruktur meliputi Jalan, trotoar, 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi 0 72 73 96 97 120 | 124
: pambatas jalan, saluran afr, listrik, telekomunikasi, ai¢ Krealif
bersih, sampah, perparkiran serta pelayanan di
! kawasan wisata Jakarta (aniara faln Manas, Kota
Tua)
Keluhan penyelenggaraan acara Parmasalahan panyelenggaraan acara seni budaya di 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi o 72 73 96 a7 120 | 121
seni budaya di tempat wisata kawasan wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kreatif
Ekonomi Kreatif {antara tain Monas, Keta Tua }
Aksas Pintu Masuk dan Keluardi  [Akses Pintu Masuk dan Keluar di Kawasan Kota Tua 2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi 0 48 49 72 73 120 | 121
Kawasan Kota Tua : Kreatif
Simbol Penunjuk Arah di Kawasan |Simbol Penunjuk Arafi di Kawasan Kota Tua 2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi 0 48 49 72 73 | 20 | 124
Kota Tua Kreatif
Pangamen Liar di Kota Tua Pengamen liar memaksa meminta uang di Kawasan 3 Dinas Pariwisata dan Ekanomi 0 72 73 96 97 120 | 121
Kota Tua Kreatif
Dugaan Kriminalitas Kriminalitas di tempat hiburan {narkoba, prostitusi dan 3 Dinas Pariwisata dan Ekenomi 0 72 73 96 97 120 | 121
perjudian) Kreatif
Pelayanan Administrasi Administrasi Dinas Pariwisata dan  |Kesalahan surat menyurat, lambat, dil. 1 Dinas Pariwisata dan Ekenomi 0 36 37 54 55 &0 g1
Ekonomi Kreatif Kreatif
Kepegawaian Dinas Pariwisata dan |Keterdambatan penanganan administras! pegawai 2 Dinas Pariwisata dan Ekenomi 0 48 49 72 73 120 | 121
Ekonomi Kreatif {kenafkan pangkat, psnghargaan, dll.), keluhan Kreatif
| penempatan pegawai, permasalahan kedisipiinan
pegawai
) \Waktu Pencairan Transfer Melalui  |Pencairan Transfer Melalui Pinak Ketiga terlambat 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi 0 72 73 96 97 | 120 | 121
! Pihak Ketiga atau fidak terlaksana Kreatif
Prasarana dan Sarana Kantor Parmasalahan terkait prasarana dan sarana di 2 Dinas Pariwisala dan Ekonaml Q 43 49 72 73 120 | 124
Disparekraf gedung kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif
Anggaran dan Kegiatan Pariwisata [Keluhan atas kesalahan data terkalt anggaran atau 1 Dinas Pariwisata dan Ekanomi 0 36 37 54 55 a0 91
dan Ekonomi Kreatif kegiatan, kompenen belanja barangfjasa, masalah Kreatif
laparan keuangan dll,
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Kewenangan

Acuan Varlabel Waktu {dalam satuan jam)

No. Kategorl Sub Kategorl Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot 100% 80% 60% 40%
: . . . ' Lurah | Camat Perangkat Dagrah Min | Max | Min [ Max [ Min | Max [ Min | Max
Usaha Hiburan dan Rekreasi pelanggaran jam operasional usahatkeluhan pelanggaran Jam operasicnal usaha 2 Cinas Pariwisata dan Ekonoml 0 43 49 72 73 120 | 121
pariwisata pariwisata Kreatif
Pelanggaran gangguan kebisingan [keluhan gangguan suara bising dari usaha pariwisata 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi 0 12 73 96 97 120 | 121
: usaha panrwisata vang mengganggu lingkungan sekitar Kreatif
Urusan Graha Wisata Prasarana dan sarana penginapan |Keluhan kenyamanan selama menginap di Graba 2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi (] 48 49 72 73 120 | 121
1 Graha YWisata ' |Wisata terkait sarana dan prasana {saluran Air, AC, Kreatif
: : kamar Mand?, parkir dll) ' '
Perizinan : Pen’zin§n Bidang Pariwisata Informasi dan Keluhan perizinan Tanda Daftar Usaha 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 192 | 193
’ Pariwisata (TOUP Hotel, Restaran, Sar, DII) ! Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. [Perianian Rumah Potong Hewan Fasilitas Rusak Kerusakan prasarana dan sarana di lokasi 3 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan 0 96 97 120 | 121 144 | 145
dan Pertanian
Fasilitas Kotor Kebersihan dan sampah yang ada di lokasi 1 Dinas Katahanan Pangan, Kelautan 0 35 37 54 55 €0 91
dan Pertanian
Laporan Perawatan Temak Keluhan mengenai perawatan hewan sebelum dipotong 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelavtan 0 38 a7 54 55 20 91
dan Pertanian
Keberadaan Tengkutak Tangkulak daging 2 Dinas Ketahanan Pangan, Kelawtan 4] 48 49 72 73 120 | 121
dan Pedtanian
Laporan Proses Pemotengan Keluhan mengenai hewan yang sudah mati lama tetap 1 Dinas Kelahanan Pangan, Kelautan 1] 36 37 54 55 90 91
L dipotong dan Pedanian :
Laporan Bau ) Polusi udara (bau) dari rumah potong hewan 1 Dinas Kelahanan Pangan, Kefautan - 0 38 37 &4 55 20 o1
' dan Pedanian
. Laporan Limbah Limbah padat dan calr dari rumah potong hewan 3 Ginas Lingkungan Hidup Q 72 73 a3 84 94 95
Rumah Potorgg Hewan Pungutan liar Pungutan liar 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan 0 36 37 54 55 9 91
dan Pertanian
Hewan Tak Berpemilik - Laporan Hewan tak berpemilik Keberadaan hewan penular rabies, unggas dan hama 3 Dinas Kelahanan Pangan, Kelautan 0 72 71 i) 97 120 | 21
tanaman yang tidak berpemilik dan Pertanian
Hewan Peliharaan Keluhan hewan peliharaan Keluhan Keberadaan hewan peliharaan yang 3 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan ] 72 71 96 a7 120 | 121
menggangu menggangqu {(anjing, unggas dan hama tanaman) dan Pertanian
Perizinan Perizinan Bidang Pertanian Informasi dan keluhan Perizinan Bidang Pestanian 3 Dinas Pernanarnan Modal dan 0 120 | 121 | 144 | 145 | 182 | 193
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28. |Kehutanan Taman Fasilitas RTH Kotor Area jalyr hifau dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 36 37 54 85 20 ¢
ketor
Taman Tidak Terawat Tanarnan di taman, jalur hijau dan RTH lainnya tidak 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 1] 72 73 120 | 121 188 1 169
terawat ’
Tanaman mengganggu fungsl trotear [Keluhan tanaman yang menghatang guiding block 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ] 72 73 120 | 121 168 | 169
dan/atau jalur pejalan kaki (pemindaban pot tanaman)
Lamzu taman padam/rusak Keluhan mengsnai lampu taman padam/rusak daldm 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 1] 48 49 72 73 120 | 121
pengelclaan Dinas Pertamanan dan Hulaa Kota :
Laporan Sampait Sampah organik dan anorganik di taman 1 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 4] 36 37 54 55 90 91
Pot di RTH Pecah Pgt tanaman pecah harus diangkutiditersinkan 1 v ] 36 37 54 55 90 91
Pot Baru di RTH Penggantian pot tanaman yang pecaivrusak di RTH 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kola Q 72 73 120 | 121 168 | 169
datam pongelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Pohon Permohonan pangkas pohon Permohonan pangkas pohon di dalam area perumahan 2 v 1} 36 37 54 55 S0 o1
Pangkas Pohon Ranting pohon yang patahfrimbun periu dipangkas di area 1 Binas Partamanan dan Hutan Kota 1] 36 37 54 55 S0 9
] Jalur Hilau danfatau RTH .
Pohon Tumbang Pohon turnbang 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 72 73 120 121 168 169
Pemmintaan Tanam Pohon Meminta penanaman pohon 1 Dinas Perfamanan dan Hutan Kota 0 36 37 54 55 80 91
Tarnan Pemakaman Umum (TPU) {TPU Koter TP tidak terawat, kotor, dil 1 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 36 37 54 85 90 91
Lampu TPU padam/rusak Keluhan mengenai lampu TPU padamitusak 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 48 49 72 73 120 | 121
‘{Keluhan Pelayanan: Keluhan terkait pelayanan di TPU (sikap petugas, pungli, i 1 Dinas Perlamanan dan Hutan Kota 0 il 37 54 55 90 N
) dil.)
Taman Pemakaman Umum (TPU) [Makam Tidak Ditemukan Makam tidak diternukan oleh ahli waris 1 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 0 36 37 54 55 90 91
: : - |Area Makam Banjir Area Makam Banjir karena saluran yang menuju sungal 3 ! Dinas Sumber Daya Alr 0 72 73 108 | 109 | 186 | 181
tersumbat jumpur dengan lebar saluran antara 0 - 0,5 m
(L>0.5m) :
Satwa liar Satwa liar yang tidfak dilindungi (Ular , {Keluhan terkait dengan Satwa [lar yang tidak dilinduigi 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota o 48 49 72 73 120 { 121
Monyet den Biawak diluar area Privat [(Uiar , Monyet dan Blawak diluar area Privat dan tidak
dan fidak dikuasai pemilik) dikuasai pemilik}
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Kewenangan

Acuan Variabel Waktu (dalam satuan Jam)

HNo. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Bobot 100% 80% 80% . 40%
Lurah| Camat Perangkat Daerah Min | Max ] Min | Max [ Min | Max [ Min [ Max
Kehutanan Ruang Publik Tergadu Ramah RPTRA Kotor RPTRA kotor, tidak lerawat, banyak sampabh, 1 ¥ 0 36 37 | 54 55 90 91
. {Anak (RPTRA) coretanftempelan :
Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana RPTRA rusak 3 Y 0 96 97 121 122 146 | 147
Panyalahgunaan Fungsi Penyalahgunaan fungsi RPTRA 1 v 0 36 37 54 55 90 91
Keluhan Pelayanan RPTRA Keluhan terkait pelayanan RPTRA (jam buka-tutup, sikap 2 v 0 48 45 72 73 120 | 121
B petugas, diL.)
Omamen/Hiasan Kota Keluhan mengenal omamenvhiasan  |Keluhan mengeaai omamervhiasan kota (Jampu hias, jam 3 Dinas Pedamanan dan Hutan Kota Q 96 o7 121 122 | 146 | 147
kota di area publik yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan
Kota)
Parizinan Penzinan Bidang Kehutanan Informasl dan Keluhan Perizinan Bidang Kehutanan 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 | 120 | 121 |. 144 ] 145 | 192 | 193
' {Permohonan izin penabangan pohol,dil Pelayanan Terpadu Satu Pintu !
29. |Energi dan sumbar  [Energi Informasi Sertifikat Laik Operasi Permirtaan Informast mengenai persyaratan, Alur 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 0 72 73 g8 97 1206 | 121
daya mineral (SLO) ’ Pengurssan Sertifikat Lailk Operasi (SL.Q) dan Lembaga Energi
Inspeksi Teknis {LIT) .
Bazhan Bakar Minyak Keluhan BBA/SPBU Keluhan terkait ahan bakar minyak {langka, harga lebih 3 Biro Pemerintahan 0 168 | 169 [ 192 | 193 | 216 | 217
mahal, imbangan SPBU curang, dil.}
Bahan Bakar Gas Keluhan 88G/Agen Keluhan terkait bahan bakar gas {langka, harga lebih 3 Biro Pemerintahan 0 168 | 189 | 192 1 193 | 216 | 217
raahal, isi tidak sesual, dil.)
Perizinan Perizinan Bidang Erergi dan Sumber |informasi dan Keluhan Perzinan Bidang Energi dan 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 120 { 121 144 145 | 192 | 193
Daya Mineral Sumber Daya Mineral Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30. |[Perdagangan Perdagangan Keluhan Harga Kebutuhan Bahan Pengaduan terkait harga kebutuhan bahan pangan pokeok 3 Oinas Perindustrian, Perdagangan, 0 72 73 1] a7 126 ] 121
Pangan Pokok di Pasar vang teralu tinggl Koperasi, Usaha Kedil dan Menengah
Fasilitasi Pameran Pengaduan terkait pelaku usaha tidak ditkutsertakan pada 2 Dinas Perindustrian, Pérdagangan, a 48 49 72 .73 120 { 121
avent pameran Koperasl, Usaha Kecil dan Menengah
Layanan BUMD Keluhan terkait layanan BUMD 3 Badan Pembinaan BUMD 0 56 97 144 | 145 | 192 { 193
Pengawasan Pengawasan perizinan perdagangan (Pengaduan terkait Kawasan Dilarang Merekek (KDM) di 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 1} 72 73 3] a7 120 | 121
mall dan Penjualan Minuman Berakoha! Kaperasl, Usaha Kecil dan Menengah
Pangawasan penzinan perdagangan  [Pengaduan masyarakat terkait legalitas usaha 3 Dinas Parindustrian, Perdagangan, \] 72 73 96 97 120 | 121
perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pangav/asan barang sesuai NI Psngaduan terkait barang yang beredar di pasar modem 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 72 73 96 97 120 | 121
dan pasar tradistonal sasuai SNI Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kecurangan alat ukur Dugaan kecurangan alat ukur metrologi (timbangan, 3 Dinas Perindustrian, Pardagangan, 0 72 73 95 97 120 | 121
SPBU, meter air, KWH listrik, argo taksi, dil.) Koperasl, Usaha Kecil dan Menengah
Kefuhan Konsumen terkait sengketa  |Sengketa Konsumen berdasarkan jenis Barang dan Jasa 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 72 73 895 97 120 | 121
produk (BPSK) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Parizinan Perizinan Bidang Pardagangan Informasi dan Keluban Perizinan SIUP, TDP, 1zin Toko 3 Dinas Penanaman Modal dan 0 920 | 421 | 144 | 445 { 182 | 193
Swalayan (Minimarket, Supermarket, DIl Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. |Pedndustrian industd Kecii dan kenengah Info 1KM Informasi mengenai |Ki 1 Dinas Perindustrian, Perdaganrgan, 0 72 73 96 97 120 | 121
Koperasi, lIsaha Kecil dan Menengah ’
Perdampingan IKA Parmintaan fasilitasi untuk IKM {pameran, pelatihan, 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 0 48 49 72 73 120 | 121
akses modal, dil.) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Keluhan Perijinan IKM Keluhan terkait IKM (periziran, pemasaran, dli) 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Q 48 49 72 73 120 | 121
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
32. [Transmigrasi Transmigrasi Info Program Informasi mangenai program transmigrasi 2 Ginas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 0 72 73 98 97 120 | 121
Energi ’ :
Keluhan Program Keluhan terkait program transmigrasi 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 4 72 73 .| 96 97 120 121
Enargi ' ‘ :




E. RINCIAN KRITERIA KETUNTASAN ATAS TINDAK LANJUT PENGADUAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKAS] CRM

. v Bobot
No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah : Kewenangan : Kriteria Ketuntasan
: ) Lurah | Camat Perangkat Daerah
1. |Pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) / Kartu|Informasl KJP/KJIMU Informasi mengenai KJPKJIMU 2 Dinas Pendidikan NarastPemberian Informasi KJPKJMU yang dapat
Jakarta Mahasiswa Unggul dlakses publik
IMU) . ... |Kesulitan Mendapal KJPIKJMU " |Kesvlitan mendafiarimendapatien KIP danfetan KiMU 7 |72 | Dinas Pen Naraslipemberian Informas tentang
: ! tahapan/prosedur pendaftaran untuk mendapatkan
' |K3P dan/atau KIMU
KJIPAIMU tidak dapat digunakan  |KJPKJIMU bermasalah {tidak dapat digunakan) 2 Dinas Pendidikan Pamberian informasi bahwa penerima KJPAKIMU
dapat memanfaatkan Karty ATM
Kesalahan Data Kesalahan data penerima KJPAJMLU 3 Dinas Pendidikan MNarasifPanjelasan terkait dengan Data penerima
KJPKJIMU sesual dengan aduan
Kesalahan Penerima Kesalahan panerima KJPKJMU 3 Dinas Pendidikan NarasUPenjelasan penerma KJP/AKJMU fidak tepat
sasaran sesual kritesia yang telah ditentukan
Penyelewengan Dana Penyelewengan dana KJPAJIMU 3 Dinas Pandidikan Malakukan pengecekan untuk mamastikan
! kebenaran penyelewengan dana KJP/KIMU dan
i Pembiokiran KJPKJMU
Pendaftaran peserta didik Pendaftaran Sekolah Keluhan mengenai proses pendaftaran 2 Dinas Pendidikan Pemberian Informasi terkait dengan petunjuk
sekolah/Penerimaan Peserla Didik Baru (PPDB) ; teknis PPOB dan tersosialisasikan kepada
magyarakat
Zonasi Sekolah Keluhan mengenai Zonasi sekolah 2 Dinas Pendidikan Adanya penetapan dan terinformasikannya Zanasi
PPRB
Anak Potus Sekalah Anak putus sekolah 2 Dinas Pendidikan Adanya data anak putus sekolah dan
penanganannya
Gedung sekelah Bangunan Rusak Gedung sekolah rusak 3 Dinas Pendidikan Penjelasan sesual dengan aduar/Adanya prioritas
penganggaran rehab gedung sekafah
Fasilitas Sekalah Rusak/Kurang Fasilitas sekolah tidak lengkap/rusak 2 Dinas Pendidikan Foto terpenuhinya fasilitas sekclah yang memadai
sasuai dengan aduan
Tenaga kependidikan Perilaku Guru/Staf Perilaku guru/staf sekelah 2 Dinas Pendidikan Adanya proses pembinaan terhadap gurufstaf
) sekolah dan penegakan disiplin
Cara Mengajar Keluhan mengenai cara guru mengajar 2 Dinas Pendidikan Adanya supervisi kelas oleh tim supervisi seketah
dan pengawas sekolah/Fote pelaksanaan supervisi
Keonfiik Sekolah & Wali Konfiik antara sekalah dengan orang tua murid 2 Dinas Pendidikan Adanya mediasi antara sekclah dengan orang tua
murid untuk menyelesaikan masalah
Pungutan Sekalzh Pungutanfiuran kepada orang tua murid 2 Dinas Pendidikan Tidak terdapat pungutan tar kepada orang tua
: : murigd dan penegakan disiplin seda penjelasan
sesuai dengan aduan
Bantuan pendidikan Informasi BOP/BOS Informasi mengenai BOP/BOS 2 Dinas Pendidikan Adanya papan/media informasi tentang BOP/BOS
di sekolah
Bantuan Siswa Bantuan kepada siswa tidak mampu 2 Dinas Pendidikan Memastikan siswa kurang mampu mendapatkan
KJP '
Info Beasiswa Informasi beasiswa 2 Dinas Pendidikan Adanya informasi dart berbagal sumber tentang
beasiswa kepada seluruh slswa dan masyarakat
. |Info Biaya Sekelah Infarmasi mengenai biaya {iuran) sekolah 2 Cinas Pendidikan '|Adanya informasi tentang biaya (iuran) pendidikan
- : di sekolah-sekolah swasta
ljazah Ditahan ljazah ditahan pihak sekalah 2. Dinas Pendidikan Adanya koordinasi penyelesaian penahanan
. iiazah oleh pihak sekolah swasta
Permasalahan siswa Perilaku Siswa Perilaku siswa terhadap gurufstaf sekolah - ! 2 Dinas Pandidikan Adanya tala tertib dan penegakan tata tertib di

sekolah :

Anak sekolah berada diluar Jam sekolah/izolos

Satuan Polisi Pamong Praja

Dokumentasi kegiatan pengecekan lapangan di

Igkast sesual laporan -
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No. Kategori Sub Kategorf Rincian Masalah Keterangan Rincfan Masalah Kewenangan_ Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah i
Pendidikan Permasalahan siswa Konflik Siswa Kanflik antar siswa 2 Dinas Pendidikan Tidak terdapat bullying di lingkungan sekolah dan
tindakan cepat bila terjadi bullying di lingkungan
sekclah
Tawwuran Pelajar Tawuran pelajar 2 Dinas Pendidikan "I Tidak terdapat tawuran antar pelajar dan adanya
tindakan cepat bila terjadi tawuran
Pendidikan Anak Usia Dinl Info PAUD Informasi mengenai PAUD 2 Dinas Pendidikan Pemberian informasi tentang pelaksanaan
~{{PAUD} - : ’ keglatan PAUD
Pembinaan PAUD&PKEM Pembinaan penyelenggaraan PAUD dan PKBM 2 Dinas Pendidikan Adanya progam pembinaan penyslenggaraan
PAUD dan PKBM secara berieniang
Bantuan untuk PAUD&PKBM Permohonan bantuan untuk PAUD dan PRKBM 2 Dinas Pendidikan Adanya Informasl tentang jenis-jenis bantuan
untuk penvelenggaraan PAUD dan PKBM
Prasarana PAUD/TPA Keluhan terkait prasarana TPA yang berada di Gedung 3 Biro Umum dan Administrast Folo hasit perbaikan sesvai dengan
Balaikota Sekretariat Daerah aduan/Penjelasan hasil keordinasi sesuai dengan
aduan
Keluhan terkaut prasarana TPA yang berada di Kantor 3 Kota/Kabupaten Administrasi Foto hasil perbatkan sesuai dengan
Walikota/Bupati aduan/Penjelasan hasil keordinasi sesuai dengan
aduan
Keluhan terkait prasarana TPA yang berada di Kantor ¥ Foto hasil parbaikan sesual dengan
Kecamatan aduan/Penjelasan hasil koordinasi sesuai dengan
aduan
Keluhan terkait prasarana TPA yang berada di Kantor 3 Y Foto hasil perbaikan sesuai dengan
Kelurahan aduan/Panjelasan hasil koardinasi sesuai dengan
aduan )
Sertifikasi guru Info Sertifikasi Informasl mengenai sertifikasi gura 2 Dinas Pendidikan Penjelasan/informasi tentang persyaratan untuk
mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi guru
Dana Sertifikasi Pencairan dana serifikasi guns 2 Cinas Pendidikan Penjelasanfinformasi tentang waktu
penvyaluran/pencairan dana sertifikast gury
Kurikulurn dan Keglatan Sekolah iKeluhan Kurikulum Keluhan terkait kurikulum atau pelajaran 2 Dinas Pendidikan Penjelasanfinformasi tentang pelaksanaan
kurikulurn_sesuai kzlender pendidikan
Keluhan Peraturan Sekolah Keluhan terkait peraturan sekolah 2 Dinas Pendidikan Penjelasanfinformasi dan sosialisasi tentang tata
. tertib sekolah seria adanya ruang masukan dari
: masyarakat
Info Extra&intra Kurikuler Informasi terkait kegiatan intra dan ekstra kurikuler 2 Dinas Pendidikan Penjelasan mengenal program ekstra dan Intra
kusikuler yang terinformasikan kepada masyarakat
Peritaku Guru ke Siswa Keluhan terkait perilaku guru terhadap siswa 2 Dinas Pendidikan Adanya penjelasan dan bukii tindak lanjut
Disiplin Pegawai Pelanggaran Disiplin Pegawai 2 Dinas Pendidikan Adanya penjelasan dan bukii tindak lanjut
Fasilitas pendidikan mitik Fasilitas Pendidikan Swasta dan  |Permasalahan prasarana, sarana, kebarsihan, keamanan, 3 Biro Pemerintahan Panjelasan hasil kocrdinasi yang telah dilakukan
pemsrintah pusat/swasta Pusat pelayanan, perparkiran dan Tain-lain di fasilitas pendidikan dengan pihak terkait sesuai dengan aduan yang
. yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atauSwasta disampaikan
Perizinan Perizinan Bidang Pendidikan Informasi dan Keluhan terkait Perizinan Bidang Pendidikan 3 Dinas Penanaman Modal dan Ternformasikannya status Perizinan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rekomendasi Penalitian Informasi dan Keluhan psrmohonan Rekomendasi 3 Dinas Penanaman Modal d.an Tesinformasikannya status Perizinan
Penelitian Pelavanan Terpadu Satu Pintu
2 |Kesehatan [Jaminan Kesehatan Naslonal Infermasi Kepesertaan JKN berupa |Informasi mengenai KIS/BPJS Kesehatan 2 Dinas Kesehatan - Penjelasan meagenai SOP/pangumuman
(JKN) berupa Kartu indonesla KIS/BPJS Kesehatan . mangenai KIS/BPJS Kesehatan
Sehat (KISYBPJS Kesehatan Keluhan Kepesertaan JKN berupa [Belum terdaftar sebagai peserta KIS/BPJS Kesehatan 2 Dinas Kesehatan Penjelasan/pemberian informasi ferkait
KIS/BPJS Kesehatan persyaratan peserta KIS/BPJS Kesshatan
Keluhan terkait pelayanan peserta BPJS 3 Dinas Kesehatan Penjelasan sesuai dengan aduan yang
i disampaikan
Peserta PB1 APBD Pindah ke KIS/BPJS Mandiri 2 Dinas Kesehatan Pemberian infermasl mengenai informasi proses

pemindatan kepesertaan PBI APED Pindah ke
KISBPJS Mandird
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No. Kategorl Sub Kategord Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Parangkat Daerah
Kesehatan Jaminan Kesehatan Naslonal Keluhan Kepesertaan JKN berupa  [Peserta KIS/BPJS Mandid Pindah Ke PBI APED 3 Dinas Kesehatan Pemberian Informasi mengenai informas! proses
(JKN) berupa Kartu Indonesia KIS/BP.JS Kesahatan ! pemindahan kepersertaan KIS/BPJS Mardiri
Sehat (KISYBPJS Kesehatan : Pindah Ke PBI APBD
. . Keluhan ferkait kepesertaan JKN dalam KIS/BPJS 2 Dinas Kesehatan Pemberian informasi sesual dengan aduan yang
Kesehatan (PBl APBD) disampalkan
Kesalahan Data Kesalahan data JKN (PBI/APBD) 2 Dinas Kesehatan Pemberian informasi
Kelihan Pelayanan JKN - Keluhari terkalt pelayanan kesthatan penerima JKM 3 Dinas Kesehatan - tPgmberian informast
Dremam Berdarah Dengue (DBD) |Demam Berdarah Dengue (DBD)  |Pencegahan DBD melalui PSN 2 ¥ Penjelasan dan Foto pelaksanaan PSN
Permintaan fogging karena adanya kasus DBD 2 Dinas Kesehatan Penjetasan Prosedur Pengajuan Fogging atau foto
pelaksanaan fogaing
Sarana Jumantik Sarana Petugas Jumantik kurangftidak memadai 2 V Penjelasan hasil koordinasi / pemenuhan sarana
Petugas Jumantk
Keluhzn Jumantik Petugas Jumantk fidak rutin melakukan PSN i ¥ Melakukan pambinaanfteguran kepada Petugas
Jumantik/feto/pemberian penjelasan sesual
dengan aduan
Posyandu Keluhan Posyandu Kurangnya anggaran PMT dan/atau sekretariat Posyandu 2 K Penjelasan / pemberian informasi
Imunisasi Keluhan Imunisasi Keluhan terkait imunisasi 2 Dinas Kesehatan Penjelasan / pemberian informasi
Puskesmas Keluhan Petayanan Keluhan terkait pelayanan di Puskesmas 2 Dinas Kesehatan Memberikan pembinaan/ pengarahan/ tequran
Keluhan terkait pelayanan Serifikat Layak Kawin 2 Dinas Kesehatan Pemberizn Informasi tahapan/proses pengurusan
Sedifikat Layak Kawin
Keluhan Fasilitas Keluhan terkait prasarana dan sarana di Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Foto hasil perbaikan atau pemenuhan sarana dan
kategori ringan prasarana
Keluhan terkait prasarana dan sarana di Puskesmas 4 Dinas Kesehatan Penjelasan / pemberian informasi sesual dengan
kategori sedang/berat aduan
Akses Puskesmas Akses menuju Puskesmas {Jalan semplt, tidak masuk 4 Dinas Kesshatan Penjelasan / pemberian infarmasi
mobil}
RSUD Keluhan Pelayanan Kaluhan terkait pelayanan di RSUD 2 Dinas Kesehatan Penjetasan / pemberian informasi sesval dengan
aduan
Keluhan Fasilitas Keluhan terkai{ prasarana dan sarana di RSUD 4 Dinas Kesehatan Foto hasil perbaikan atau pemenuhan sarana dan
prasarana/Penjelasan sesuai dengan aduan
Ambulans Gawal Darurat - |[Keluhan Fasilitas Ambulans Keluhan terkait penggunaan Ambulans ! 2 Dinas Kesehatan Penjelasan / pemberan informasi
Pendataan kesehatan Pendataan Gizi Buruk Pendataan terkatt anak gizi buruk 1 v Panjelasan dan informasi terkait dengan
pendataan Gizi Buruk
Fasilitas kesehatan miitk Palayanan Kesehatan di Rumah Permasalahan prasarana, saranz, kebersinan, keamanan, 4 Dinas Kesehatan Penjelasan / pemberian Infermasi hasil koordinasi
pusatswastalklinik swasta Sakit Swasta/Klinik Swasta pelayanan, perparkiran dan lain-lain di fasilitas kesehatan terkait dengan aduan
yang dikelola oleh swasia .
Fasilitas Kesehatan milik Swasta  |Parmasalahan prasarana, sarana, kebersthan, keamanan, 3 Birc Pemarintahan Penjelasan hasil koordinasi dengan plhak Rumah
dan Pusat pelayanan, perparkiran dan lain-lain di fasilitas kesehatan Sakit Vertikal millk Pemerintah Pusat/Swasta
vang dikelola oleh pemerintah pusat (RSCM, RS sesuail dengan aduan yang disampaikan
Fatmawali, RSPAD, RS Dharmais, RS Harapan Kita)
Perizinan Perizinan Bidang Kesehatan informasi dan Keluhan terkait Perizinan Bidang Kesehatan 3 Dinas Penanaman Medal dan Penjelasan prosedur perizinan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terinformasikannya status perizinan
3. [Pekerjazan Umum dan  [Jalan Jalan rusak dan berlubang Keluhan terkait dengan jalan rusak dan berubang 2 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangary Koordinasi/Féto findak lanjut/
Penataan Ruang Tindak Lanjut Sementara/Naras!
Keluhan jalan rusak di Kawasan [Jalan rusak di lokasi yang merupakan kewenangan 3 Biro Pemerintahan Penjelasan hasil koordinasi dengan pihak terkait’

‘{Pemerintah Pusat dan Swasta

Pemeriniah Pusal dar/atau swasta (seperti area dalam
Kawasan GBK, Kawasan Kemayoran, pslabuhan, bandar
udara, jalan 10f, kawasan PT KA, Mabes TNUPolr, pusat
perdagangan, perkantoran, sarana ibadah khusus, dll)

sesual dengan aduannya
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No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah
Pekerjaan Umum dan  [Jalan: Keluhan jalan rusak di Keluhan terkait jalan rusak di area/kawasan yang dikelcla 3 Badan Pembinaan BUMD Narasl/penjelasan sesuai dengan aduan dan Foto
Penataan Ruang areafkawasan yang dikelola oleh  |aleh BUMD ’ hasil tindak lanjut aduan
BUMD
Keluhan jalan rusak di Kawasan Jalan rusak di Taman Kota, Hutar Kota, TPU 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |Penjelasan, Informasi/Foto hasij tindak lanjut
Ruang Terbuka Hilau {RTH)
Bergelombang, Relak, Ambles Jatan bergelombang, retak danfatau ambles 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangary Koordinasi/Foto tindak lanjut/
: . Tindak Lanjul Sementara/MNarasi
Separator/Kanstin Kotor Kanstin/separator pembatas jalan kotor, bergeser, banyak 1 ¥ ; Fofo hasil indak lanjut sesual dengan lokasi aduan
coretan dan penjelasan
Separator/Kanstin Rusak Kanstin/Separator rusak, MCB di Jalur Busway rusak 2 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/ Keordinasi/Folo tindak lanjul/
Tindak-Lanjut Sementara/Narasi
Proyek Mangkrak Proyek pelebaran jatan mangkrak 4 Dinas Bina Marga Foto Berita Acara/ Klanfikas Narasi
Ganguan dan Sisa Proyek Sisa Proyek Sisa proyek pembangunan/pelebaran jalan menimbulkan 2 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/ Keordinast/Foto tindak lanjut/
sampah Tindak Laniut Semeaniara/MNarast
Gangguan dan sisa proyek BUMD  [Keluhan terkait dengan gangguan dan sisa proyek dibawah 3 Badan Pembinaan BUMD Naraslpenjelasan sesuai dengan aduan dan Fote
pengelolaan BUMD hasil perbaikan tindak lanjut aduan
Jembatan Jembatan Penyebrangan Orang JPO darvatau halte kotor, ada sampah, coretanitempelan, 1 N Foto hasil tindak lanjut sesuai dengan lokasi aduan
[JPOYHalte Kotor material sisa spanduk, dil. dan penijelasan
Jembatan Rusak Ringan Jembatan rusak ringan (eg. Lubang di Jalan, cat sandaran 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/ Koordinasi/Foto tindak lanjut/
pudar, fonengan rusak, expantion joint rusak) Tindak Lanjut Sementara/Narasi
Jembatan Rusak Berat Jembatan rusak berat (eg. Jalan Lengsor, amblas; 4 Dinas Bina Marga erifikasi Lapangan! Kajian Anggaran/
Substructure (Pondasl, Abutment dan Pier} rusak) Kocrdinast/Foto tindak lanjuy/ Tindak Lanjut
Sementara/Marasi
Jembatan Penyebrangan Crang JPO dan/atau halte rusak 2 Dinas Bina Marga Verifixasi Lapangan! Keordinas/Foto indak lanjut/
{JPOVHaite Rusak . Tindak Lanjut SemsntaraMarasi
Permintaan Jembatan Permintaan warga yang membutuhkan JPQ danfatau haite 4 Dinas Bina Marga Verifikas! Lapangan/ Kajian Anggaran/
Penyebrangan Crang {JPO)Halte KoordinastFoto tindzk lanjut/ Tindak Lanjut
SementaraMarasi
Trotoar Trotoar Berlubang Trotoar berubang 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangary Keordinasi/Foto tindak lanjut/
Tindzk Lanjut Sementara/Narasi
Guiding Block (Disabilitas) Tretoar belum ada guiding block atau guiding Block rusak 3 Dinas Bina Marga . Verifikasi Lapangan/ Keordinasi/Foto tindak lanjut/
‘ Tindak Lanjut Sementara/Marasi
Tutup Saluran Tutup Sa'uran Bergeser Tutup safuran bergeser 1 v Foto hasil tindak lanjut sesuai dengan lokasl aduan
‘ : dan penielasan
Tuiup Saluran Rusak/Hilang Tutup saluran U-Ditch/Crossing saluran (Gril manhole) 3 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbaikan/menggantl tutup saluran
pecah/rusak atau hilang dengan menyertakan bukti fote dan keterangan
dari hasil tindak lanfut
Tutup saluran (L. <1m ) Vangkom/Manhols Utilitas 2 Dinas Bina Marga Foto hasil tindak lanjut sesuai dengan Jokasi aduan
pecahirusak atau hilang dan penjelasan
Saluran Afr, Kali’Sungai Tersumbat Sampah/Lumpur Saluran air tersumbat sampahlumpur dengan lebar antara 1 A Foto hasil tindak [anjut sesual dengan lokasi aduan
0-0,5meter {L50,5m) dan penjelasan
Saluran air tersumbat sampahlumpur dengan lebar antara 3 Dinas Sumber Daya Air Melakukan pengurasan saluran dengan
0-05m (L>05m) menysartakan bukii foto dan keterangan dar hasit
tindak lanjut
TaliiMulut Air Tersumbat Tali air dan mulut air fersumbat sampah atau pasirfianzh 1 Dinas Bina Marga Foto hasil tindak lanjut sesuai dengan lekasi aduan
dan penjelasan
Tersumbat Pipa/Kabel Saluran air tersumbat pipa atau kabel jaringan utilitas 3 Dinras Bina Marga Verifikasi Lapangan/ Koordinasi/Foto tindak lanjut/

Tindak Lanjut Sementara/Narasi
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No. Kategori Sub Kategort Rinclan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Peranakat Daerah
Pekerjaan Umum dan  |Saluran Alr, KalifSungai Normafisasl Sungal Daya tampung Kali/Sungai belum maksimal, Sungaikali 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan pembangunan/ perbaikan daya
Penalaan Ruang C belum di sheet pilefiurap atau dinding Kall/sungai butuh tampung kali atau sungai yang belum maksimal,
penguatan, sungalfkali mengalami pendangkalan Sungai/kali yang belum di sheet pilefturap atau
dinding kali atav sungai butuh penguatan dan
sungal atau kali mengalami pendangkalan dengan
menyertakan bukti folo dan keterangan dari hasil
tindak tanjut
Sheet Pile/ Rusak Sheet Pile/Turap KalVSungai Rusak atau Roboh 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbatkan Sheet pile kalifsungai rusak
atau roboh dengan menyerigkan bukti fote dan
keterangan dari hasil tindak lanjut
Pempa Stasioner Rusak Pompa stasioner tidak berfungsi (Pompa rusak, Genset 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbaikan pompa stasioner yang rusak
rusak, dii.} dengan menyertakan bukii foto dan keterangan
dand hasil tindak lanjut
Pintu Air Tidak Berfungsi Pintu air tidak berfungsi karena rusak dan butuh perbaikan 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbaikan pintu alr dengan
menyeriakan bukti foto dan keterangan dari hasil
. . tindak lanjut
Belumn Ada Pintu Air Belum tersedia pintu air, padahal keberadaan pintu air 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan pemasangan pintu air pada lokasi
dibutuhkan uniuk menghindari banjir . dengan menyertakan bukti foto dan keterangan
dari hasil tindak lanjuf
Turap Waduk Rusak/Reboh Turap Waduk mengalami kerusakan atau longsor 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan parbaikan turap waduk dengan
menyerakan bukti fote dan keterangan dari hasil
tindak lanjut
Pendangkaian Waduk Waduk mengalami pendangkalan yang mengakibatkan 4 Dinas Sumber Daya Alr Melakukan pengerukan pada waduk dengan
daya tampungnya tidak sesuai dengan yang direncanakan menyertakan bukd fote dan keterangan dari hasil
tindak lanjut
Pompa Mobile Rusak Pompa moblle tidak dapat berfungsi karena mengalami 4 Dinas Sumber Daya Alr Melekukan perbaikan pompa mabile yang rusak
kerusakan dan membutuhkan perbaikan dengan menyertakan bukti foto dan keterangan
dari hasil tindak lanjut
Saluran Rusak Saluran air tidek berfungsi secara maksimal dan 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbatkan saluran rusak dengan
membahayakan karena mengalami kerusakan, seperti: menyertakan bukti folo dan keterangan dar hasi
. dinding saluran roboh/ tutup saluran rusak . tindak lanjut
Belum Ada Saluran Air Di lokasi tersebut tidak tersedla saluran air, sehingga air 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan pembangunan saluran dengan
hujan menggenangi jalan menyerlakan bukti foto dan keterangan darl hasil
tindak lanjut
Alat Berat Tidak Berfungsl Alat berat tidak berfungsi karena mengalami kerusakan 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbaikan alat berat dengan
dan membutuhkan paerbaikan menyertzkan bukii foto dan keterangan dari hasil
tindak laniut
SWRO (Sea Water Reverss SWRO tidak mampu mempreduksi air bersih karena rusak 4 Dinas Sumber Daya Air Meltakukan perbaikan SWRO dengan menyertakan
Csmosis) Rusak dan membutuhkan perbaikan : bukti foto dan keterangan dari hasil tindak lanjut
BWRO (Backrish Water Reverse  [BWRO tidak mampu memproduksi alr bersih karena rusak 4 Dinas Sumber Daya Air jMetakukan perbaikan BWRC dengan menyertakan
Osomosis) Rusak dan membutuhkan perbaikan bukti foto dan kelerangan dari hasii tindak lanjut
iPAL {Instalasi Pengolahan Air IPAL yang menjadi kewenangan Dinas SDA lidak berfungsl 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbaikan IPAL dengan menyertakan
Limbah} Rusak karena mengalami kerusakan bukti foto dan keterangan dari hasil tindak lanjut
Tanggul Pengaman Pantai Rusak | Tanggul pengaman pantai yang mencegah air rob 4 Dinas Sumber Daya Air Melakukan perbaikan tanggul perngaman pantai
mengalami kerusakan/kebocoran dengan menyertakan bukti foto dan keterangan
dari hasil findak lanjut
Keluhan Saluran air tersumbat Saluran air tersumbat sampahflumpurfsedimen di lokasi 3 Biro Pemerintahan Penjelasan hasil koordinasl dengan pihak terkaii

sampah/lumpur/sedimen di
Kawasan Pemerintah Pusat dan
Swasta

yang merupakan kewenangan Pemeriniah Pusat dan/atau
swasta (seperi area dalam Kawasan GBK, Kawasan
Kemaycran, pelabuhan, bandar udarz, jalan tol, kawasan
PT KAl, Mabas TNIPolA, pusat perdagangan, perkantorar,

sarana ibadah khusus, dll}

sesual dengan aduan
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No., Kategorl Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kritaria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daarah :
Pekerjzan Umum dan  |Saluran Air, Kal/Sungai Keluhan Saluran air tersumbat Saluran alr tersumbat sampahumpur/sedimen gi 3 Badan Pembinaan BUMD Narasi/penjelasan sesuai dengan advan dan Foto
Penataan Ruang sampah/sedimen dl areafkawasan |areaikawasan yang dikelola oleh BUMD hasil tindak lanjut advan
yang dikelola oleh BUMD
Keluhan Saluran afr tersumbat Saluran air tersumbat sampah/sedimen di Taman Kota, 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota [Penjelasan, InformasifDokumentast hasil tindak
sampah/sedimen di Kawasan Hutan Kota, TPL fanjut pengaduan
Ruang Terbuka Hifzu {RTH)
Sumur Resapan Tidak Ada Sumur Resapan Tidak ada sumurresapan 3 Dinas Sumber Daya Air Penjelasan terkait dengan tahapan pengajuan
sumur resapan
Informas! Sumur Resapan Parmintaan kajian dan konsultasi sumur resapan 4 Dinas Sumber Daya Air Penjelasan terkait tahapan/prosedur terkait dengan
kaitan dan konsultasi sumur resapan
Perawatan Sumur Resapan Perbafkan sumur resapan 3 Dinas Sumber Daya Air Penjelasan terkait dengan pelaksanaan pesbaikan
sumur resaparvfoto hasil perbaikan sumur resapan
Jaringan Listrik Tiang PJU/Gardu Listrik Kotor Merapikan fiang PJU/Gardu Listrik yang kotor, banyak 1 iy Foto hasil tindak lanjut sesuai dengan kokasl aduan
coretanitempelan dan penjelasan
Tiang PJU Rusak Tiang PJU miring atau roboh perlu diganti 3 Dinas Bina Marga Vesfikasi Lapangan/Keordinasi/Posisi Tiang
; Normal Kembali
Arus bocor pada tiang PJU Ada aliran listrik bocor pada tiang PJU yang berbahaya bila 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangar/Koordinasi/Jaringan Normal
tersentuh Kembali {Tiang Tidak Nyetrum}
Permohonan lampu PJU Usulan penambahan titik lampu dar masyarakat 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangar/ proses
' PenganggaranfKocrdinasi dengan Sudin Terkait
Lampu PJU menyala siang hari Larpu PJU menyata dilivar jam operasioanal {18:00 s.d 3 Dinas Bina Marga Verifikasl Lapanganflampu Menyala pada Jam
06:00) : Normal
Lampu PJU Padam atau rusak Lampu PJU padam matam hari 3 Dinas Bina Marga Verifikas! Lapangan/Lampu Menyala Kembali
Lampu PJU Padam afau nisak pada Jembatan 3 Dinas Bina Marga Verifikasi lapangan/l.ampu Menyala Kembali
penyebrangan grang {(JPCH
Lampu PJU Padam atau rusak pada Fly aver (FO) 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/Lampu Menyala Kembali
Lampu PJU Padam atau rusak pada Under pass {(UP) 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/Lampu Menyala Kembali
Lampu PJU Padam atau rusak pada Halte bus 3 Dinas Bina Marga Verifikasl Lapangan/Lampu Menyala Kemball
Lampu PJU Padam atau rusak pada High mast pole (H = 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/KoordinasiflLampu Menyala
20 s.d 25 meter} Kembali
Lampu PJU Padam atau rusak pada Pedestran 3 Dinas Bina Marga Verifikasi LapanganfLampu Menyala Kembali
Kabel PJU Semrawut Kabel PJU yang melintang/semraut antar tiang PJU 3 Dinas Bina Marga Verifikasi/KoordinasifPerapihan Kabel
anel PJU rusaki/keropositidak ada (Panel PJU rusakikeroposftidak ada pintu 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/KoordinasifPanel Diganti
pinty . .
Kabel Utilitas Udara Putus Kabel (jaringan utilitas) mengganggu pengguna jalan 3 Dinas Bina Marga Verifikasi Lapangan/Penanganan Sementara/
Perapihan
Keluhan PLN Keluhan terkait mati lampu di area lingkungan perumahan 2 ¥ Pamberian informasi sesuai dengan aduan yang
disampaikan/koordinasi dengan instanst terkait
Galian Kabel Gallan Kabel telantar atau tidak rapl setelah pekerjaan 3 Dinas Bina Marga Verifikasl Lapangan/ Perapihan
selesal, sampah bekas galian
Jaringan Air Bersih Instalas Rusak/Bocor Pipa atau instalasi air bersih rusak/bocer 3 Badan Pembinaan BUMD Narast/penjelasan sesual dengan aduan dan Foto
tasil perbaikan tindak lanjut aduan
Permintaan instalasi air bersiPAM |Permchonan instalasl atau permasangan PAM Baru 4 Badan Pembinaan BUMD Pemberian informasi tarkait dengan Prosedur
Jaya pemasangan PAM Baru dan dokumentasi
Instalasi Kotor Pipa atau instalasi air bersih banyak corstanftempelan atau 1 ¥ Foto hasil tindak lanjut sesval dengan lokasi aduan
ketor i dan penjelasan
Tata Ruang dan Bangunan Bangunan Tidak Berizin 3 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan [Surat Peringatan/ Surat Segel/ Rekomtek Bongkar/

Bangunan tidak berizin dan Tidek Sesuai Izin (IMB)

Pertanahan

Undangan Rapat Teknis-Koordinasi/ Survey

Lapangan
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No. Kategort Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah
Pekerjaan Umum dan  [Tata Ruang dan Bangunan Rencana Tata Ruang Peruntukan bangunan tidak sesuai zonasi RTRW/RDTR 3 Dinas Cipta Karya, Tala Ruang dan [Surat Peringatan/ Surat Segel/ Rekomtek Bongkar/
Penataan Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata : Pestanahan Undangan Rapat Teknis-Koordinasl/ Survey
Ruang (RTRW/RDTR) Lapangan
Pelanggaran Petugas Pengawas  |Adanya indikasi Petugas Pengawas Pelaksanaan 3 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan |Surat Undangan Pemanggilan Klarifikasi
Bangunan Pemanfaatan Bangunan yang menerima Pungutan Liar Partanahan
Gangguan dalam Proses ~tAdanya gangguan-dalam proses pelaksanaan - e G Dinas Cipta Karya; Tata Ruang dan {Rapat Teknis-KoordinastCek Lokasi dan Survey
Pelaksanaan Pembangunan pembangunan gedung Pertanahan : Lapangan
Bangunan . .
Permasatahan SLF Bangunan yang belum memiliki, Habis Masa Berlaku SLF 3 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan [Surat Peringatan/ Surat Segel/ Undangan Rapat
Pertanahan Teknis-Koordinasi/ Survey Lapangan
Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum |Penagihan SIPPT Kewajiban pengembang sesual SIPPT belum diserzhkan 3 KotafKabupaten Administrasi Penjelasan hasil koardinasi dengan pihak
(Fasos/Fasum) kepada Pemprov DK] Jakarta terkait/penjelasan tahapan penagihan SIPPT
Fasos/Fasum belum diserahkan  [Fasos/fasum belum diserahkan ke Pemerintah Provinst 3 Biro Pembangunan dan Penjefasan hasll koordinasi dengan pihak
DKl Jakarta Lingkungan Hidup terkait/rapat koordinasi
' Penyalahgunaan aset Pemerintah Provinsi DKl Jakaria 4 Badan Pengelofaan Aset Daerah  {Penjelasan atas pengaduan sesuai dengan
cleh pihak lain ketentvan vang beraku
Aset Pemerintah yang befum dimanfaatkan 4 Badan Pengelolaan Aset Daerah  [Penjelasan atas pengaduan sesuai dengan
ketentuan yang bedaku
Pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak 4 Badan Pengelclaan Aset Daerah  [Penjelasan atas pengaduan sesuai dengan
sesual dengan peruntukkan ketentuan yang badaku
_|keluhan mengenal Brandgang yang disalahgunakan 4 Badan Pengelolaan Aset Daerah  |[Penjelasan atas pengaduan sesuai dengan
ketentuan yang beraku
Informasi Kepemllikan Aset Penyalahgunaan kendaraan dinas 3 Badan Pengelolaan Aset Daerah  |Penjelasan alas pengaduan sesuai dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketentuan yang berdaku
Papan Nama Asst Pamerintaha Provingl DK Jakarta 3 Badan Pengelolaan Aset Daerah  |Penjelasan atas pengaduan sesual dengan
Rusak/Hilang ketentuan yang beriaku dan foto hasil tindak fanjut
Reklame Reklame Besar Koter Tiang reklame/billboard kotor, banyak coretan/tempelan 1 ¥ Foto hasit pembersihan reklame/illboard dengan
dengan ketinggian £ 0-2 meler ketingaian < 0-2 meter
Tiang reklamefillboard kotor, banyak coretanftempelan 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |Penjelasan, InformasiDokumentasi hasil tindak
dengan ketinggian 20-2 meter i lanjut pengaduan
Reklame Rusak Periu Reklame rusak, miring, disegel belum tuntas dibongkar 3 Satuan Polisi Pamong Praja Berkoordinasi dengan instansi terkait {Rapat,
Dibongkar/Membahayakan dan membahayakan pengguna Jalan dokumeniasi sebelum dan setelab/member tanda
’ seqel dilokasi} .
Reklame Tidak Berijin Reklame tidak berizin 3 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasll kocrdinasi dengan instansi terkait
{Rapat/dokumen surat peringatan/dckumen
rapat/surat rekomendasi bongkar/dokumentasi
penertiban)
Reklame Tidak Bayar Pajak Reklame resmi {berizin) namun belum membayar pajak 3 Badan Pendapatan Daerah Surat himbauan, pasang stiker dan narasi
Batas Wilayah Pilar Batas Wilzayah Kotor Pitar batas wilayah kotor, banyak coretanftempelan 1 ¥ Foto hasil tindak fanjut sesuai dengan lokasl aduan
dan penjelasan
Pilar Batas Wilayah Hitang Pitar batas wilayah rusak dan/atau hilang 3 Biro Pameriniahan .
Penegasan Batas Wilayah Ketidakjelasan batas wilayah (antar kelurahan, kecamatan, 4 Biro Pemerintahan Penjelasan hasil Xcordinasi yang telah dilakukan
kota/kabupaten danfatau provinsi) dengan plhak ferkait/dokumentasi hasi! indak
laniut sementara
Rupabumi Pembakuan nama rupabumi Rupabumi unsur atami dan buatan befum diberi nama / 4 Biro Pemerintahan Penjelasan hasil koordinasi yang telah dilakukan
berubah nama denrgan pihak terksit
Penataan dan Pengembangan  |Penghapusan/Penggabungan Permintaan pembertukan/pemekaran danfatau 4 Biro Pererintahan Penjelasan hasil koordinasi yang telah dilakukan

Wilayah

Wilayah

penghapusan/penggabungan kelurahan danfatau

kecamatan

dengan pihak terkait
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Ho. Kategori Sub Kategori Rincfan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah
Pekerjaan Umum dan  [Perizinan Perizinan Bidang Pekerjaan Umum |Informasi dan Keluhan terkait Perizinan Reklame, Menara 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Perizinan
Penataan Ruang dan Penataan Ruang Mikrosel/Makrosel, KRK, IMB, [zin Membangun Prasarana, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
. SLF, Izin Galian, Penebangan Pohon Pelindung, dil.
4.  |Perumahan dan Rumah Susun fHunian Vertikal  |Infermasi terkait pengajuan Informasl terkait permohonan/pengajuan Rusunawa - 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Pemberian informasi yang jelas terksit dengan
Kawasan Permukiman Rusunawa Kawasan Permukiman persyaratan dan {ahapan dalam
e ~|permohonan/pengajuan rusun sesual dengan -
: ketentuan vana bedaku
Fasllitas Rusak Kerusakan fasifitas di Unit Rusunawa kategori ringan 2 Dinas Perumahzan Rakyat dan Foto hasil perbaikan sesuai ketentuan dan narasi
Kawasan Permukiman
Kerusakan fasfitas di Unit Rusunawa kategor berat 4 Dinas Perumahzn Rakyat dan Diperbaiki sesual ketentuan
Kawasan Permukiman :
Sarana Prasarana Rusak Kerusakan prasarana dan sarana umum di Rusunawa 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Foto hasil perbaikan sesuai ketentuan dan narast
|kategon ringan . Kawasan Permukiman
Kerusakan prasarana dan sarana umum di Rusunawa 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Diperbaiki sesuai ketentuzan
kategori berat Kawasan Permukiman
Kebersihan dan Keamanan Keluhan terkait kebersithan dan keamanan di Rusunawa 1 Dinas Perumatan Rakyat dan Foto hasil pembersihan dan upaya peningkatan
‘|Kawasan Permukiman pengamanan
Keluhan Tarif Rusun Keluhan terkait tarif sewa Rusunawa 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Informasi terkait dengan Tarif sesuai dengan
Kawasan Permukiman aturan yang berlaku
Calo, Pungli, Curang Adanya calo, pungli atau praktek curang lainnya di 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Klarifikasi informasi sesuai dengan prosedur
) Rusunawa Kawasan Permukiman .
Peralihan Hak Sewa Peralihan Rusunawa kepada yang tidak berhak 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Penertiban sesual dengan aturan yang berlaku
Kawasan Pezmukiman
Tunggzkan Sewa Tunggakan sewa Rusunawa 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Peneriban sesuai dengan aturan yang berlaku
Kawasan Parmukiman :
Pelanggaran Penggunaan Rusun  [Pelanggaran peruntukkan penggunazn Rusunawa 2 Dinas Perumahan Rakyat dan - Penertiban sesual dengan aturan yang beraku
Kawasan Permukiman
Keluhan Terhadap Pengelola Keluhan {erkait P3SRS dan/atau Badan Pengelola 4 Dinas Perurnzhan Rakyat dan Klarifikasi dan tindak lanjut sesual dengan
Kawagan Permukiman ketentuan yang barlaku
Konflik Konsumen dan Pengelola  |Konfiik antara penghuni Apariemen dangan Pengembang 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Upaya mediasi
Kawasan Permukiman
Parkir liar sekitar Parkir ltar di Rusanawa/Rusunami 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Penertiban sesuai dengan aturan yang beriaku
Kawasan Permukiman
Alih Fungsi Unit Alih Fungsi Unit Rusunawa 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku
Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Keluhan terkait Fisik Rusun pada masa Pembangunan dan 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Penjelasan atas Klasifikasi/Diperbalki sesual
perawatan Kawasan Permukiman ketentuan
Kfa1luhan terkait Terhadap Dampak Lingkungan Pembangunan 3 Dinas Perumahan. Rakyat dan Penjelasan/Klarifikas! Sesual ketentuan
Fisik Rusun Kawasan Permukiman
Kriminalitas Kriminalitas {narkoba, prostitusi, dil} di area 2 Satuan Polisi Pamong Praja penjelasan hasil koordinasi dengan instansi terkait
’ rusunawafrusunamifapartemen {Rapat,dokumentasi penertiban df lokasi sesuai
iapcran}
Penataan Permukiman Pembangunan Kampung Derst Pembangunan kampung deret terkendala luasnya lahan 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Klarifikasi dan tindak lanjut sesuai dengan
{Kampung Geret, Bedah Rumah, dan tarah yang dipakai untuk kampung deret tidak dalam Kawasan Permukiman ketentuan yang berlaku
dil sengketa
) Potongan Subsidi&Pungli Adanya pemotongan subsidi biaya pembangunan oleh 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Klarifikasi dan tindak lanjut sesuat dengan
. oknum / Ketidaksesualan antara subsidi yang diberikan Kawasan Permukiman ketentuan yang beriaku
dari pemerintah dengan bangunan yang sudah berdini :
Keluhan Lingkungan Kost Keluhan Lingkungan Kost Keluhan terkait penghuni kost-kostan (narkoba, 2 Satuan Polisi Pamong Praja penjelasan hdsil koordinasi dengan instansi terkait
prostitusi,dil) (Rapat,dockumentasi penestiban di lokasl sesuai
laporam
DP Rp. 0,- Infe DF Rp. 0,- Informasl mengenai DP Rp. 0,- 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Permnberizn informasi mengenai pregram DP Rp. 0,-

Kawasan Permukiman

foto informasi mengenai DP Rp. 0.-
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No. Kategorl Sub Kategori Rinctan Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah
Pearumahan dan DP Rp. 0,- Keluhan Proses OP Rp. 0,- Keluhan terkait preses DP Rp. 0,- 2 : Dinas Perumahan Rakyat dan Penjelasan terkait tahapanfprosedur mengenai
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman program DP Rp. 0,-
Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Rusak Kerusakan prasarana dan sarana umum di CIP kategori 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Diperbaiki sesuai ketentuan/NarasiDokumnentasi
Penmukiman Ringan Kawasan Permukiman Hasll TL
Kerusakan prasarana dan sarana umum dl CiP kalegort 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Diperbaiki sesuai ketentuanMarasifDokumentasi
i R Berat e - {Kawasan Permukiman ~{Hasil TL -
Sarana dan Prasarana RPTRA Kerusakan Sarana dan Prasarana RPTRA dalam masa 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Diperbaiki sesuai ketentuaniNarasUDokurneniam_
pembangunan dan pemeliharaan Kawasan Perrnukiman Hasil TL
Keluhan Sarana dan Prasarana  |Keluhan Sarana dan Prasarana Keluhan terkait prasarana, sarana, kebarsihan, keamanan, 2 Bire Umum dan Administrasi Dokumentasi hasif tindak lanjut/Narasi sesuai
pada Gedung Pemeritahan pada Gedung Pemeritahan pefparkiran dan lain-lain area Gedung Balaikcta Sekretariat Daeran dengan pengaduan
Ketuhan terkait prasarana, sarana, kebersihan, keamanan, 3 Kota/Kabupaten Administrasi Dokumentasi hasil tindak lanjut/Narasi sesuai
pelayanan, perparkiran dan tain-lain area Gedung Kantor dengan pengaduan
Waiikota/Bupatl
Keluhan terkait prasarana, sarana, kebersihan, keamanan, 2 v Dokumentasi hasil tindak lanjui/Narasi sesual
pelayanan, perparkiran dan lein-lain di area Kanlor dengan pengaduan
Kecamatan
Keluhan terkait prasarana, sarana, kebersihan, keamanan, 2 N Dokumentasi hasil tindak lanjut™arasi sesuai
pelayanan, perparkiran dan lain-lzin di area kantor dengan pengaduan
kefurahan
Perizinan Pesizinan Bidang Perumahan dan  |Informasi dan Keluhan terkaft Perizinan Rumah Kost dan 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Perizinan
Kawasan Permukiman lzin Perumahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ]
Rekomendasi ljin Prinsip Rumah  |Informasi terkaft dengan Rekomendasi 1fin Prinsip Rumah 2 Bira Pendidikan dan Mental Penjelasan dan informasi mengenai proses
lbadah Ibadah Spirituat pembuaian rekomendasi fin prinslp Rumah lbadah
Keluhan mengenal Pembuatan ljin Prinsip Rumah lbadah 3 Biro Pendidikan dan Mental Penjelasan dan klarifikasi sesuai dengan
Spiritual ketentuan yang berdaku
Informasi Hibah Lembaga Informasi mengenal prosedur pemberian Hibah Lembaga 2 Biro Pendidikan dan Menia! Penjelasan dan informasi mengenai prosedur
Keagamaan Keagamaan Spiritual pemberian Hibah Lembaga Keagamaa
5 [Ketenteraman, Gangguan Ketenteraman dan Keluhan Pengesas Suara Tempat  [Kebisingan suara dar speaker/TOA rumah ibadah 1 ¥ Dokumentasi hasil koordinasihimbauan kepada
Ketertiban dan Ketertipan Ibadzh . pihak terkait
Perfindungan Kebisingan Aklifitas Warga Kebisingan akibat aklivitas/kegiatan warga {resepsi, acara 1 i Verifikasi lapangan, Narasi/penjelasan hasil
Masyarakat musik, dll.) koordinas! dan dokumentasi hasil keordinasi
Pelanggaran Area Publik Area publik difadikan tempat nongkrong 2 Satuan Polisi Pamong Praja Malaksanakan himbauan dan penghalavan serta
mendokumentasikan/pengecekan dilokasl sesuai
lapgran
Kriminalitas Pencurian, penjambretan dan krimInat umum lain 2 Satuan Polisi Pamong Praja - Berkcordinasi dengan instans! terkait
(Rapat,dokumentasi peneriiban serta pengecekan
dl lokasi sesual laporan}
Keluhan terkait cndel-ondel dan Keluhan terkait andel-ondel dan pertunjukan keliling 2 Satuan Polisi Pamong Praja Penjetasan hasil koordinasiDokementasi hasil
pertunjukan keliling lainnya lainnya pengecekkan/penertiban dl lapangan bersama
: dengan Dipas Sosial
PKL Liar PKL [iar di fasosffasum atau area publik 2 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasil koordinasi dengan Instansi 1e:ka|t
{Rapat,dokumentasi penertiban sebelum dan
sesudah)
Hunian Liar Hunian liar di atas fasos/fasum atau area publik 3 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasil koordinasi dengan instansi terkait
(Rapat, dokumentasi sebelum dan
setelab/memberi tanda segel di lokasi}
Bangunan Liar Bangunan liar dl atas troloar/saluran/sungal 3 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasil kcordinasi dengan instansi -
terkait (Rapat, dokumentasl sebelum dan
sotelabimemberi tanda seqel dilckasi}
Pelanggaran Merokok Merokok di ruang/angunan publik 2 Satuan Polisi Pamong Praja Melaksanakan penertiban kawasan dilarang

merokok bersama instans! terkatt dan

mendokumentasikan kegiatan tersebut |
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No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewanangan Kriteria Ketuntasan
. " . i Lurah | Camat Perangkat Daerah
Ketenteraman,: .|Gangguan Ketenteraman dan Spandukfiklan liar Spanduk/fiklan liar (non komersil: bendera/spanduk parpol 2 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasil koordinasi dengan instansi terkait
Ketertiban dan Ketertiban dan Crmas) (Rapat, dokumen permohonan dan Surat
Periindungan Rekomendas! Pemasangan Bendera/spanduk)
Masyafakat
. Adanya spandul iklan rokok di area publik - 2 Satuan Palisi Pamang Praja Foto hasil indak lanjut berupa Penurunan spanduk
(dokumentasl pengecekan di lokasi sesuai
. laporan)
Iklan di transportasi umum/ pribadi 1 3 Birc Pemerintahan Penjelasan hasit koordinasi dengan pihak terkait
sesuai dengan aduan
Pungutan Liar Pungutan fiar {Pungti) di Kantor Pungutan liar (Pungli) pada pelayanan pemerintahan 3 Inspektorat tersusunnya laporan/telaahan
Pemaerintah
Pungutan liar (Punglijoleh Cknum  {Pungutan iiar (Pungli)r oleh lembaga kemasyarakatan 1 V Foto hasil koordinasifverifikast lapangan dan
Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW, LMK, dil.) penjelasarvklarifikast
Pungutan liar (Pungli} Crmas Pungutan liar {Pungli) oleh Organisasl Masyarakat 1 Badan Kesaluan Bangsa dan Surat Pemeberitahuan/Rapat Koordinasi dan
' Politik Penjelasan hasil rapat
Penanganan Banjir Penanganan Baniir Keluhan terkait dengan parmohonan perahu karet 2 Dinas Penanggulangan Kebzkaran |Dokumentasi TL bantuan perahu karet di lokasi
dan Penyelamatan pongaduan
Laporan Banjir Terjadi genangan/baniic di suatu lokasi yang disebabkan 3 Dinas Sumber Daya Air Marasi, Dokumentasi Hasll TL Sementara
karena berbagai macam hal, sepaerti: kapasitas saluran
tidak memadai, turap kall jebol, daerah cekungan sehingga
butuh pompa air, sungai/kali yang ada belum di
normalisasi, sungaifsaluran mengalami pendangkalan, dst
Penanganan Korban Banjir Penanganan Karban Banjir 1 Dinas Sosial Fote hasil tindak lanjut berupa
mendirkan/penyediaan dapur umum dan narasl
sesuai aduan
Penanganan Kebakaran Keterlambatan Penanganan Unit terlambat datang, penangan kebakaran lambat 2 Dinas Penanggutangan Kebakaran |Narasi dan Klarifikasi
Kebakaran dan Penyelamatan
Sulit Melaporkan kejadian Nomor telp sulit dihubungi, panggilan tidak dijawab 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran |Narasi dan informasi mengenai Emargency Call
kebakaran dan Penyalamatan 112 dan Contact 5 Suku Dinas Gulkarmat
Pelanggaran etika oleh petugas tindakan arogan, pungli, pencurian 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran [Narasi dan Dokumentasi Proses BAP
dilokasi kejadian kebakaran dan Peayelamatan
' Penanganan Korban Kebakaran Penangdnan Korban Kebakaran 1 Dinas Sosial Foto hasil indak fanjut berupa
mendirikan/penyadiaan dapur umum dan narast
sgsual aduan
Penyelamatan Keterlambatan Penanganan Petugas lambat Menangani Kerban 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran {Marasi dan klarifikasi
Panyelamatan : : dan Penyelamatan
Pelanggaran stika oleh pefugas Tindakan arogan, pungli, pancurian 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran |Dokumentasi Foto dan Berita Acara
. dilokasi kejadian kebakaran dan Penyelamatan
Pelayanan Bidang Pengurusan Rekomendasi Proses rekomendasl lama atau berbalit 4 Dinas Penanggulangan Kebakaran |Narasi dan penjelasan mengenai prosedur
Penanggulangan Kebakaran dan [Keselamatan Kebakaran Gedung dan Penyglamatan ) pengurusan rekomendasi sesual dengan
Penyelamatan ketentuan yang berlaku
. Kerjasama dalam rangka Proses layanan Kerjasama dalam rangka keselamatan 3 Dinas Penanggulangan Kebakaran |Narasi dan penjetasan mengenal prosedur
Pencegahan dan Penanggulangan {kebakaran terkesan berbelit dan Penyalamatan pengurusan rekomendasi sesual dengan
kebakaran ketentuan yanq berlaku
. ; - |Pelayanan pelatihan dan simulasi, |Proses Pelayanan pelatihan dan simulasi, evakuasi 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran [Narasi dan penjelasan mengenal prosedur
BN avakuasi kebakaran gedung kebakaran gedung terkesan berbelit : dan Penyalamatan pengurusan rekomendasi sesuat dengan
) ketentuan yang beraku
Prasarana dan Sarana Hydrant rusak Kopling Hydrant hilang, Bak dan Pilar teclimbun dan Pilar 3 Dinas Penanggulangan Kebakaran |Dokumentasi hasil survei kelapangan dengan
' |Penanggulangan Kebakaran Rusak’ '+ + ' ' : dan Penyelamatan melihat kondisi di lapangan dan barkeordinasi
dengan palyja
Pengisian ulang APAR Permintaan pengisian Ulang APAR, Kerusakan Spare Part 2 Dinas Penanggulangan Kebakaran |Dokumentast hasil survel kelapangan dan disertai

dan Tekanan Tabung Habis

dan Penvyelamatan

dengan foto dokumentasi
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Ho. Kategori Sulby Kategori Rincian Masalah Keterangan Rinclan Masalzh Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah :
Ketenteraman, Perizinan " |Perzinan Bidang Ketenteraman, Informasi dan Keluhan Perizinan Sertifikat Keselamatan 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya stalus Parizinan
Ketertiban dan Ketertiban dan Perlindungan Kebakaran : Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perlindungan Masyarakat
Masyvarakat
6. |Sosial Bantuan Sosial Informasl mengenal bantuan sosial |Infermasi mengenal bantuan sosial (KbJ, Kartu 2. Dinas Sosial Mendapatkan informast tentang tata cara proses
Penyandang Disablitas Jakarta, dil} pendaftaran unfuk mendapatkan bantuan sosial
P . AT . . {KJP, Kartu Disablitas, dll} o . .

Saldo Karlu Bantuan Pangan Non  |Kartu BPNT kosongftidak ada salde 2 Dinas Soslal Pengecekan status bansos oleh pendamping

Tunai (BPNT) kosongiidak ada BPNT/TKSK

saldo .

Bantuan Fakir Miskin Fakir miskin idak mendapat bantuan 2 Dinas Sosial Panjelasan hasil keordinasi dengan Pusdatin
Jamsos untuk melakukan pengecekan terkait
kendala tidak mendapat bantuan

Bantuean Seslal Dipotang Bantuan lidak diterima / bantuan dipotong 3 Dinas Sosial Penjelasan hasil koordinasi dengan pihak terkait
sesual dengan aduan

Warga Tidak Terdaftar dalam Tidak terdaftar sebagai penerima banluan sosial (KLJ, 3 Dinas Sosial Penjelasan hasil koordinasi dengan pihak-pihak

bantvan sosial {KLJ, Kartu Kartu Penyandang Disablitas Jakaria, dll} . terkait sampal subyek penerima bantuan tesdaftar

Penyandang Disablitas Jakarta, dil) dalam BDT .

Proses Banluan Bermasalah Bantuan lama tidak kefuar 3 Dinas Sosial Penjelasan hasil koordinasl dengan satuan
pelaksana kecamatan dan pihak perbankan untuk
menemukan kendala tidak diterimanya bantuan

Kartu bantuan sosial tertelan di Kartu bantuan sosial tertelan di ATM dan/atau Hilang 3 Dinas Sosial Petugas dari suku dinas sosial berkoordinasi

ATMMilang dengan pihak bank

Data MPM Tidak Sesvai Lapangan |Data MPM tidak sesuai dengan kriteria di Japangan 2 Dinas Soslal Foto hasil pengecekan dan penjelasan hasil

(DTKS/DTFM OTM tidak sesuai) pengecekan data yang dilakukan oleh PILP
kecamatan di 5 witayah

Pungutan liar Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum untuk 3 Dinas Sosial kunjungan lapangan oleh pelugas sudin soslal

. mempergleh bantuan sosial
Penyandang Masalah Gangguan PMKS Gangguan oleh pengamen, pengemis, anak punk di lampu 2. Dinas Sosial Dokumentasi hasil Penjangkauan PMKS
Kesejahieraan Sosial {(PMKS) merah/di lingkungan perumaharfarea publik
' Anak Terantar Ada bayi dibuang / balita tedantar 3 Dinas Sosial Foto hasil tindak [anjut/penjelasan hasi keordinasi
dengan plhak terkait
i Anzsk yatim piatu terlantar/ anak ditelantarkan orang tua 3 Dinas Sosial Folo hasH tindak tanjut/penjelasan hasi koordinasi
denqgan plhak lerkait
Anak Downsyndrome/aulis teriantar 2 Dinas Sosial Fato hasil findak lanjut/penfangkauan oleh bidang
rehabllitas! sosial

Kebutuhan Disabilitas Penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang diszbilitas - 2 Dinas Sosial kunjungan lapangan oleh petugas dari bidang
rehabilitasi sosial/sudin soslal

Penyediaan bantuan usaha bagl penyandang disabilitas 2. Dinas Soslal kunjungan lzpangan oleh petugas dar bidang
: rehabilitasi sosial/sudin sosial

Lansiz Terdantar Lansia tidak punya penghasilan 2 Dinas Sosial Pengecekan data yang dilakukan oleh PJLP
Pendamsos di 5 vilayah atas arahan Pusdatin
Jamsos

Lansia demensia lerfantar 1 Dinas Sosial Foto hasil tindak lanjut/panjangkauan cleh bidang
rehabititasi sosial

Prostitusl Jatanan Tuna susila jalanan -1 Dinas Sosial Penjangkauan dengan berkoordinasl bersama

. Satool PP,
Manusia Gerchak Manusia gerobak -1 ' Dinas Sosial Foto hasil tindak lanjut/penjangkauan
Kenfiik Sostal Konflik Antar Warga Perselisihanftawuran antar warga/l antar kampung 2 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasil koordinasi dengan instansi terkait
{babinsa/bimaspol/dckumentas! pengecekan di
lokasi sesual taporan)
Konfiik Antar Qrmas Perselisihan antar ormas 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Surat Pemeberitahuan/Rapat Koordinasi dan

Palitik

Penietasan hasll rapat
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No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan . Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah
Sosial Kanfik Sosial Konflik Ormas dan Warga Perselisihan ormas dengan warga 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Surat Pemeberitzhuan/Rapat Keordinast dan
Politik Penjelasan hasil rapat
Kekerasan Kelompok Kekerasan terhadap kelompok mineritas 3 Dinas Soslal koordinasi dengan pihak FKUB dan Bakesbangpo!
Penanganan Korban Konflik Sosial |Korban Kerusuhan 1 Dinas Sosial pemberian posko pengungsian
Perindungan Korban Tindak Penanganan warga negara migran [Penanganan warga negara migran korban tindak 3 Dinas Sosial koordinasi dengan lembaga terkait dan
Kekerasan korban tindak kekesasan kekerasan pemulangan ke daerah asal oleh dinas sosial
. maupun suku dinas sosial
Tindzkan Asusila Kecanduan Pormografi Anak kecanduan pornggrafi 1 Dinas Sosla} Foto hasil tindak fanjut berupa menurunkan Sakti
i Sosial uniuk memberlkan dukungan sosial
Pelecehan Seksuatl di Lingkungan  [Pelecehan seksual di lingkungan perumahan 2 Dinas Sosial kunjungan lapangan cleh petugas bidang
’ rehabilitasi sosial/sudin sosial atau satuan baki
pekeria sosial (Sakil Peksos)
Penyakit Masyarakat Parjudian Perjudian / sabung ayam 2 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasil koardinasi dengan Instansi terkait
{babinsa/bimaspolidokumentast pengecekan di
. lokasl sesual Japoran)
Penjualan Miras lllegai Penjualan miras dan/atau narkeba di permukiman 2 Saluan Polisi Pamaong Praja Penjelasan hasil koordinasi dengan Instansi terkait
(babinsalbimaspolitokoh
masyarakatkelurahan/dokumentasl pengecekan di
lokasi sesuai aporan)
Miras Supermarket Penjuatan miras di minimarket, supermarket dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja Foto tindak lanjut berupa Keglatan Penegakan
sejenisnya perda/Perkada/dokumentasi pengecekan di lokasi
sesuvai laporan
Orang hilang Lansia Hilang/Pikun Lansta Demensia/ Pikun hilang 1 Dinas Sosial Penjelasan hasil tindak lanjut sesuai dengan
aduan
Difabe! Hilang Penyandang disabilitas mental hilang 1 Dinas Sosial Perjelasan hasil tindak lanjut sesuai dengan
aduan
Anak Hilang Ansk kecil hilang 1 Dinas Sosial Penjelasan hasil keordinasi dengan dinas terkait
untuk melakukan tindak lanjut serta melakukan
) koosdinasi dengan [PWUbalai
Pengangkatan Anak Penganrgkatan Anak Informasi permohonan pengangkatan anak 1 Dinas Sosial pemberian informasi terkait mekanisme
pengangkatan anak
Pemberdayaan Sosial Permohanan pemeliharaan makam |Permohonan pemeliharaan makam pahlawan 1 Dinas Sosial Pemberian informasi terkait dengan aduan yang
pahlawan disampaikan kepada pelapor
Perizinan Perizinan Bidang Soslal Informasi dan Keluhan Perizinan Bidang Sosial 3 Dinas Penanaman Modal d.an Ternformasikannya status Perizinan
Psalayanan Terpadu Satu_Pintu
7. |Tenaga Kerja Hubungan Pekerja-Pengusaha [PHK Tidak Sesuai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak sesuai aturan 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi |Framullr Jawaban / Surat Tugas / Surat Panggilan
dan Enerqi Klarifikasi / Sidang Mediasi
Keluhan Hak Pesangen Hak karyawan terkena PHK tidak dibayarkan 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi [Fromulic Jawaban / Surai Tugas / Surat Panggilan
dan Energi Klarifikasi / Sidang Mediasi
Pealanggaran Upah Keluhan terkait Upah tidak sesuai Upah Minimum dan Hak 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrast {Swat Tugas / Surat Panggilan / surat jawaban
Karyawan Lainnya dan Energi
Keluhan THR Keluhan terkait Tunjangan Harl Raya 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi [Surat Tugas / Surat Panggilan / surat jawaban
- dan Energi
Permasalahan kepesertaan BPJS  [tidak dikulserlakan dalam BPJS Ketenagakerjaan cleh 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  {Surat Tugas / Surat Panggilan / surat Jawaban
Ketenagakerdaan perusahaan dan Enerqi
Kartu Pekerja Jakarta Keluhan terkait Proses Kartu Pekesda 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  |Penjelasan dalam bentuk farmulir / infografis /
dan Enerqi tautan website / tautan bit.ly
Permintahan Pelatihan Tenaga Permintaan Pelatihan Tenaga Kerja 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi |Penjelasan dalam bentuk formulir / infografis /
Kerja dan Energi tautan wabsite / tautan bit.ly
PKT {Jakpreunsr) Informasi Program Jakpreuner 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi |Penjelasan dalam bentuk formulir f infografis /

dan Energi

tautan website / tautan bit.ly
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No. Kategorl Sub Kategort Rinctan Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kritaria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah :
Tenags Kerja - Hubungan Pekerja-Pengusaha  |Info Lowongan Pekerjaan Permintaan Informasi Lowongan Kerja 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasl |Penjelasan dalam bentuk formulic / infografis /
dan Energi tautan website [ tautan bit.ly
Hubungan Kepegawaian Info Tugas Belajar Pemprov DKI Informasi mengenai Pegawai Tugas Belajar Pemprov DXI 1 Badan Pengembangan Sumber Narasl dan Informas!
. Jakarta Jakarla Daya Manusia
Keluhan Pegawai Tugas Belajar Keluhan terkait Pegawal Tugas Belajar Pemprov DK 2 Badan Pengembangan Sumber Narasi dan klarifikast
Jakarta (administrasi, tunjangan, dil.} Daya Manusia
Layanan Kepegawaian dan Keluhan terkait keglatan pelayanan kepegawaian dan 2 Badan Kepegawalan Daerah Memperbaiki dan memberikan layanan
Kunjungan Kefja kunjungan kesja dari lear instansi kepegawaian dan kunjungan kerja terhadap
masyarakat dan pegawai rdengan amah dan baik
Pemeliharaan dan Perawalan Keluhan terkait pemeliharaan dan perawatan dalam hal 2 Badan Kepegawatan Daerah DBokumentasi hasil pembersihan
Kanlor BKD Provinsi DKl Jakasta  [kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kanter
BKD Provinsi DKI Jakarta
Keluhan CPNS, Pegawal Keluhan terkait Pegawai Pemerintah dengan PPPK 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban terkait parsoalan Pegawai Pemerintah
Pemerintah dengan Perjanjian danfatau Pegawai Tidak Telap dengan Pearjanjian Kerja (PPPK) danfatau Pegawal
Kesa {PPPK) danfatau Pegawai Tidak Tetap
Tidak Tetap
Keluhan terkait pelaksanaan sefeksi penesfimaan dan 2 Badan Kepegawalan Daerah Jawaban terkait seleksi penerimaan dan proses
proses pengangkatan CPNS dan PPPK pengangkatan calon Pegawal Negeri Sipil dan
Pegawat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
{PPPK)
Keluhan PNS Pemerintah Provinsi |Keluhan terkait proses verifikasi dan validasi terhadap 2 Badan Kepegawaian Dagrah Jawaban atas proses Verifikasi dan Validasl
DKI Jakarta perubahan Jabatan Pelaksana PNS ] Peiabat Pelaksana PNS
Keluhan terkait proses penerbitan Kartu Identitas Pegawal 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban terkait proses penerbitan Kartu Identitas
dan/ atau Kartu Pegawai Megeri Sipii dan/ atau Kartu Istri Pegawai dan/ atau Kartu Pegawai Neger Sipil dan/
dan { atau Kartu Suami atau Kartu Istri dan/ atau Kartu Suami
Keluhan {erkait pelaksanaan mutasi pegawal dasrah Intern 2 Badan Kepegavaian Daerah Jawaban terkail pelaksanaan mulasi pegawal
danfatau antar PD/ UKPD termasuk pegawal titipan daersh intern dan/atau antar SKPD/ UKPD
termasuk pegawal titipan
Keluhan terkait proses pengangkatan, pemindahan dan 2 Badan Kepegawalan Daerah Jawaban terkait proses pengangkatan,
pemberhentian dalam dan dari Jabatan pamindahan dan pemberhentian dalam dan dari
: Jabatan
Keluhan terkait pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban terkait pelaksanazan seleksi terbuka
Strukiural Jabatan Struktural
Keluhan terkalt proses kenaikan pangkat PNS 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban lerkait proses kenaikan pangkat PNS
Keluhan terkait pelaksanaan keglatan ujian penyesualan 3 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban atas proses pembuatan STLUD, STLPI,
ijasah, djian peningkatan pendidikan, dan ujtan dinas STLPP
Keluhan preses pengangkatan, pemindahan, pembebasan 2 Badan Kepegawaian Daerah Tindak lanjut terhadap informast kepada yang
sementara, pemberhentian, kenaikan jabatan dan bersangkutan alasan penyebab keterlambatan
pembinaan pajabat fungsional tidak tepat waktu
Keluhan terkait penetapan Surat Keputusan petikan 3 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban terkait proses SK petikan
pangangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, ' T
pamberhentian dan kenalkan jabatan pejabat fungsional
tingkat provinsi dan jabatan fungsicnal jenjang tingkat ahli
Keluhan terkait kegiatan pelayanan dan fasilitasi 2 Badan Kepegawalan Daerah Jawaban terkait kegiatan pelayanan dan fasilitasi
kesejahieraan pegawai kesejaheraan pegawai
Keluhan terkait pefaksanaan pamberian peaunjang 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban terkait pelaksanaan pemberan

kesejahleraan pegawai dan pensiunan pegawai antara lain
jaminan kecelakaan Kerja dan jaminan
kecelakaan/kematian peqawal

penunjang kesejahteraan pegawai dan pensiunan
pagawai
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No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketunfasan
Lurah | Camat Perangkat Daarah
Tenaga Kefda Hubungan Kepegawaian Keluhan PNS Pemerintah Provinsl |Keluhan terkait penatapan pemberian Cuti PNS yang 2 Badan Kepegawalan Daerah Jawaban terkait pelaksanaan Cuti PNS
o o DKl Jakarta menjadi kewenangan Gubernur
: Keluhan terkait pelaksanaan penetapa'n pensiun pegawat - 3 Badan Kepegawalan Daerah Jawaban proses penetapan SK pensiun pegawai
; dan pemberian kenaikan pangkat pengabdian
v Keluhan terkait Laporan Panerimaan Pajak Pribadi dan 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban terkaft Laporan Penerimaan Pajak
Laporan Harla Kekayaan Penyelenggara Negara . Pribadl dan Laporan Harta Kekayaan
i i Penyelenggara Negara
Keluhan terkait proses penjatuhan hukuman disiplin 2 Badan Kepsgawaian Daerah Jawaban terkait proses penjztuhan hukuman
pegawai disiplin pegawai
Keluhan terkait proses izin perceraian, menjadi anggota 2 Badan Kepegawaian Daerah Proses izin perceraian, menjadi anggota parpol,
parpol, usaha swasta, dan pejabat usaha swasta, dan pejabat
Keluhan terkait penilaian kinerja pegawai, budaya dan elos 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban terkait penilaian kinerja pegawai, budaya
! keria pegawai dan atos kerja pegawai
Keluhan kekurangan dan kelebihan pembayaran yang 2 Badan Kepegawaian Daerah Jawaban kekurangan dan kelebihan pembayaran
terkait dengan administrasi kepegawalan, . yang terkait dengan administrasi kepegawaian,
Kurangnya soslalisasi terhadap kegralan konsultasi hukum 3 Badan Kepagawalan Daesah Dibwatkan Surat Edaran terkait soslalisasl
bagi PNS pelaksanaan keglatan konsultasi hukum bagl ASN
Sistem Informasi Kepegawaian Kaluhan terkait proses pemuktahiran data pegawal ke 2 Badan Kepegawalan Daerah Javraban terkait proses pemuklahiran data
sistemn Informast kepegawalan pegawai ke sistem informasi kepegawaian
Kelushan terkait pengelolaan Sistem Informast 2 Badan Kepegawalan Daerah Jawaban terkait pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawalan Kepegawalian
Pekerja Penanganan Prasarana |Pelanggaran Prosedur Rekrutmen |Rekrutmen PPSU yang diselenggarakan kelurahan tidak 3 Birc Pemerintahan Penjelasan hasil koordinasi dengan pihak terkait
dan Sarana Umum Kelurahan PPSU sesual atau menyimpang dari prosedur sasual dengan aduan
Permasalahan Pekerja PPSL) Permasalahan pakera PPSU (kinera, kedisiplinan, dll. 3 Biro Pemerintahan Penjelasan hasil koordinasi dengan pihak terkait
yang ltidak bisa diselesaikan di kelurahan) sesugi dangan aduap
Perlzinan Perizinan Bldang Tenaga Kerja Informasl dan Keluhan Peszinan Bidang Tenaga Kerja 3 Dinas Penanaman Modal d.an Terinformasikannya status Perizinan
. Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
8. [Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan [nfo Kegiatan PKK Informast terkait keglatan PKK Kelurahan 1 ¥ Penjelasan dan Informasi kegiatan PKX di
Perempuan dan : . : keturahan
Periindungan Anak Perempuan korban Kekerasan Perempuan menjadi korhan Kekerasan Dalam Rumah - 2 Dinas Pemberdayaan, Laporan Perempuan sebagai korban sudah
Dafam Rumah Tangga (KDRT) Tangga . Periindungan Anak dan dilakukan pendampingan/assessment untuk
Pengendalian Penduduk rencana intervensi
Pedindungan Anak Perlindungan anak korban Anak menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2 Dinas Pemberdayaan, Laporan Anak sebagal korban sudah dilakukan
1 JKekerasan Dalam Rumah Tangga o Pedindungan Anak dan pendampingan/ assessment untuk rencana
{KORT) Pengendalian Penduduk intervensi
Markoba Anak Anak keluarga miskin kefergantungan Napza 1 Dinas Sosial Penjelasan hasil koordinasi dengan dinas
kesehatan untuk melakukan tindak lanjut serta
: melakukan koordinasi dengan IPYWL/balai atau
dokumentasi hasil TL sementara
Anak yang lerkena ODHA (Orang  |Anak keluarga miskin tertular HIV/AIDS 1 Ginas Sosial Penjelasan hasil koordinasi dengan Dinas
Dengan HIV AIDS) Kesehatan atau dokumentasi hasil TL sementara
Karban Trafficking Korban Trafficking Kerban Trafficking .2 Dinas Pemberdayaan, Laporan hasll pendampinganfassessment korban
| 1 Parlindungan Anak dan untuk rencana intervensi
: Pengendalian Panduduk
Konseling Keluarga . Kaonseling Keluarga Keluarga Bermasalah secara Psikologis 2 Dinas Pemberdayaan, Foto dan laporan hasil petaksanaan kenseling
' : Parindungan Anak dan
Pangendalian Penduduk
9. (Pangan Sanitasi dan Keamanzan Pangan |Pemeriksaan Kelayakan Pangan  |Pemeriksaan terhadap kelayakan makanan / keamanan: 3 Dinas Kesehatan Penjelasan / pemberian informasi
- angan '
%poran terkait penyuluhan kearnanan pangan 3 Dinas Kesehatan Penjalasan / pembarian informasi




48

Bobot

No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriterfa Ketuntasan
Lurah } Camat Perangkat Daerah
Pangan Sanitas! dan Keamanan Pangan |Kefuhan Pengolahan dan Limbah  JLaporan terkait kebersihan pengolahan makanan Dinas Kesehatan Penjetasan / pemberian informasi
) Laporan terkait limbah pengolahan makanan 3 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Pengambilan Sampel
Sembilan bahan pokok Keluhan terkait stok sembako di pasar {langka, mahal, dilj 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, {Verfikasi lapang dan kocrdinasi dengan pihak
: Koperasi; Usaha Kecll dan penyedla/pengelola {PD Pasar Jaya, Food siation,
Menengah Dharmajaya) untuk dilakukan Cperasi Pasar
Laporan Penimbunan Sembake Laporan terkait dugaan penimbunan sembake 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |Narasl dan peninjauan ke lapangan/keordinast
: Koperasl, Usaha Kecil dan dengan Instansi terkait
Menengah - : -
10. |Pertanahan Pajak Buml dan Bangunan {PBB)jPermintaan info PBB-P2 Permintaan informasi terkait PBB-P2 2 Badan Pendapatan Daerah Penjelasan sesuatdengan peraturan yang berlaku
{Tarif, Pengurangan, Peraturan)
Permasalzhan PBEB-P2 Permasalzhan lerkait PBB-P2 3 Badan Pendapatan Daerah Penjelasan sesuai dengan persaturan yang berlaku
: {(NJOP, Denda) {Tarif, Pengurangan, Peraturan}
dB:: BP:,:ZI:::: ;Tkaé‘lr!;? Tanah [Permintaan Info BPHTB Permintaan Informasi terkait BPHTE 2 Badan Pendapatan Daerah Penjelasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
{Tanf, Peraturan)
Permasalahan PBB-P2 Permasalahan terkait BPHTB 3 Badan Pendapatan Daerah Penjelasan sesual dengan peraturan yang berlaku
: {Tarif, Peraturan, Keringanan}
Sertifikat atau Dokumen Permasalahan Dokumen Permasalahan girik dan/atau dokumen kepemifikan laban 2 ¥ NarasiPenjelasan sesual dengan ketentuan yang
Kepemilikan Pertanahan berlaku
Sengketa Lahan Sengketa kepemilikan fahan 4 Biro Hukum NarasifPenjelasan sesual dengan ketentuan yang
beraku :
Pungli, Calo Pungli olsh calo dan/alau oknum pemerintah 2 Inspektorat tersusunnya laporan/telaahan
Pengaduan terkait Kepemilikan Surat {Klaim Kepemillkan terkait surat tanah di atas tanah aset pemda 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Penjelasan dan klarifikasi sesuai dengan ketentuan
Tanah Kawasan Permukiman yang berlaku
Pembebasan Lahan Keluhan Pembebasan Lahan Penggantian pembebasan lahan fidak sesuzi harga 3 inspekiorat tersusunnya laporanftelaahan
Kefuhan Penggusuran Penggusuran tidak sesual prosedur 3 8iro Hukum Narasi/Penjelasan sesuai dengan ketentuan yang
beriaku
Perizinan Parizinan Bidang Pertanahan yang |Infoermasi dan Keluhan Perizinan Bidang Pertanahan yang 3 gir;as Pena_]rjamag h;:(ialg.i? Tennform’asmannya status Parizinan
menjadi kewenangan Daerah menjadi kewenangan Daerah clayanan Terpacu alu Finky
11, |Lingkungan Hidup Sampah Sampah Troloar Badan jaian / troloar banyak sampah atau kofor 1 Y Foto TL hasil pembarsihan dan pengangkatan
sampah sesugl dengan lokasi pengaduan
Sampah Lingkungan Timbunan sampah liar danfatau ceceran sampah di 2 ¥ Foto TL hastl pembersihan dan pengangkatan
. fingkungan permukiman atau area publik dengan volume 5 sampah sesval dengan lckasi pengaduan
4 m? {1 mobil hilux) i
Sampah Ruang Publik Ceceran material padat dan sampah yang berserakan di 1 ¥ Foto TL hasil pembersihan dan pengangkatan
jalan, saluran, taman, jalur hijau, area pantai, Lokasi sampah sesual dengan lokasl pengaduan
Binaan/Lokasi Sementara UKM, bangunan danfatau nuang
publik
Sampah Lingkungan Besar Timbunan sampah liar dan/atau ceceran sampah di 2 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / berkoordinasi dengan
lingkungan permukiman atau area publik yang volumenya instansi ferkait untuk Pengangkutan Sampah
melebihi kapasitas kendaraan pengangkut PPSU
Keluzahan
Sampah Reklame Kecil Sampzh sisa material spanduk (tali plastik, kawat, bambu) 1 ¥ Foto TL hasil pembersihan dan pengangkatan
sampah sesuai dengan lokasi pengaduan
Sampzah Sungai Sampah di kalVsungai 3 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Pengangkutan Sampzh
Sampah Got Sampah di saluran/got 1 v Foto TL hasil pembersihan dan pengangkatan
sampah sesusi dengan lokasl pengaduan
Sampzah Pasar Sampah di pasar yang dikelcla oleh Pasar Jaya 3 Badan Pembinaan BUMD Narasi/penjelasan sesual dengan aduan dan Foto
hasil tindzk lanjut aduan
Sampah Lokbin/Loksem Sampah di lokasi binaanfokasi sementara pedagang 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |Foto TL hasil pembersihan dan pengangkatan

binaan UUMKM

Koperasi, Usaha Kecll dan
Menengah

sampzh sesval dengan lekasi pengaduan
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No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewenangan Kriterfa Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah
Lingkungan Hidup Sampah Keluhan terkait sampah di Keluhan terkait sampah di lokasi yang merupakan 3 Biro Pemerintahan Penjelasan hasil koordinasi dengan plhak terkait
Kawasan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Pusat danfatau swasta (seperti sesual dengan aduan yang disampaikan
Swasta area dalam Kawasan GBK, Kawasan Kemayoran, . .
pelabuhan, bandar udara, jalan te], kawasan PT KA,
Mabes TNUPolr, pusat perdagangan, perkantoran, sarana
ibadah khusus, dil)
Keluhan terkait sampah di Keluhan terkait sampah di area/kawasan yang dikelola 3 Badan Pembinaan BUMD NarasUpenjelasan sesual dengan aduan dan Foto
area/kawasan yang dikelola oleh  |oleh BUMD (Halte Transjakarta, MRT, LRT, dil) hasH tindak lanjut aduan
BUMD N
Keluhan terkait sampah di Sampah di Kawasan Ruang Terbuka Hijau {Taman Kota, 3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota {Foto TL hasil pambersihan dan pengangkatan
Kawasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota, TPLY sampah sesual dengan lokasi pengaduan
(RTH}
Rumput Liar Kecil Rumput liar di pinggir pasit/selokan/sungatalan (skala 9 Y Fote TL hasil pembersihan sampah sesual dengan
kacil) . lokasl pengaduan
Rumput Liar Besar Rumput liar di pingglr parit/selokan/sungaijalan (skala .3 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Pembersihan
besar)
Tong Sampzh Rusak/Hilang Tong sampah rusak/hilang 2 Dinas Lingkungan Hidup WVerifikasl Lapangan / Koordinasi
Keluhan TPS/LPS Keluhan terkait lokasi TPSLPS 2 ¥ Verifikasi lapangan, Narasl/penjelasan hasil
koordinasi dan dokumentas! hasil koordinasi
Keluhan Truk Sampah Keluhan terkait truk sampah 2 Dinas Lingkungan Hidup Yerifikasi Lapangan { Koordinasi
Pencemaran Lingkungan Kebisingan Tahap Pembangunan [Kebisingan akibat pembangunan pabrk /hotel /gedung 4 Dinas Lingkungan Hidup Werifixasi Lapangan / Pengambilan Sampel
faparternen / kegiatan usaha
Kehisingan Tahap Operasionat Kebisingan zkibat operasional pabrik fhotel fgedung 4 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Pengambilan Sampel
/apartlemen ! kegiatan usaha
Limbah Usaha/Pabrik Pambuangan limbah cair domestik dari pabrk hotet 4 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasl Lapangan / Pengambifan Sampel
Inedung fapartemen / kegiatan usaha
Pencemaran Limbah B3 dari pabrik fhotel fgedung 4 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan
fapartemen [ kegiatan usaha
Pencemaran Kebauan dari pabrik fhotel fgedung 4 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Pengambilan Sampel
lapartemen f kegiatan usaha
Pencemaran Kall/SungallPHB/Situ/Danau 4 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Pengambilan Sampel
Pembakaran sampah skala Kegiatan Usaha 3 Dinas Lingkungan Hidup Varifikasi Lapangan / Koordinasi
Limbah Rumah Tangga Air limbah rumah tangga dibvang sembarangan 2 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Pengambilan Sampel
Keluhan Asap Rumah Tangga Asap hasil pembakaran sampah rumah tangga 1 Y Verifikasi lapangan, Narasi/penjelasan hasil
koordinasi dan dokumentasi hasil koordinasi
Keluhan Asap Pabrik/Usaha Pencemaran UdzarafAsap darl pabrik /hotel /gedung 4 Dinas Lingkungan Hidup Verifixasi Lapangan f Pengambilan Sampel
faparemen / kegiatan usaha
Perizinan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup{Proses lzin Lingkungan/AMDALAJKL-UPL 3 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan / Dokumen lzin Lingkungan
(AMDAL/UKL-UPL)
Informasl dan Keluhan Perizinan Lingkungan Amdat, UKL- 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Pesizinan
UPL, lzin Pembuangan Air Limbah, Dii. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. |Administras] KTP Elektronik (KTP-el} Info Persyaratan KTP-el Informasi tentang persyaratan KTFP-el 2 Dinas Kependudukan dan Pemberian informasi yang jelas terkait dengan
Kependudukan dan Pencatatan Sipll persyaratan KTP-el
Catatan Sipil Pencetakan KTP-e} luar daerah Pancetakan KTP-el permohonan luar daerah 3 Dinas Kependudukan dan Diceiak sesuai kelersediaan blanko dan jaringan
Pencalatan Sipil
Lamanya Penyelesaian Pelayanan |Blomelrik, Duplicate Record, Delica 4 Dinas Kependudukan dan Bukti koordinasi dgn kemendagri (tiket/surat
KTP-€l Pencatatan Sipil elektronik permghonanftangkapan layar aplikasi
bukli permohonant
Print Ready Record {PRR) 4 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian KTP-eL
Pencatatan Sipil
Lamanya uji ketunggalan 4 Dinas Kepandudukan dan Setelah konsolidas! dengan Kemendagri

Pencatatan Sipil

(Tangkapan layar status konsolidasi dengan

Kemendagr)
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No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah r{eterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
: . . Lurak | Camat Perangkat Daerah
Administrasi : |KTP Elektronik (KTP-el) Lamanya Penyelesaian Palayanan [Jaringan sedang bermasatah/error c 4 Dinas Kependudukan dan Perbaikan aplikasi {Tangkapan layar status
Kependudukan dan KTP-el v e Pencatatan Sipil ~ |iaringan)
Catatan Sipil
. Ketersediaan Blanko KTP:el 4 Dinas Kependudukan dan Informasl ketersediaan blanko
Pencatatan Sipll
| KTP-gl Hilang/Rusak - 4 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian KTP-eL
) : . Pencatatan Sipil rusak/hilang
| Kartu 1dentitas Anak (K1A} Informasi Persyaratan KIA Informasi tentang persyaratan KIA 2 Dinas Kependudukan dan Pembaerian Informas! yang jelas sesual SP dan
- : Pencatatan Sipil sop
Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian KIA 2 Dinas Kependudukan dan Tercetak KIA
Pencatatan Sipil
Akia Kelahiran . Informasi Persyaratan Akta Infermasi tentang Persyaratan Akta Kelahiran 2 Dinas Kependudukan dan Pemberian informasi yang jelas sesuai SP dan
Kelahiran . Pencatatan Sipil SOP
Duplikat Akta Kelahiran Permohenan duplikat akta yang diterbitkan di datam DK 3 Dinas Kepandudukan dan Terinformasikannya penyelesaian duplikat akta
Pencatatan Sipil catatan sipil
Duplikat Akta Kelahiran Permohenan duplikat akia yang diterbitkan di luar DKI 4 Dinas Kependudukan dan Surat parmohonan pengecekan akta pancalatan
) B Pencatatan Sipil sipil kepada dukcapil lvar DKI
Waktu penyelasalan Lamanya waktu penyelesaian Akta Kefahiran ' 2 Dinas Kependudukan dan Informasi Tercetaknya akta catatan sipil
Pencatatan Sipil
Dokumen Administrasi Informasi Parsyaratan Dokumen Infermasi Persyaratan Dokumen administrasi 3 Dinas Kependudukan dan Pemberian informasi yang jelas sesuai SP dan
Kependudukan - administrasi kependudukan kependudukan (Legalisir, Keabsahan, dil} Pencatatan Sipil sSopP
Waktu Penyelesaian Lamanya waktu Penyelesaian Dokumen administrasl 4 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya panyelesalan dokumen
kependudukan { Legalisir, Keabsahan, dil} Pencatatan Sipil administrasi kependudukan
Nomor Induk Kependudukan NIK tidak terdaftar NIK tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, Provider, PPDB, 3 Dinas Kependudukan dan Informas] terkonsolidasi nya NIK dengan
(NIK} Samsat, Registrasi CPNS dil Pencatatan Sipil Kemendagri
(kewenangan Kemendagri)
NIK dalam KTP-el berbeda NIK dalam KTP-el berbeda dengan di dalam KK 3 Dinas Kependudukan dan Informasi tentang keabsahan NIK
Pencatatan Sipil
Pendalang Baru {(PB) Informasi Persyaratan Pendatang  [Informasi tenfang Persyaratan Pendatang Baru 2 Dinas Kependudukan dan Pemberizn informast yang jelas sesuai dengan SP
. Baru . Pencatatan Sipil dan SOP
Wakiu penyelesaian ‘Waktu Penyslasaian Pelayanan Pendatang Bany: 3 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian KK/KTP-e}
: Pencatatan Sipil dengan alamat baru
Pindah dan Datang Dalam DKl [Informasi Persyaratan Pindah dan  |Informasi tentang Persyaratan Pindah 'dan Datang Dalam 2 Dinas Kependudukan dan Pemberian informasi yang jelas sesuai SP dan
Datang Dalam DX DKI : Pencatatan Sipil S0P
Wakiu Penyalesalan Lamanya Wakiu Penyslesatan Pindah dan Datang Dalam 3 Dinas Kependudukan dan_ Terinformasikannya penyelesalan pindah dan
DKl Pancatalan Sipil datang dim DKI
Pindah Luas DKI Informas] Persyaratan Pindah Luar |Informast tentang Persyaratan Pindah Luar DKt 2 Dinas Kependudukan dan Pemberian informasi yang Jelas sesuai SP dan
[ DK : | Pencatatan Sipil SOP
Waktu Penyelasalan Waktuya Penyelesaian Pelayanan Pindzh Luar DK1 2 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian SKP WNI
Pencatatan Sipil
" |Akta Perkawinan [nformas! Persyaratan Akta nformasi tentang Persyaratan Akta Perkawinan 2 Dinas Kepandudukan dan Pemberian informas! yang Jelas sesual dengan SP
. Parkawinan ) Pencatatan Sipil dan SOP
! Waktu Penyelesalan Lamanya wakiu penyelesaian Akta Perkawinan 2 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian penerbitan akia
! Pencatatan Sipil parkawinan
Kartu Keluarga (KK} Pencetakan KK Syarat dan waktu penyelesaian 2 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya KK
Pencatatan Sipil
Perbedaan data di KK Nama fidentitas beda dgn diKTP 2 Dinas Kepandudukan dan Informasi terkensolidasinya KK dengan
: Pencatatan Sipi Kemendagr {kewenangan Kemendagr)
. Pecah KK Pecah KK terutama warga umum 2 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian panerbitan KK
i Pencatatan Sigil baru
: Permohonan KK Terhambat Permohanan KK tidak mendapat ijin dari pemilik rumah 3 Dinas Kependudukan dan Tercetak KiK baru dgn syarat lengkap bebas
: : . Pencatatan Sipil sengketa/Bukti mediasi /notulen rapat
Akta Kematian Informasl Persyaratan Akta Informast tentang persyaratan Akta Kematian 2 Dinas Kependudukan dan Pemberian informasi yang jelas sesuai dengan SP

Kematian

Pencatatan Sipil

dan SCP
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No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
. Lurah | Camat Perangkat Daerah
Administrasi Akta Kematian Waktu Penyelesalan Lamanya waktu penyelesaian Akta Kematian 2 Dinas Kependudukan dan Terinfarmasikannya penyelesaian akta kematian
Kependudukan dan 1 Pencatatan Sip#
Catatan Sipil
Pendataan Penduduk Non Parsyaratan penerbitan Surat Informasi Persyaratan penerbitan Surat Keferangan 2 Dinas Kependudukan dan Pemberian informast yang jelas sesuai dengan SP
Permanen Keterangan Penduduk Non Penduduk Non Permanen Pencatatan Sipil dan SOP
Permanen
Woaktu Penyelesatan Lamanya waktu Panyelesalan 3 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya panyelesalan surat keterangan
Pencatatan Sipil penduduk non permanen
Pendataan Penduduk Rentan Persyaratan Pendataan Penduduk  [Informasi Persyaratan Pendataan Penduduk Rentan 3 Ginas Kepandudukan dan Pemberian informasi yang jelas sesuai SP dan
Adminduk Rentan Adminduk Adminduk Pancatatan Sipil SOF
Waktu Penyelesaian Lamanya waktu Penyelesalan 4 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian dokumen
: Pancatatan Sipil adminstrasi rentan adminduk
Dokumen Administrasi Persyaratan penerbitan dokumen |Informasi Persyaratan penerbitan dokumen 3 Dinas Kependudukan dan Pemberian informasi yang jelas sesuai dengan SP
Kependudukan dan Pencatatan |Admindukcapil Orang Asing Admindukcapil Orang Asing Pencatatan Sipil dan SOP '
Sipil Orang Asing
VWaktu Penyelasalan Lamanya waktu Penyelesaian 4 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya penyelesaian dokumen
Pencatatan Sipil Administrasi Kepandudukan dan Pencatatan Sipil
Qrang Asing
reluhan Pelayanan Keluhan Pelayanan Keluhan pelayanan terkait sikap petugas Disdukcapil 2 Dinas Kependudukan dan Terinformasikannya pembinaan dan tindak lanjut
Pencatalan Sipit terhadap petugas pelayanan
13. |Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Regulast Lembaga Pelanggaran implementasi aturan/regulasi terkait lembaga 3 Biro Pemeriatzhan Penjelasan hasil kcordinasi dengan pihak terkait
Masyarakat dan Desa Kemasyarakatan kemasyarakatan ' sesyaf dengan adwan yang disampaikan
Permasalahan Lembaga Permasalahan terkalt pamilihan dan konfiik lembaga 3 Kota/Kabupaten Administrasi Penjelasan kasil koordinasi yang telah dilakukan
Kemasyarakatan Kelurahan kemasyarakatan di keluraban dengan pihak teskait
Pembiayaan Lembaga Permasalahan keuangan lembaga kemasyarakatan {uang 3 Kota/Kabupaten Administrasi Fenjelasan hasil koordinasi dengan pihak {erkait
Kemasyarakatan tidek/belum dicairkan, neminal tidak sesuai, dif)
Keluhan Operasional Dasawisma  [Keluhan terkait dasawisma {uang operasional tidak keluar, 2 Dinas Pemberdayaan, Laporan hasll koordinasi dengan Suku Dinas
teriambat, dil} Perlindungan Anak dan Pemberdayaan, Parlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk
Info Pemilihan Keanggotaan Informasl mengenai mekanisme pemilihan Lembaga 1 Y : Pemberian Informast mekanisme pemilihan
Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan sesusal kelentuan
bedzku
Dugaan Kecurangan Pemilihan Dugaan kecurangan dalam pemilihan lembaga 2 ¥ Fato hasil koordinasi dan panjelasan/klarifikasi
Lembaga Kemasyarakatan kemasyarakatan ' N sesual dengan advan yang disampaikan
. Info Rembuk Warga Informasi mengenal rembuk warga 1 v Pemberian informasi mengenai rembuk warga
Pemberdayaan masyarakat Info Program Pemberdayaan Informasl terkait program/kegiatan pemberdayaan 1 Dinas Pemberdayaan, Tersampaikannya info mengenai Program
Perlindungan Anak dan pemberdayaan KB melalui laporan
Pengendalian Parduduk
Keluhan Kegiatan Pemberdayaan |Keluhan terkait program/kegiatan pembardayaan 2 Dinas Pemberdayaan, Laporan hasil keordinasi
masyarakat Pedindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Kerja Sama Dalam Neger fLuar |Fasiiitasi Kerja Sama Dalam Informasi mengenai prosedur fasilitasl penyusunan Naskah 3 Biro Kerja Sama Daerah Penjelasan dan pembesian Informasi mengenai
Negeri darvatau dengan Pihak  INeger /Luar Negeri danfatau Kerja Sama Dalam Negeri /Luar Negeri dan/atau dengan prosedur dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan
Ketiga/Swasta dengan Pihak Ketiga/Swasta Pihak Ketiga/Swasta Naskah Kerja Sama Dalam Negeri /Luar Negeri
dan/atau dengan Pihak Ketiga/Swasta
14. |Pengendalian Keluarga Berencana Info Pelayanan KB Informas! untuk mendapat pelayanan KB 1 Dina:s Pemberdayaan, " IPenjelasan informas) menganai Pelayanan KB
Penduduk dan L Periindungan Anak dan melatul laporan
Ksluarga Berencana : Pengendallan Penduduk
Keluhan Pelayanan KB Keluhan terkait pelayanan KB 2 Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk

Penjelasan dan laporan hasil koordinasi
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No. Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Dagrah
Pengendalian Keluarga Barancana Keterbatasan Sarana Penggerakan [Operasional dan Sarana Kelompok Kegiatan BKB, BKR, .3 Dinas Pemberdayaan,
Penduduk dan Ketahanan Keluarga BKL dan UPPKS Perlindungan Anak dan Penjelasan dan laporan hasit keordinasi
Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk
Keluhan PPKB RW Operasional PPKB RW 3 Dinas Pemberdayaan,
Periindungan Anak dan . |Penjelasan dan ifaporan hasil keordinasi
Pengendalian Penduduk
Tidak tersedianya Formullr Formulir K1, K4, Inform consent di fasilitas kesehatan 3 Dinas Pemberdayaan,
+ |Pefayanan Kontrasepsi ’ Pedindungan Anak dan Penjelasan dan taporan hasil koordinasi
Pengendalian Penduduk
Kesiapan Rumah Dataku Tidak fersedianya Dala Kependudukan yang lengkap 2 Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Penjelasan dan laporan hasil keordinasl
Pengendallan Penduduk
Internal Dinas Pemberdayaan, |Keluhan PJLP DPPAPP Permasalahan rekrutmen, keterlambatan gaji, kedisiplinan, 2 Dinas Pemberdayaan,
Perindungan Anak dan . dil. : Perlindungan Anak dan . . N
Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk Penjelasan dan laporan hasil koordinasi
Keluhan ASN DPPAPP Permasalahan kepagawaian, perencanaan, laperan 2 Dinas Pemberdayaan,
keuangan, dIl. Pedindungan Anak dan Penjelasan dan laporan hasi! koordinas!
Pengendalian Penduduk
15. |Perhubungan Parkir liar Parkir Liar Fasos (Tempat loadsh, [Parkir Llar pada Fasos sehingga mengganggu Jalan f arus 2 Dinas Perhubusgan Koodinasi dengan instansi terkait/ penindakan
Sekalah, Puskemas, Pasar, dil} lale lintas . {Himbauvan, OCP, Jaring Angkut, Derek, Tilang
: didampingi PolisiiLintas Jaya) dengan
dilakukannya pengawasan secara rutin atau
situasional agar pelanggar tidak kembali parkir
dan folo dokumentasi, narasi hasll dar tindak
lanjut
Parkir Liar Fasum (Area Publik, Parkir liar di bahu jalan, trotoar f area publik lalnnya 2 Dinas Perhubungan Koordinasi dengan instansi / pihak terkait (RT/RW,
Jalan Lingkungan, Taman, Rumah Kelurahan, Satpol PP, PelisVLintas Jaya) untuk
Makan, dli) ditakukannya sosialisasi, himbauan secara
persuasif atau dilakukannya penindakan oleh
petugas Dishub DK] Jakara di dampingl instansi
terkait dan folo dokumentasi, narasi hasii dari
tindak laniut
Parkir Liar Ojol / Ojek Parkir Liar Ojel / Ojek 2 Dinas Perhubungan Koordinasi dengan instansi terkait/ penindskan
{Himbauan, CCP, Jaring Angkut, Derek, Tilang
didampingl PolisifLintas Jaya) dengan
dilakukannya pengawasan secara rutin atau
situasional agar pelanggar tidak kembalt parkir
dan foto dokumentasl hasil dari tindak lanjut
Parkir Liar Dikelota Kelompok Parkir jiar dikelola oleh cknum armas atau lembag 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Penjelasan hasit koordinasi yang telah dilakukan
kemasyarakatan . Politik dengan pihak terkal¥Surat Pemberitahuan/Rapat
Koordinasi
Keluhan ferkait sampah di Sampah di lokasi yang menupakan kewenangan 3 Biro Pemerintahan Penjelasan hasll koordinasi dengan pihak terkait
Kawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat danfatau swasta (seperli area dalam sesual dengan aduan yang disampaikan
Swasta Kawasan GBX, Kawasan Kemayoran, pelabuhan, bandar o
udara, jalan tel, Mabes TNI/Polr, pusat perdagangan,
perkantoran, sarana ibadah khusus, dil)
Keluhan terkait parkir di Keluhan terkait parkir di areafkawasan yang dikelola oleh - 3 Badan Pembinaan BUMD NarasVpenjelasan sesuai dengan aduan dan Folo
area’kawasan yang dikelola oleh  |BUMD (Halte Transjakarta, MRT, LRT, dll) hasil tindak lanjut aduan
BUMD
Kawasan Wisala Permasalahan perparkiran di kawasan wisata Jakarta 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukti Kordinasi dengan instansi terkait berupa

(antara lain Monas, Kota Yua dzn lain-lain}

Kreatif

penyelesalan urusan perparkiran {dokumentasi

dan laporan)
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No.

Kategori

Sub Kategori

Rincian Masalah

Keterangan Rinclan Masalah

Bobot

Keweanangan

Lurah

Camat

Perangkat Baerah

Kiriteria Ketuntasan

Pertubungan

Parkir iar

Keluhan terkalt sampahdi Kawasan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sampah di Kawasan Ruang Terbuka Hijauw {Taman Kota,
Hutan Keta, TP -

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Foto hasl tingak lanjut aguan dan Narasi sesual
dengan aduan

Arus [alu lintas

Permintaan Marka Kejut

Permintaan penghambat laju kendaraan road hump (speed
trap / Pita Penggaduh)

Dinas Perhubungan

Dilakukan pengecekan lokasi, analisis kebutuhan
marka kejut, penganggaran dan pembangunan jika
sesual ketentuan dengan menyertakan foto
dokumeniasi dan narasi sebagai hasll darl tindak
lanjut

Keluhan darka Kejut

Keluhan terkait polisi tidur / spsed bump liar

Kota/Kabupaten Administrasi

Narasl/Penjelasan hasil keordinasl dengan plhak
terkait/foto verifikasi lapangan dan/atau tindak
lanjut sementara

Pak Ogah

Kemacetan yang disebabkan 'Pak Ogah' di U-Turn atau
lokasi lain

Satuan Polisi Pamong Praja

Folo hasi! tindak lanut atas kegiatan Penegakan
Perda/Perkada

Angkot Ngetem

Arus lalu lintas lerganggu kendaraan umum yang ngetem

Dinas Perhubungan

Penggebahan dan penempatan petugas Dishub,
penitangan, penderekan dengan menyertakan foto
dokumentasi dan naras! sebagai hasil dari tindak
lanjut :

Titik Rawan Kemacetan

Titik Rawan Kemacetan Anjs Lalu Lintas

'

Dinas Perhubungan

Pengaturan lalu lintas dengan menempatkan
personil Dishuby df lokasi rawan kemacetan untuk
dapat mengusal kemacetan arus lalu lintasdengan
menyeriakan folo dekumentasi dan narast sebagai
hasil dari tindak lanjut

Pelanggaran Angkutan Barang

Over Dimensloa Over Loading (ODOL)

Dinas Perhubungan

Dilakukan penindakan oleh petugas baik berupa
tilang, surat parnyataan, maupun penundaan atay
stap operasi dengan menyertakan foto
dokumentasi dan narasi sebagai hasil dari tindak
tanjut

tarmpu Lalu Lintas Rusak dan
DOurasi

Kemacetan akibat lampu lalu lintas rusak dan durasi

Dinas Perhubungan

Diperbaiki dan dilakukan pemeliharaan dengan
menyertakan foto dokumentasi dan narasi sabagai
hasi] dad tindak tanjut

Penambahan Lampu Lalu Lintas

Pembangunan untuk Lampu Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, penganggaran, menyiapkan
penggalian, pengecoran, pembangunan jika sesuai
ketentuan, pengaturan larmpu lalu lintas dengan
menyertakan foto dokumentasi dan narast sebagal
hasil dar tindak lanjut

Pergeseran Lampu Lalu Lintas,
Polican Cross, Warning Light

Akibat adanya pembaruan trotoar

Dinas Pathubungan

Metakukan survey, penganrggaran, menylapkan
pergeseran atau penggalian, pengecoran dan
pengaturan lampu lalu lintss dengan menyertakan
foto dokumentast dan narasi sebagai hasil darl
tindak tanjut

Pembuatan Pelican Crosing /
Lampu Lalu Lintas Penyeberangan
Orang’

Permohonan pembuatan Pelican Crosing / Lampu Lalu
Linfas Penyeberangan Orang

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, penganggaran, menyiapkan
penggalian, pengecaran, pembangunan jika sesuai
ketentuan dan pengaturan lampu latu lintas
dengan menyertakan foto dokumentasi dan narasi
sebagal hasil dari tindak lanjut

Lampu Lalv Lintas Penyeberangan
Orang Rusak

Kerusakan Lampu Lalu Lintas Penyeberangan Crang

Dinas Perhubungan

Diperbalki dan dilakukan pemeliharaan dengan
menyertakan foto dokumentasi dan narasi sebagai
hasil dari tindak lanjut o

Putaran Balik (U-Turn)

Permintaan pembukaan stau penutupan putaran balik {u-
turny

Dinas Perbubungan

Melakukan survey, anallsls, evalvasi pembukaan
atau penutupan u-turn, penganggaran dengan
menyertakan foto dokumentasi dan narasi sebagal
hasil dari tindak lanjut
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Kategori

Sub Kategord

Rincian Masalah

Keterangan Rincian Masalah

Bobot

Kewenangan

Kriteria Ketuntasan

Lurah

Camat

Perangkat Daerah

Perhubungan

Arus lalu lintas

Permintaan Marka Jalan

Permintaan marka jalan

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, anatisis, evaluasl,
penganggaran, pembangunan jika sesuai
ketentuan dengan menyeriakan foto dokumentasi
dan narasi sebagal hasil dar tindak lanjut

Permintaan Fasifitas Penyebrangan

Permintaan zebra cross

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, analisis, evaluasi,
penganggaran, pembangunan jika sesuai
ketentuan dengan menyerakan foto dokumentasi
dan narasi sebagai hasii dari tindak lanjut

Permintaan Rambu Lalu Lintas

Permintaan pembuatan rambu laly lintas

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, analisis, evaluasi,
penganggaran, permbangunan jika sesuai
ketentuan dengan menyertakan foto dekumentasi
dan narasi sebagai hasil dari tindak lanjut

Permintaan Cermin Cembung

Permintaan pembuatan dan perggantian kaca cermin
cembung

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, analisis, evaluasi,
penganggaran, penggantian alau pembangunan
jika sesval ketentuan dengan menyertakan fole
|ﬁ)kumentasl dan narasi sebagai hasil dari tindak
lanjut

Rambu Rusak / Hilang

Permintzan Penggantian Rambu falu lintas yang rusak /
hilang

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, analisis, evaluasi,
penganggaran, perbaikan atau penggantian jika
sesuai ketentuan dengan menyertakan foto
dokumentasi dan narasi sebagal hasil dari tindak
lanfut

Kebijakan Ganjil Genap

Permohonan Stiker Disabilitas dan ruas jalan Ganjil Genap

Dinas Perfiubungan

Survey, Analisis dan Pemberian Stiker dengan
menyertakan foto dokumentasi dan narasi sebagal
hasil dari tindak lanjut

Infe Ruas Jalan Ganjil Genap

Infe Ruas Jalan Ganjit Genap yang berlaku

Dinas Perhubungan

Terinfokan terkait ruas jalan ganjil genap dengan
menyertakan fole dokumentasi dan narasi sebagal
hasil dad tindak laniut

Kebijakan Jalur Sepeda

Parmohonan pembuatan Jalur Sepada

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, analisis, evalvasl,
penganggaran, pembangunan jika sesual
ketentuan dengan menyertzkan fote dokumentasi
dan narasi sebagal hasil dari tindak [anjut

Info Jatur Sepeda

Info jalur Sepeda yang berlaku

Dinas Perhubungan

Terinfokan terkait ruas jalan ganjil genap dengan
menyertakan foto dokumentasi dan narasi sebagai
hasil dari tindak lanjut

Kendaraan Bermotor masuk jalar
Transjakarta/berjalan diatas troloar

Kendaraan Bermotor masuk jalur Transjgkarta/berjalan
diatas trotoar

Biro Pemerintahan

Narast/penjelasan hasil koordinasi dengan pihak
kepolisian

Tindakan kriminalitas {ranfau paku,
dily

Tindakan kriminalitas

Biro Pemerintahan

Narasi/penjelasan hasll koordinasi dengan pihak
kepolisian

Pelanggaran Lalu Lintas
{kendaraan lawan arus, dil}

Pelanggaran Lalu Lintas

Bira Pemerintzhan

Narasl/panjelasan hasll kocrdinasi dengan pihak
kepolisian

Penutupan Jalan

Penutupan jalan oleh individukelompok warga/badan
usaha

Penjelasan hasil koordinast (upaya
mediasiymelakukan peninjauan fapanganifoto
hasil tindek lanjut sementara

Transportasi publik

Tarif Angkutan Umum

Kelvhan terkait kendaraan umum Angkutan Tidak Dalam
Trayek (Tarif tidak sesual ketentuan taxi, taxi enline,
Baja)/Angkutan lingkungan)

Dinas Perhubungan

Memberikan arahan secara langsung {peringatan
dan teguran) berupa keordinasi, seslalisas! Perda
yang bariaku dan penindakan di lapangan secara
langsung dengan menyartakan foto dokumentasi
dan narasl sebagal hasil dari tindak lanjut
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No.

Kategori

Sub Kategori

Rincian Masalah

Keterangan Rincian Masalah

Bobot

Kewenangan

Lurah

Camat

Perangkat Daerah

Kriterla Ketuntasan

Perhubungan

Transportasi pubiik

Tanf Angkuian Umum

Keluhan terkait kendaraan umum Angkutan Dalam Trayek
(Tarif idak sesual ketentuan Bus Besar, Bus Sedang)

Dinas Perhubungan

Memberikan arahan secara langsung (peringatan
dan teguran) berupa koordinasi, soslalisasi Perda
yang berdaku dan penindakan dilapangan secara
langsung dengan menyertakan foto dokumentasi
dan narasi sebagai hasil dar findak Tanjut

Info Trayek / Rute

Informasi terkait irayek kendaraan umum

Dinas Perhubuagan

Penjelasan Data Informasi Traysk terupdate di
Aplikasi Trafi, Aplikasi TJ {apabila Trayek TJ) dan
SKl izin Trayek Yang lercantum pada KP (karu
Pengawasan} dengan menyertakan foto
dokumentasi dan narasi sebagai hasil dari tindak
lanjut

Permohonan rute Jaklingke

Penambahan Usulan Baru Rute Jaklingko

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, analisis, evaluasi terhadap rute-
rute yang diusutkan harus efektif dan selektif
meialul operator angkutan umum Jakiingke dan PT
Transjakarta dengan menyertakan foto
dokumentasi dan narasi sebagal hasll dar tindak
tanjut

Infa Trayek Kapal Dishub

Informasi terkait pelayanan Kapal penysberangan

Dinas Perhubungan

Penjelasan Data Informasi Trayek terupdate kapal
yang dikelola Dinas Perhubungan dengan

menyertakan fote dokumentasi dan narasi sebagal
hasil dari tindak lanjut

Sarpras Pelabuhan

Keluhan terkait Sarpras Pelabuhan

Dinas Perhubungan

Melakukan survey, analisis, evaloasi,
penganggaran, perbaikan atau penggantian fika
sesual ketentuan dengan menyertakan foto
dokumentasi dan narasi sebagai hasil dari tindak
lanfut

Fasilitas Terminal

Keluhan terkatt fasilitas di terminal

Dinas Perhubungan

Apabila fasilitas terminal terdapat kerusakan, maka
akan di lakukan koordinast dengan Instansi Terkait
untuk dapat diperbaiki / diperbabarui dengan
menyeriakan foto dokumentasi dan narast sebagal
hasit dari tindak lanjut

Pungli Terminal

Pungli di terminal

Dinas Perhubungan

Memberikan sanksi sesual aturan {sanksl ringan :
di skors , sanksi terberat : di hukum pidana)
dengan menyertakan fote dokurmentasi dan narasi
sebagal hasi! dad tindak lanjut

Terminal Bayangan

Aklivitas angkutan umum Jalan raya diluar Terminal Resmi

Dinas Parhubungan

Penilangan, BAP hingga pencabutan
penyelenggaraan fjin oparasi PO meiibatkan
instansi torkait (Satpol, Kemenhub, Baj) dengan
menyertakan foto dokumeniasi dan narasi sebagai
hasil dari tindak lanjut

Layanan Transjakaria, MRT dan
LRT

Keluhan layanan Transjakarta, MRT darn LRT

Badan Pembinaan BUMD

NarasUpen]elasan sesuai dengan aduan dan
dokumentasi

Pelayanan Perhubungan

Keluhan Pelayanan KIR

Proses Ujt Kir, Potensi Pungli

Dinas Perhubungan

Pemberian Infermasi terkait Uji KIR serta
menindak tegas dan pemberian sanksi kepada
pelaku pungli dengan menyertakan foto
dokumentasi dan narasi sebagal hasil dar tindak
lanfut

Pelayanan Parkir

Tarif Parkis yang tidak sesuai dengan peraturan .

Dinas Perhubungan

Manegur jukir yang bertugas (jukir binaan UP
Parkir) dengan memberikan sanksi peringatan jlka
masih berianjut akan ditindak legas dengan
menyeriakan foto dokumentasi dan narasi sebagai

hasil dari tindak laniut
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Bobot

No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Ringlan Masalah Kewenangan Kriterla Ketuntasan
Lurah | Camat Perangkat Daerah
Perhubungan Pelayanan Perhubungan Pelayanan Rute (Kendaraan Bus Sekelah tidak laik Jalan, Permohonan rute 3 Dinas Perhubuagan Survey, analisis dan svalvasi dengan menyertakan
Bus Sekolah, Gangguan Sarana dan prasarana Bus foto dokumentasi dan narasl sebagai hasil dari
Sekotah, seperti ; Halte, Rambu papan rute bus sekotah) tindak lanjut
Peritaku Awak Bus Kendarazn Bus Sekolah (ugal2an, bus tidak layak, 3 Dinas Perhubungan Difakukan Investigasi / Penyidikan kepada awak
menurunkan penumpang tidak sesuai pada tempatnya, bus yang bersangkutan dan dibuatkan BAP, Surat
masulk jalur TJ, awak bus tidak mengenakan seragam dan Peringatan VLIl serta melakukan revisi pola
' Identitas, berblcara fidak ramah dan tidak sopan kepada pembinaan kepada seluruh awak bus sekolah
panumpang, bertindak asusila kepada penumpang, dii dengan menyeriakan folo dokumentasl dan narasi
terkait perilaku negatif awak bus sekolah) sebagal hasil dari tindak lanjut
Perizinan Perizinan Bidang Perhubungan Informasi dan Keluhan Perizinan Bidang Perhubungan 3 Dinas Penanaman Modal a"an Terinformasikannya status Perizinan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu
16. |Komunikasi dan Komunikasi Publik Keluhan terkait Surat-Menyurat Keluhan terkait jejak surat pada E-Office 2 Biro Kepala Daerah Pemberian penjelasan terkait dengan status jejak
Informatika kepada Pimpinan Daerah surat/foto hasil pengecekan surat datam aplikasi E-
(Gubernur dan Wakii Gubernun) Qffice
Permohonan Audiensl dengan Permohonan Audiensi dengan Gubernur/Wakil Gubermur 2 Biro Kepala Daerah Nota Dinas Kepada Gubernur terkait dengan
Pimpinan Daerah Permohonan Audiensi/Penjelasan
{Gubernuy dan Wakil Gubernur)
Komunikasi Pemerintah Website Pemerintah Provinsi DKl |Website dihack/website tidak tampil 2 Dinas Komunikasi, Informatika dan [Narasi terkait dengan proses perbaikan website
Jakarta tidak bisa diakses Statistik sesuai dengan ketentuan
Informasi Website Pemerintah Kesalahan redaksionalkonten tidak updale 2 Dipas Komunikasi, Informatika dan |Perbaikan redakstonal/melakukan update kenten
Provinsi DKI Jakara Stalistik dan narasi
Medla Sosial Pemerintah Provinsi  [Media Sesial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai 2 Dinas Komunikasi, Informatika dan [Narasi penjelasan sesuai dengan ketentuan
DKI Jakaria Statistik
Pos Pelayanan Teknologi Tidak tersedianya layanan alat teknologi pada Posyantek 2 Dinas Pemberdayaan, Laporan hasit koordinasi
Periindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Jaringan Kamunikasl Menara BTS Mengganggu Menara telekomunikasi {iang mikroseluler) 3 Satuan Polisi Pamong Praja Penjelasan hasil koordinasi dengan instansi terkait
menggangguw/membahayakan (Rapal, dokumentasi sebelum dan
. setelah/memberi tanda seqel dilokasi)
Infra Telekomunikast Rusak Tiang, gardu dan/atau kabel jaringan telekomunikast nisak 3 Biro Pemerintahan Narasi dan Penjelasan hasil koordinasi yang telah
dilakukan dengan pihak terkait
Infra Telekomunikasi Katar Tiang, gardu danfatau kabe! jaringan telekomunikasi b + Foto TL hasil pembersihan sesual dengan lokasi
banyak caretanfiempelan pengaduan
Keluhan Jaringan Provider Keluhan terkait pelayanan provider kamunikasi (Telkom, 3 Biro Pererintahan Narasi dan Penjelasan hasil koordinasl yang telah
Indosat, XL, Baolt, dli.} | dilakukan dengan pihak lerkait
Perizinan Perlzinan Bidang Komunikasi dan  {informasi dan Keluhan Perizinan Bidang Komunikasi dan 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Pesizinan
Informatika Informatika {Menara felekomunikasi} Pelayanan Terpadu Satu Piniu
17. |Koperasi, Usaha Kecil [LekasiBinaan dan Lokasi Keluhan Harga Harga jual lebih mahal 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |Narasi dan peninjavanitindzk lanjut ke lapangan.
dan Menangah Sementara Koperasi, Usaha Kecil dan
Menenaah .
Kualitas Dagangan Kualitas barang buruk 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, [Narasi dan peninjauanftindak lanjut ke lapangan.
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menanaah
Kualitas Dagangan Timbangan tidak sesuai 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, [Narasi dan peninjauanitindak lanjut ke [apangan.
Koperasl, Usaha Kecil dan
Menengah
Fasilitas Rusak Fasilitas di lokbinloksem rusak 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |Narasi, peninjauanflindak lanjut ke lapangan, foto
~ Koperasi, Usaha Kecil dan hasil fasilitas tokbinfloksem yang diperbaiki
Menengah
ljin Befjualan Permohenan izin berjualan di Lokbin/l.oksem 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |Penjelasan terkait informasi prosedur memohon

Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

perizinan berjualan di Lokbin/Loksem)
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Bobot

No. Kategori Sub Kategor! Rinctan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah | Camat Parangkat Daerah :
Koperasi, Usaha Kecil {Lokasi Binaan dan Lokasi Loksem pada jzlur pedestrian Keluhan pejalan kaki terkait pedagang di lokasi sementara 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |Narasi dan peninjauarvtindak lanjut ke lapangan.
dan hMenangah Sementara karena akses jalan terganggu Koperasi, Usaha Kecii dan
Menengzah .
Loksem yang diperjualbelikan Keluhan terkait tempat usaha loksem yang diperjual 3 Dinas Perindustiian, Perdagangan, Narasi dan peninjauzntindak lanjut ke lapangan.
balikan Koperasi, Usaha Kecif dan
tMenengah
Kaoperasi Rapat Anggota/Tahunan Koperasi  |Koperasi tidak melzksanakan rapat anggota/rapat tahunan 3 Dinas Perindustran, Perdagangan, {Narasi, peninjauan ke koperasi, foto surat
Koperasi, Usaha Kecil dan himbavan/surat peringatan -> diberikan jlka
Merengah koperasi tersebut tidak mengindahkan himbauan
dari Dinas PPKUKM (jika koparasi yang
bermasaiah tersebul merupakan koperast tingkat
kotafprovinsil
Pengelolaan Koperasi Kecurangan pengelolaan koperasi, data fikif, melanggar 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, [narasi, peninjavan ke koperasi, mengundang pihak
ketenivan perkoperasian Koperasi, Usaha Kecll dan terkait untuk diadakan mediasi.
Menengah
Informasi Kaperasi Menanyakan persyaratan cara mendirkan koperasi atau i Dinas Perindustrian, Perdagangan, |narasi {prosedur persyaratan pendirian
informasi lain terkait koperasi Koperasl, Usaha Kecil dan koperasifinformasi lain terkait koperasi)
Menangah
Fasilitasi Pembuatan Akta Menanyakan bantuan blaya nctaris pembuatan Akta 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |narasi, peninjauan koperasi (konsultasi}
Koperasi Keperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
LMK Fasilitas Tempat JCH Pelaku usaha industr kreatif tidak mendapatkan tempat di 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |narasi (penjelasan iasil check proposal pemchon
JCH Koperasl, Usaha Kecil dan apakah proposalnya sesuzl dengan kriteria fasilitas
Menengah di JCH)
Fasifitas Pemasaran Pelaku usaha ddak mendapat akses pemasaran 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, {narasi (penjelasan mengenai program Jakpreneur)
Koperasi, Usaha Kecll dan
Menenaah
Jakprenaur Pengaduan terkait Infermasi pendafiaran Program 1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |narasi (penjelasan mengenai program Jakpreneur)
Jakpreneur dan lainnya Koperasi, Usaha Kecll dan
Menengah
. .. . Informasi dan Keluhan Perizinan Izin Usaha KMikro dan 3 Dinas Penanaman Modal dan . . o
: Perizinan Perizinan Bidang KUMKMP' Kecil (IUMK) Pelavanan Teroadu Satu Pinty Terinformasikannya status Perizinan
18, |Penanaman Modal Perizinan Perizinan Bidang Pananaman informasi dan Keluhan Perizinan PMON, PRMA, di 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Perizinan
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan PM dan PTSP Layanan PTSP Informasi dan Keluhan Pelayanan Surat Domisil, Keluhan 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Pelayanan Perizinan
Pelayanan di Loket PM dan PTSP, Pungll dan terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pengajuan perizinan di Dinas PM dan PTSP .
19. |Kepemudaan dan Fasilitas Olahraga Keluhan Infrastrukivr Olahraga Kerusakan [nfrastruktur meliputi jatan, trotear, pembatas 3 Dinas Pemuda dan Olahraga Foto tindak lanjut hasil perbaikan infrastrukiur
Olahraga jalan, saluran ais, listrik, telekomunikasi, air bersih, olzhraga
sarpah, perparkiran dan lain-lain di sarana ciahraga milik
Dinas Pemuda dan Qlahraga (sepedi ; GOR dan
selenisnya)
Kerusakan Infrastrukiur pada fasilitas olahraga di bawah 3 Dinas Pemuda dan Olahraga Foto tindak lanjut hasil perbaikan infrastruktur
pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga tingkat ringan olahraga
{GOR, Lapangan Terbuka, dif) .
Keluhan Infrastruktur Olahraga Keluhan Infrastruktur olahraga milik swasta 2 Dinas Pemuda dan Olahraga Penjelasan kewenangan pengelolaan fasilitas
- olahraga tersebut
Penyalahgunaan fasilitas olahraga 2 Dinas Pamuda dan Olahraga Penjelasan kronolegl dan langkah yang akan
. diambil
Indikasi penyalahgunaan retribusi pada GOR 2 Dinas Pemuda dan Clahraga Narasi berupa pernelusuran dan klarifikasi
! Permohonan Alat Olahraga Permohanan bantuan alat olahraga maupun perbaikan alat 2 Dinas Pemuda dan Olahraga Penjelasan lerkait dengan mekanisme/alur

olahraga seperti meja tenis meja, net, ring basket, dil

pengajuan alat olahraga
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Bobot
No Kategori Sub Kategori Rinclan Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
- Lurah | Camat Perangkat Daerah
Kepamudaan dan Fasilitas Olahraga Parmohonan Fasllitas Olahraga Permohonan pembuatan fasilitas olahraga di lingkungan 2 Dinas Pemuda dan Clahraga Penjelasan terkait dengan mekanisme/alur
Olahraga masyarakat (Aspirasl Masyarakat). Contoh Pembangunan pengajuan pembuatan fasilitas olahraga melalui
Lapangan Olahraga sepen Voilay, Bulu Tangkis, dsb di rmusrenbang
lahan kosong
Kefuhan penerbitan serlifikat Keluhan penerbitan sertifikat olahraga yang 2 Dinas Pemuda dan Olahraga Narasi berupa laporan progres pembualan
olahraga yang diselenggarakan diselenggarskan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serlifikat dan klarifikasi
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Keluhan terkait pelaksanaan event |Keluhan terkait pelaksanaan event clahraga rutin tahunan 2 Dinas Pemuda dan Olahraga Narast berupa jawaban dan klarifikasl sesuai
olahraga rutin tahunan yang yang diadakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Contoh : konteks aduan
diadakan Dinas Pemuda dan FORST, dll)
Dlahraga
Kepemudaan Bantuan Fasilitas Kepemudaan Permintaan bantuan prasarana dan sarana Karang Taruna 4 Dinas Sosial Pemerwshan bantuan sesuai dengan hasil
koordinast dengan Kelurahan dan Narasi sesuai
dengan aduan
Pembentukan Pengurus Karang Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan, Kecamatan, 4 Dinas Sosial Pemenuhan bantuan sesual dengan hasit
Taruna Kota dan/atau Provinsi belum dibentuk koordinasi dengan Kelurahan dan Narasi sesual
dengan aduan
Keluhan Kegiatan Kepemudaan Keluhan terkait pelaksanaan pembinaan kepemudaan 2 Dinas Pemuda dan Clahraga MNarasl/Penjelasan sesual konteks aduan
(contoh : Pramuka, Paskibra, dan Crganisasi
Kepemudaan)
Periznan Perizinan Bidang Kepemudaan dan (Informasi dan Keluhan Perizinan Bidang Kepemudaan dan 3 Dinas Penanaman Modal d-z-:n Ten‘nformaéikannya status Perizinan
Qlahraga Olahraga Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. |Statistik Statistik Daerah Kebutuhan Data Kebutuhan data statistik 2 Dinas Kemunikasi, Informatika dan |NarasiInfermasl terkait dengan prosedur sesual
Statistix dengan ketantuan
Konfirmasi Data Konfirmast data Statistik 2 Dinas Komunikasi, Informatika dan [Narasiinformasi terkait dengan prosedur sesuai
Statistik dengan ketentuan
Data Laporan Penyelenggaraan Permintaan data dalam LPPD 3 Biro Pemerintahan Naras¥/penjelasan terkait dengan prosedur sesuai
Pemarintahan Caerah dengan ketentuan
Statistik Pusat Keluhan data statistik pemerintah  {Keluhan mengenai konten publikasi data statistik 3 Biro Pemerintahan Narasi [Penjelasan hasil kocrdinas! dengan plhak
pusat Pemerintah Pusat terkait sesuai dengan pengaduan
21. |Persandian Persandian Lain-lain Berbagal permasalahan mengenai persandian 3 Dinas Komunikasi, Informatika dan [Marasi dan Informast sesual dengan aduan yang
Statistik disampaikan
22, |Kebudayaan Kegiatan Seni dan Budaya Info Kegialan Seni dan Budaya Informast terkait pertunjukan seni dan budaya 1 Dinas Kebudayaan Narasl terkait infermasi pertunjukan serl dan
- ‘ : budaya kepada pelapor
Keluhan pelayanan museum Pengaduan terkait pelayanan museum {kebersihan, 3 Dinas Kebudayaan Laparan tertulis atas tindak lanjut keluhan
keramahan palayanan, keamanan, dsb) pada museum- pelayanan atau koordinasi dengan PD lain yang
museum di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan terkait
Keluhan penyelenggaraan keglatan |Pengaduan terkait penyelenggaraan keglatan seni budaya 3 Dinas Kebudayaan Laporan hasil keordinasl dengan penyelenggara
seni budaya di tempat-tempat yang dikelola Dinas Kebudayaan (PBB kegiatan
Setu Babakan, PKJ TiM, dan gedung-gedung pertunjukan
di bawah UP GPSB)
Keluhan pelatihan seni budaya Pengaduan terkait penyelenggaraan pelatihan seni budaya 3 Dinas Kebrudayaan Laporan hasil koordinasi dengan instruktur/poserta
yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan/Suku Dinas pelatihan
Kebudavaan
23. |Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Keluhan ketidaksesuatan Jam operasional dl perpustakaan i Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [Foto petugas dengan time stamp
umum
Keluhan ferkail penataan buku tidak sesual susunan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Fote buku yang telah tertata rapi
| , klasifikasl dan tidak rapi
Keluhan belum adanya titk Jayanan perpustakaan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Foto/Pemberian informasi terkait titik layanan
kelilingflayanan permata . perpustakaan kelilingflayanan permata
Kefuhan belum adanya Katalog Penerbit 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [Penjelasan terkait dengan tersedianya katalog
penerbit
Belum tersedianya data update jumlah judul dan jumlah 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Tersedianya update rekap data jurnlzh judul dan
eksemplar koleksl perpustakaan eksemplar koleksl perpustakazan
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No. Kategort Sub Kategori Rinctan Masalah Keterangan Rinclan Masatah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
' Lurah | Camat Perangkat Daerah
Perpustakaan - Perpustakaan Perpustakaan Keluhan mengenal kerusakan koleksi bahan perpustakaan 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Foto bahan perpustakaan yang sudzah diperbaiki
Keluhat terkait dengan koleksi buku yang tidak tersedia 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [Foto/Pemberian Informasi ferkait dengan
! katersediaan koleks! buku yang belum ada
Keluhan lembaga perpustakaan atas hasil Akreditasi 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [Haslf koordinasi/notulen rapat dengan Perpusnas
Perpustakaan
Keluhan atas administrast angka kredit pustakawan 3 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan {Tiadak lanjut perbaikan sesual keluhan
Keluhan atas penilalan apresiasi perpustakaan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearslpan |Pemberitahuan berita acara hasll penjurian
Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) |Keluhan kurangnya sosialisasi pelaksanaan KCKR 3 Diras Perpustakaan dan Keatslpan |Folo pelaksanaan sosialisasi KCKR dan proses
pelaksanaan sosialisasi KCKR
Keluhan terkait tidak adanya petugas di ruang KCKR k| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Foto/Penjelasan tetah dilakukan pembinaan dan
tindak lanjut terhadap petugas pelayanan
Sarana dan Prasarana Kurang bersihnya fasilitas ruang perpustakazn 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Foto hasil pambersihan ruang penyimpanan Arsip
. Dinamis/Statis
Keluhan terhadap rusaknya sarana dan Prasarana 3 ' |Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lFoto perbaikan sarana dan Prasarana
fislk/gedung kategori rngan/sedang fisik/qedung/penjelasan sesual dengan aduan
Keluhan terhadap rusaknya sarana dan Prasarana 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Folo hasil perbaikan/penjelasan sesuai aduan
fisikfgedung kateqgori berat
Pelayanan Perpustakaan Keluhan terkait sikap/penampilan pefugas parpustakaan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [Foto/Penjelasan telah dilakukan pembinaan dan
' tindak tanjui terhadap petugas pefavanan
Keluhan atas kurangnya dukungan kesjasama/kolzborasi 2 Dinas Parpustakaan dan Kearsipan [Surat jawabarvketerangan atas psrmohonan
kegiatan parpustakazan ’ keriasamaskolaborasi kegiatan perpustakaan
Keluhan terkait koneksi internet bagi pemustaka di 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Foto aplikasi perpustakaan yang sudah dapat
perpustakaan umum . diakses internet dan penjelasan sesual aduan
Aplikasi perpustakaan tidak dapat diakses 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |[Foto aplikasi perpustakaan yang sudah dapat
diakses dan penjelasan sesual aduan
24, |Kearsipan Kearsipan Keluban befum terdaksananya Keluhan PDAUKPD, BUMD, Organlsasi Masyarkat dan 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Foto Pelaksanaan Soslalisasi, Pembinaan, KIE
Sosialisast, Pemblnaan, Konsultasi, |Organisast Politik terkait dengan belum terlaksananya dan Monev pengelolaan kearsipan/Penjelasan
Informasi, dan Edukasi (KIE) serta |Sosialisasi, Pembinaan, KIE dan Monev pengelolaan mengenai proses pelaksanaan Soslalisasl,
Monitoring dan Evaluasl kearsipan : Pembinaan, KIE dan Monev pengelolaan
pengelotaan kearsipan kearsipan
Pengelolaan Arsip Sulitnya penyerahan arsip lnaktifiStatis 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Surat penjelasanfketerangan atas keluhan terkait
Rusaknya berkas arsip inaktif/Statis 2 Dinas Paerpustakaan dan Kearsipan [Foto hasil perbaikan arsip InaktiffStatis dan
' penielasan terkait dengan aduan
Permohonan penitipan/penyusutan/restorasi arsip 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Fote berita acara penitipary/penyusutan/perbaikan
arsip dan penjelasan sesuai dengan aduan
Sarana dan Prasarana Kurang bersihnya fasilitas ruang penyimpanan Arsip 2 Diras Perpustakaan dan Kearsipan |Foto hasil pembersihan ruang penyimpanan Arsip
Dinamis/Statls : Dinamis/Statis
Keluhan terhadap rusaknya sarana dan Prasarana 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Foto perbaikan sarana dan Prasarana
fisik/gedung kategori ringan/sedang fisik/gedung/penjelasan sesuai dengan aduan
! Keluhan ferhadap rusaknya sarana dan Prasarana 4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan iFoto hasil perbaikan/penjelasan sesuai aduan
fisik/gedung kategori berat
Pelayanan Bidang Kearsipan Keluhan ferkait sikap/penampitan petugas kearsipan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |[Folo/Penielasan telah dilakukan pembinaan dan
- tindak lanjut terhadap petugas pelayanan
Kurangaya informasi tentang layanan kearsipan 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [Foto SOP Pelayanan Kearsipan/Pemberan
Informasl terkait dengan SOP Pelayanan
Kearsipan
; Kurang jelasnya prosedur pelayanan arsip dan 2 Dinas Perpustakazan dan Kearsipan [Foto/pemberan penjelasan SOP presedur
pembavaran retribusi palayanan arsip dan retribusi
Aplikasi kearsipan lidak dapal dizkses 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |Foto aplikasi kerarsipan yang sudah dapa? diakses

dan penjelasan sesuai aduan
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No. Kategork Sub Kategori Rinctan Masalah Keterangan Rincfan Masalah Kewenangan Kriterfa Ketuntasan
Lurah | Camat Peranghkat Daerah
25, [Ketautan dan Pengolahan lkan Bau pengotahan ikan Bau dari lokasi pengolahan ikan 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan|Foto hasil pengecekan lapangan dan narasi
Perkanan dan Perfanian pengelolaan IPAL yang baik
Kebarsihan pengalahan ikan Kebarsihan di lokasi pengolahan ikan 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan|Foto hasil pernbersihan sesuai dengan lokasi
5 - . dan Pertanian aduan
Tempat Pelefangan lkan (TP1) Keluhan Fasilitas TPI Kerusakan prasarana dan sarana di lokasi 2 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan |Foto hasil perbaikan kerusakan prasarana dan
dan Perlanian sarana di lokasi telah diperbaiki
Keluhan Timbangan TPl Timbangan yang curang 1 Dinas Kstahanan Pangan, Kefautan{Foto hasil verifikasl lapangan/Penindakan untuk
dan Pertanian pelaku dan kalibrasi imbangan
Keluhan Harga TPI Harga terlalu mahal 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan [Penerapan prosedur palelangan
dan Pertanian
Kelvhan Kelangkaan Stock Kelangkaan ikan 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan |Pemantavan harga dan ketersediaan ikan
dan Pertanian
Keluhan Kualitas Stock Kualitas ikan yang buruk 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan|Penerapan rantal dingin dan pengawasan
. dan Pertanian keamanan pangan untuk menjaga kualitas ikan
Parmasalahan Tengkulak Keberadaan tengkulak 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan|Penerapan prosedur pelelangan
dan Pertanian
Pungutan liar Pungutan liar di TP) k| Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan |Foto hasil Pengecekan lzpangan/narasi,
dan Pertanian melakukan pembinaan dan teguran sesuai
ketentuzan vang berlaku
Perizinan Perfzinan Bidang Kelautan dan lnfqrrnasi dan keluhan perizinan Bidang Kelauvtan dan 3 Dinas Penanaman Modal d'an Terinformasikannya status Perizinan
Parikanan Perikanan Pelavanan Terpadu Saty Pinfy
28, |Parwisata Tempat Wisata Keluhan Tempat Wisata Permasatahan infrastruktur meliputi jalas, trotoar, 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukti terselesatkannya perbaikan infrastrukiur
’ pembatas jalan, saluran air, listrik, telekomuntkasi, air Kreatif {trotoar,pembatas  Jalan, Salwran  air,  listrik,
bersth, sampah, perparkiran serta pelayanan di kawasan telekomunikasl, ai¢ bersih, sampah, perparkiran
wisata Jakarta (ardara Jain Monas, Kota Tua) serta pelayanan dikawasan pariwisaia) berupa
dokumentasi atau laporan
Keluhan penyelenggaraan acara  |Permasalahan penyelenggaraan acara seni budaya di 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukti  penyelesaian  permasalahan  berupa
seni budaya di tempat wisata kawasan wisata yang dikelola Dinas Parwisata dan Kreatif dokumentasi dan laporan
Ekonomi Kreatif {antara tain Monas, Keta Tua )
Akses Pintu Masuk dan Keluar di  {Akses Pintu Masuk dan Keluar di Kawasan Kota Tuva 2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukli  penyelesalan  permasalahan  berupa
Kawasan Kola Tua Kreatif dokumentasi dan laporan
Simbol Penunjuk Arah di Kawasan {Simbol Penunjuk Arzh di Kawasan Keta Tua 2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukti  penyelesalan  permasalahan  berupa
Kota Tuz Kreatif dokumentasi dan faporan
Pengamaen Liar di Kota Tua Pengamen liar memaksa meminta vang di Kawasan Kola 3 Dinas Pariwisata dan Ekcnomi ~ |Bukti Kordinasi dengan |instansi terkait berupa
Tua Kraatif penyelesaian urusan perparkiran  (dokumentasi
dan laporan}
Dugaan Kriminalitas Kriminalitas di tempat hiburan {narkoba, prostitusi dan 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukti Kordinasi dengan instansi terkait berupa
pesjudian) ' : Kreatif penyslesaian urusan perparkiran {dokumentasl,
Berita Acara kunjungan, Surat Pernyataan dan
laporan)
Pelayanan Administrasi Administrasi Dinas Pariwisata dan  |Kesalahan surat menyurat, lambat, dif, S 1 Dinas Pariwisata dan Ekoncmi Bukti penyelesaian permasalahan berupa surat
Ekonomi Kreatif Kreatif dan laporan atau dokumentasi
Kepegawaian Dinas Pariwisata dan |Keterdlambatan penanganan administrasi pegawai 2 Dinas Pariwisata dan Ekonoml! Bukti penyelesaian permasalahan berupa surat
Ekonomi Kreatif (kenaikan pangkat, penghargaan, dil.), keluhan Kreatif dan laporan atau dokumentasf
penempatan pegawal, permasalahan kedisiplinan pagawai
Wakiu Pencairan Transfer Melalui |Pencairan Transfer Melalul Pihak Ketiga teriambat atau 3 Dinas Parwisata dan EKonomi Bukti koordinasi dengan instansi terkait maupun
Pihak Ketiga tidak terlaksana Kreatif pihak ketiga, bukli penyelesalan permasalahan
barupa surat dan laperan atau dokumentasi
Prasarana dan Sarana Kantar Parmasalahan terkait prasarana dan sarana di gedung -2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukfi penyelesalan permasalahan berupa surat
Disparekraf kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif dan laporan atau dokumentasi
Anggaran dan Kegiatan Pariwisata [Keluhan alas kesalzhan data terkait anggaran atau 1 Dinas Pariwlsata dan Ekonomi Bukli penyelesaian permasalahan berupa surat

dan Ekonomi Kreatif

keglatan, komponen belanja barangfjasa, masalah faparan

keuangan dll.

Kreatif

atau laporan perbaikan data anggaran, kompenen,

laporan dii
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No. Kategori Sub Kategori Rincian Masalah Keterangan Rincian Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
) Lurah | Camat Perangkat Daerah
Pariwisata Usaha Hiburan dan Rekreasi pelanggaran jam operasionaf usahajkeluhan pelanggaran jam operasional usaha pariwisata c2 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Bukti Kordinasi dengan instansi terkait berupa
pariwisata : Kreatif penyelesalan urusan perparkiran (dokumentasi,
Berita Acara kunjungan, Surat Pernyataan dan
taporan)
Pelanggaran gangguan kebisingan {keluhan gangguan suara bising dar usaha pariwisata yang 3 Dinas Pariwisata dan Ekonomi . |[Buktl Kordinasl dengan instansi terkait berupa
usaha pariwlsata mengganggu lingkungan sekitar Kreatif penyelesaian urusan perparkiran (dokumentasl,
Berita Acara kunjungan, Surat Pernyataan dan
. laporan}
Urusan Graha Wisata Prasarana dan sarana penginapan |Keluhan kenyamanan selama menginap di Graha Wisata 2 Dinas Partwisata dan Ekonomi Buky penyelesaian permasalahan berupa surat
Graha Wisata terkait sarana dan prasana (saluran Alr, AC, kamar Mandi, Kreatif dan laporan atau dokumentasi
parkir dil}
Perizinan Perizinan Bldang Pariwisata g‘;?iirg:::adﬁﬁnﬁe;u:li?eﬁe FS: ;?sglag:i gﬁ{[ ar Uszha 3 g;?:;i;ﬁa?::;’:guh‘sﬁﬁlgi?:u Terinformasikannya status Parizinan
27. |Peranian Rumah Potong Hewan Fasilitas Rusak Kerusakan prasarana dan sarana di lokasi 3 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan|Foto hasil parbaikan kerusakan prasarana dan
dan Pertanian sarana di lokasi telah diperbaikt
Fasilitas Kotor Kebersihan dan sampah yang ada di lokasi i Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan [Foto hasil pembersihan dan pengangkatan
dan Pertanian sampah sesuai dengan lokasi adyan
Laporan Perawatan Temak Keluhan mengenal peravatan hewan sebelum dipotong 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan|Foto hasil pengecekan lapangan,
dan Pertanlan NarasifPenjelasan klarifikasi aduan
Kebaradaan Tengkulak Tengkulak daging 2 Dinas Ketahanan Pangan, KelautaniFoto hasil pemaniauan harga dan stek daging
. dan Pertanian
Laporan Proses Pemotongan Keluhan mengenal hewan yang sudah mati flama tetap 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan [Foto hasii pengecekan lapangan dan penerapan
. dipoteng dan Pertanlan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal}
Laporan Bau Polusi udara {bau} dar rumah potong hewan 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan |Foto hasil pengecekan lapangan dan narasi
dan Pertanlan ) pengelolaan IPAL yang baik
Laporan Limbah Limbah padat dan calr dari rumah potong hewan 3 Dinas Lingkungan Hidup Verifikasi Lapangan f Pengambilan Sampel
Pungutan liar Pungutan ltar 1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan |Foto hasil Pengecekan lapangan/narasi,
dan Pertanian melakukan pambinaan dan teguran sesuai
ketantuan yang berdaku
Hewan 1ak berpemilik Laporan Hewan tak berpemilik Keberadaan hewan penular rabies, unggas dan hama 3 Dinas Ketahanan Pangan, Kelawan |Pemantavan lokasi bersama komunitas panyayang
H tanaman yang tidak berpamilk dan Pertanian i hewan dan SKPD terkalt untuk kemudian diambil
' tindakan
Hewan peliharaan Keluhan hewan peliharaan Keluhan Keberadaan hewan peliharaan yang mengganggu 3 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan|Pemaniauan lokasi bersama komunitas panyayang
menggangu {anjing, unggas dan hama tanaman) dan Pertanian | I hewan dan SKPD ferkait untuk kemudian diambil
- ) tindakan
Perizinan Perizlnan Bidang Perlanian informasi dan keluhan Perzinan Bidang Pertanlan 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Perizinan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28, [Kehutanan Taman Fasilitas RTH Kotor Area jalur hijau dan Ruang Terbuka Hijau {RTH) lainnya 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota [Folo hasi} tindak lanjut pembersihan sesuai
kotor dengan lokasi pengaduan
Taman Tidak Terawat Tanaman di taman, jalur bijau dan RTH lainnya tidak 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Foto hasil perbaikan di lokast aduan dan narasi
terawat i
Tanaman mengganggu fungsi Keluhan fanaman yang menghalangi guiding block 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |Fote hasil perbaikan di lokasi aduan dan narasi
trotoar dan/atau jalur pejalan kaki (pemindahan pot tanaman)
Lampu taman padam/rusak Keluhan mengenai lampu taman padamfrusak dalam 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota [Foto hasil perbaikan/Marasi ;
pengslolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Laporan Sampah Sampah crganik dan anorganik di taman 1 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |[Foto hasil tindak lanjut pembersihan sesuai
' dengan lckasi pengaduan
Potdi RTH Pecah Pot tanaman pecah harus diangkut/dibersinkan 1 N Foto hasll tindak lanjul pembersihan sesuai
dengan lokasi pengaduan
Pot Baru di RTH Penggantian pot tanaman yang pecah/rusak ¢i RTH dalam 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |Foto hasll tindak lanjut dan Narasi sesuai dengan
pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ketentuan
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No. Kategori Sub Kategort Rinclan Masalah Keterangan Rinclan Masalah Kewenangan Kriteria Ketuntasan
Lurah [ Camat Perangkat Daerah
Kehutanan Pchon Permohonan pangkas pohon Parmohonan pangkas pohon di dalam area perumahan 2 ¥ Pemberian informasi terkait dengan prosedur
pengajuan permeohonan pangkas pehon dan fato
hasil tindak lanjut sesual dengan aduan
Pangkas Pohon Ranting pohon yang patah/imbun peru dipangkas di area 1 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |Foto hasil tindak lanjut pembersihan sesuai
Jalur Hijau dan/atau RTH dengan lckasi pengaduan
Pohon Tumbang Pohen tumbang 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |Foto hasil tindak lanjut pembersihan sesuai
: dengan lokasi pengaduan
Permintaan Tanam Pohon Meminta penanaman pchon 1 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota |Narasi/Penjelasan proses permohonan pengajuan
permintaan tanam pehonflanaman ban
Taman Pemakaman Umum TPU Kotor TPU tidak teraveat, kotor, dil 1 Dinzs Pertamanan dan Hutan Keta |Foto hasil tindak lanjut pembersihan sesual
{TPU) dengan fokasi pengaduan
Lampu TPU padam/rusak Keluhan mengenai lampu TPU padamitusak 2 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota [Foto hasil perbaikanMarasi
i
Keluhan Pelayanan Keluhan terkait pelayanan di TPU {sikap petugas, pungli, 1 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota [Narasi dan Penjelasan/Dokumentasi melakukan
dil.} pembinaan
Makam Tidak Ditemukan Makam tidak ditemukan cleh ahli waris 1 Dinas Pertamanan dan Hulan Kota [NasasiPenjelasan sesuai dengan ketentuan
Area Makam Banjir Area Makam Banjir karena saluran yang menuju sungai 3 Dinas Sumber Daya Air Melakukan pangurasan saluran dengan
tersumbat lumpur dengan lebar saluran antara 0-0,5m {L menyertakan bukti foto dan keterangan dari hasil
>0,5m} ) tindak lanjut
Satwa Liar Satwa fiar yang tidak dilindungi Keluhan terkait dengan Satwa liar yang tidak dilindungi 2 Dinas Partamanan dan Hutan Kota [Dokumentast hasil TL dan NarasiiPenjelasan
{Ular , Monyet dan Biawsak diluar {Ular , Monyst dan Biawak diluar area Privat dan tidak
area Privat dan tidak dikuasai dikuasai pemilik)
pemilik)
Ruang Publik Terpadu Ramah  [RPTRA Kotor RPTRA kotor, tidak terawat, banyak sampah, 1 ¥ Foto hasil TL dilokasi aduan
Anak (RPTRA) coretan/tempelan
Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana RPTRA rusak 3 ¥ Dokumentasi hasil TL sementara/penjelasan hasil
koordinasi dengan perangkat daerah terkait
Penyalahgunaan Fungsi Penyalahgunaan fungsi RPTRA 1 + Dokumentasi hasll pengecekan lapangan dan
narasi/penielasan hasil pengecekan lapangan
Keluhan Pelayanan RPTRA Keluhan terkait pelayanan RPTRA (jam buka-tutup, slkap 2 ¥ membarikan pembinaanfteguran
pelugas, dil}
Ornamen/Hiasan Kota Keluhan mengenai ernamen/hiasan |Keluhan mengenai ernamenthizsan kota (lampu hias, jam 3 | |Dinas Pertamanan dan Hulan Kota {Foto hasil perbaikan/Penjelasan sesvai dengan |
kota dl area publik yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan : ketsntuan yang beraku
Kota) !
Perizinan Perizinan Bidang Kehutanan Informasl dan Keluhan Perizinan Bidang Kehutanan 3 Dinas Penanaman Modal dan Tarinformasikannya status Perizinan
) . {Permohaonan izin penebangan pohel,dll) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29, {Energi dan Sumber Energi Informasi Sertifikat Laik Operasi Permintaan Informasl mengenal persyaratan, Alur Pengurusan 2 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi |Penjelasan datam bentuk formulir / infografis /
Daya Mineral {SLO} ﬁjﬂ;ﬁkai Laik Operasi (SL.O) ¢an Lembaga Inspeksl Teknls + |dan Energi tautan website / tautan bit.ly
T :
Bahan Bakar Minyak Keluhan BBM/GPBU Keluhan terkait bahan bakar minyak (langka, harga lebth 3 " |Bire Pemerintahan Penjelasan hasil koordinasi dengan pihak terkait
mahal, timbangan SPBU curang, d1.) ' sesual dengan pengaduan yang disampaikan
] .
Bahan Bakar Gas Keluhan BBG/Agen Kelufan terkait bahan bakar gas (langka, harga labih 3 . |Biro Pemerintzhan Penjelasan hasil koordinasi dengan plhak terkait
mzhat, isl tidak sesuai, dil.} sesual dengan pengaduan yang disampaikan
Perizinan Perizinan Bidang Energi dan Informasi dan Keluhan Perzinan Bidang Energi dan 3 Dinas Penanaman Modal dan Terinformasikannya status Perizinan
Sumber Daya Mineral Sumber Daya Mineral Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30. |Perdagangan Perdagangan Keluhan Harga Kebutuhan Bahan |Pengaduan terkait harga kebutuhan bahan pangan pokok 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, inarasi, peninjauan lapangan, tindak Janjut epesasl
Pangan Pokok di Pasar yang terlalu tinggi Koperasi, Usaha Kecil dan pasar
Menengsh
Fasilitasi Pameran Pengaduan terkait pelaku usaha tidak ditkutsertakan pada 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, |narasi {penjelasan mengenai program Jakpsensur}

eveni pameran

Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah







